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Paket 1
Dasar-Dasar Hukum Ekonomi

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini didesain untuk mengantarkan mahasiswa
memahami tentang pengertian, sejarah dan asas-asas hukum ekonomi.
Perkuliahan akan dibawa pada bagaimana memahami hukum ekonomi
sebagai suatu cabang studi hukum yang masih belum banyak dikenal
masyarakat. Paket ini merupakan paket dasar yang menjadi pengantar untuk
masuk pada materi berikutnya.

Secara detail, paket ini akan mengkaji secara khusus beberapa hal
dalam memahami hukum ekonomi, yaitu tentang definisi, ruang lingkup,
asas-asas, dasar hukum serta sejarah hukum ekonomi. Berdasarkan materi
yang tersaji tersebut, mahasiswa diharapkan mampu memahami masalah
pokok (dasar) dari hukum ekonomi. Sebelum perkuliahan dilakukan, dosen
akan mengantarkan perkuliahan di paket ini dengan materi tentang
perkembangan hukum dagang sebagai induk dari hukum ekonomi.

Selanjutnya, dosen akan meminta mahasiswa untuk mengatur menjadi
3 deret berbentuk U. Masing-masing mahasiswa diberi selembar kertas
untuk menulis sebuah pertanyaan. Setelah selesai, maka kertas itu ditukar
dnegan temannya di sisi Kkiri dan kanan. Selanjutnya, proses diskusi
dilakukan dengan cara memberikan waktu pada mahasiswa lain untuk
merespon dan menjawab pertanyaan yang disampaikan tersebut. Demikian
seterusnya, hingga waktu yang ditentukan berakhir. Di akhir sesi diskusi,
dosen akan melakukan klarifikasi dan membuat benang merah agar tujuan
paket ini tercapai. Penguasaan dasar-dasar dalam Paket 1 ini diharapkan
menjadi modal mahasiswa untuk mempelajari paket selanjutnya, terutama
materi-materi dasar yang termasuk dalam ruang lingkup hukum ekonomi.

Penyiapan media pembelajaran dalam proses perkuliahan ini menjadi
sesuatu yang sangat penting untuk efektifitas seluruh proses yang
berlangsung. Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa kertas
ukuran 10x10 cm, LCD dan Laptop sebagai media pembelajaran utama.
Selain itu, perkuliahan ini juga membutuhkan spidol, papan tulis sebagai
alat yang menunjang efektifitas proses perkuliahan.



Rencana Pelaksanaan Perkuliahan
Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti materi dasar-dasar hukum ekonomi, mahasiswa
diharapkan mampu memahami definisi, ruang lingkup serta asas-asas
hukum ekonomi.

Indikator

Di akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat:
Mampu menyebutkan pengertian dan sejarah hukum ekonomi.
Mampu menjelaskan karakteristik hukum ekonomi
Mampu menjelaskan ruang lingkup dan asas-asas hukum ekonomi
Mampu menjelaskan sumber hukum ekonomi

~wbdPE

Waktu
2 X 45 menit

Materi Pokok

1. Pengertian, sejarah dan karakteristik hukum ekonomi
2. Ruang lingkup dan asas-asas hukum ekonomi
3. Sumber hukum ekonomi

Kegiatan Perkuliahan
Kegiatan Awal (10 menit)

1. Mengatur kelas dengan tempat duduk/kursi perkuliahan menjadi 3
deret berbentuk huruf U.

2. Penjelasan tujuan perkuliahan materi paket dasar-dasar hukum
ekonomi dan kompetensi yang ingin dicapai setelah proses kegiatan
pembelajaran.

3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mereview
bagaimana Proses perkuliahan untuk mengukur seberapa besar
mahasiswa mampu menyerap materi yang diberikan.

Kegiatan Inti (90 menit)

1. Mahasiswa diberikan sepotong kertas yang akan digunakan untuk
menuliskan masing-masing 1 pertanyaan terkait materi yang sudah
dibaca sebelumnya.



2. Pertanyaan-pertanyaan yang ditulis oleh mahasiswa ditukar dengan
pertanyaan mahasiswa di deret kanan Kkirinya.

3. Masing-masing mahasiswa yang telah mendapatkan pertanyaan dari
temannya, kemudian mencermati pertanyaan dan berusaha
menemukan jawaban dengan metode snow ball.

4. Karena keterbatasan waktu, maka tidak semua pertanyaan yang ada
dibacakan dan didiskusikan tetapi ditunjuk secara acak. Hal ini
dilakukan seterusnya sampai mencukupi waktu yang telah
ditentukan.

5. Memberikan penjelasan tentang hal-hal yang tidak tercover dengan
metode dynamic lecturer.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1.  Membuat benang merah materi perkuliahan

2. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

3. Memberikan Motivasi

Kegiatan Tindak Lanjutan (10 menit)

1.  Memberi tugas article review

2. Memberikan hand out materi selanjutnya, yaitu tentang hubungan
antara hukum ekonomi dengan globalisasi.

Lembar Kegiatan
Menyediakan dan membagikan kertas kosong ukuran 10x10 cm. Kertas
tersebut diberikan kepada masing-masing mahasiswa secara bergantian
yang akan mereka gunakan untuk mengisi tabel tentang ruang lingkup dan
asas-asas hukum ekonomi. Masing-masing mahasiswa menuliskan 1
temuannya.
Tujuan
Mahasiswa mampu memahami ruang lingkup dan asas-asas hukum
ekonomi. Sehingga mahasiswa diharapkan paham dengan materi yang
diberikan serta memiliki tanggung jawab untuk menganalisa masalah-
masalah pokok terkait dengan perkembangan hukum ekonomi.
Bahan dan Alat

Hard copy paket materi/softfile materi, kertas A4, dan spidol



Langkah Kegiatan
1. Masing-masing mahasiswa diberi sepotong kertas yang akan

digunakan untuk menuliskan masing-masing 1 hal yang berkaitan
dengan asas dan ruang lingkup hukum ekonomi yang sudah kaji
sebelumnya.

2. Temuan tentang asas dan ruang lingkup hukum ekonomi yang telah
ditulis oleh mahasiswa, ditukar dengan temuan mahasiswa lainnya
yang berada disamping kanan kirinya.

3. Masing-masing mahasiswa yang telah menukarkan kertas berisi
temuan, akan mencermati temuan hasil persilangan dan berusaha

mengkritisi daftar temuan dalam tabel.

Uraian Materi
Dasar-Dasar Hukum Ekonomi

A. Pengertian Hukum Ekonomi dan Bisnis

Dalam beberapa literatur terdapat perbedaan pengertian tentang
hukum ekonomi dan hukum bisnis. Di antara pakar hukum juga belum
sepakat dan sependapat tentang definisi keduanya. Menurut Sunaryati
Hartono, hukum bisnis adalah bagian dari hukum ekonomi dalam arti luas.*
Hal ini dipertegas olen Amrizal bahwa istilah ekonomi dan bisnis terdapat
perbedaan yang cukup tajam, dimana istilah ekonomi banyak ditulis dalam
buku teks teoritis, didasarkan pada logika dan tampak mempunyai validitas
sebagai teori. Sedangkan istilah bisnis terfokus pada aktor, yaitu para
pelaku dan pengusaha yang berada di lapangan untuk menyelenggarakan
aktifitas bisnis. Pengertian bisnis tersebut memiliki arti yang lebih luas
daripada perdagangan yakni investasi, produksi, pemasaran serta

! Muhammad Rizal, Hukum Bisnis Suatu Pengantar-Teori dan Aplikasi dalam
Bisnis Modern, Bandung:Widya Padjadjaran, 2012, hal. 1



pembiayaan.?

Beberapa definisi dan batasan tentang hukum ekonomi dan bisnis
antara lain; Pertama, menurut Sunaryati Hartono, hukum ekonomi adalah
keseluruhan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus
mengatur kegiatan dan kehidupan ekonomi Indonesia. Seperti halnya dalam
ekonomi yang membedakan antara ekonomi makro dan mikro, hukum
ekonomi juga berbeda dengan hukum bisnis. Hukum ekonomi diartikan
sebagai keseluruhan peraturan, putusan pengadilan dan hukum kebiasaan
yang menyangkut pengembangan kehidupan ekonomi secara makro.
Sedangkan hukum bisnis adalah keseluruhan peraturan, putusan pengadilan
dan hukum kebiasaan yang berkaitan dengan bisnis para pelaku ekonomi
mikro.3

Kedua, menurut Abdul Hakim Garuda Nusantara, hukum ekonomi
merupakan perangkat peraturan-peraturan yang mengatur paling tidak dua
hal yang berkenaan dengan usaha-usaha untuk mengelola sumber daya
ekonomi guna meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yaitu pertama,
hukum ekonomi merupakan segala peraturan, baik yang berupa legislasi
(undang-undang), regulasi (peraturan pemerintah atau peraturan pelaksana
lainnya), maupun kebiasaan yang dimaksudkan untuk mengatur cara-cara
bagaimana sumber daya ekonomi secara makro dikelola guna meningkatka
kemakmuran masyarakat. Kedua, secara khusus hukum ekonomi
dimakaknai sebagai segala peraturan baik yang berupa legislasi, regulasi
maupun Kkebiasaan yang dimaksudkan untuk mengatur secara adil
pembagian hasil-hasil pengelolaan sumber daya ekonomi sesuai dengan
tingkat peran serta keanggotaan masyarakat yang turut dalam pengelolaan
sumber daya ekonomi tersebut.*

Ketiga, menurut Ismail Saleh hukum dan ekonomi merupakan dua
sub sistem dari suatu sistem kemasyarakatan yang saling saling berinteraksi
satu sama lain. Interaksi antar kedua sub sistem sosial tersebut akan
Nampak jelas, apabila kita melakukan pendekatan dari studi hukum dan
masyarakat. Dalam pendekatan tersebut, hukum tidak hanya dipandang
sebagai norma saja yang bersifat otonom, tetapi juga sebagai insttitusi
sosial yang secara nyata berkaitan erat dengan berbagai segi sosial di
masyarakat. Itu artinya, tugas hukum ekonomi adalah senantiasa menjaga
dan mengadakan kaidah-kaidah pengamanan agar kegiatan ekonomi tidak
mengorbankan hak-hak dan kepentingan pihan yang lemah. Hanya dengan
cara serupa hukum tetap mempunyai peranan dalam masalah ekonomi.®

2 Muhammad Rizal, Hukum Bisnis....hal. 1

8 Muhammad Rizal, Hukum Bisnis....hal. 6

4 Muhammad Rizal, hal. 6

S Ismail Saleh, Hukum dan Ekonomi, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 1990),



Untuk menyelaraskan pengertian dari beberapa pendapat yang ada,
maka dapat disimpulkan bahwa hukum ekonomi adalah rangkaian peraturan
yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku
ekonomi.® Dari definisi tersebut dibagi menjadi dua (2) unsur yaitu:

1. Perangkat peraturan adalah serangkaian peraturan (dari Undang-
Undang sampai peraturan pelaksanaannya) yang secara substansial
mengatur seluruh atau sebagian kegiatan ekonomi pada umumnya.

2. Kegiatan ekonomi yang paling utama adalah kegiatan produksi dan
distribusi. Kedua kegiatan tersebut pada dasarnya berada dalam ranah
hukum privat dan hukum publik.’

Dengan demikian hukum ekonomi memiliki pemahaman dan
pengertian yang operasional karena mempunyai dua (2) metode pendekatan
makro dan mikro. Metode pendekatan makro memanfaatkan ilmu-ilmu lain
sebagai pisau analisa terhadap masalah-masalah hukum, antara lain; tentang
masalah kegiatan ekonomi, kebijakan dibidang ekonomi, kebijakan hukum
dibidang ekonomi serta dapat pula dimanfaatkan untuk kajian perlindungan
dan/atau proteksi publik dan konsumen.® Sedangkan pengertian hukum
bisnis adalah peraturan, keputusan pengadilan atau hukum kebiasaan yang
mengatur dunia bisnis yang meliputi pendayagunaan sumber daya
perekenomian.®

Dalam hal ini, pengertian hukum ekonomi masih beragam dan
belum ada kesepakatan di antara para pakar. Hal ini dapat dipahami karena
berbagai alasan yang akhirnya bertumpu pada pertanyaan-pertanyaan
sebagai berikut:

1. Apakah hukum ekonomi masuk ranah studi ekonomi?
2. Apakah hukum ekonomi masuk pada ranah studi hukum?
3. Atau apakah hukum ekonomi dipelajari secara komprehenship?

Hukum Ekonomi ada yang mendefinisikan sebagai suatu hubungan
sebab akibat atau pertalian peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu
dengan yang lain dalam kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat.
Hukum ekonomi adalah suatu hubungan sebab akibat atau pertalian
peristiwa ekonomi yang saling berhubungan satu dengan yang lain dalam
kehidupan ekonomi sehari-hari dalam masyarakat. Selain itu Hukum
ekonomi lahir disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan
perkembangan perekonomian.

hal. xii
® Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi Indonesia, Malang:Bayumedia Publising,
2007, Cet. 11, hal. 9-10
7 Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi...hal. 10
8 Sri Redjeki Hartono, Hukum Ekonomi...hal. 10
°® Muhamad Rizal, Hal. 6



Namun, karena belum adanya kesepakatan mengenai definisi hukum
ekonomi, maka pengertian yang disampaikan ahli hukum dari Universitas
Diponegoro, Sri Redjeki Hartono dipilih karena kepakarannya dalam bidang
ilmu hukum, yakni hukum ekonomi didefinisikan sebagai rangkaian
perangkat peraturan yang mengatur kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh
pelaku ekonomi.

Aspek Lain dari Hukum Ekonomi
Aspek dalam hukum ekonomi adalah semua yang berpengaruh dalam
kegiatan ekonomi antara lain adalah pelaku dari kegiatan ekonomi yang
jelas mempengaruhi kejadian dalam ekonomi, komoditas ekonomi yang
menjadi awal dari sebuah kegiatan ekonomi, kemudian aspek-aspek lain
yang mempengaruhi hukum ekonomi itu sendiri seperti contoh yang ada di
atas, yaitu kurs mata uang, aspek lain yang berhubungan seperti politik dan
aspek lain dalam hubungan ekonimi yang sangat kompleks. Selain aspek
dalam hukum ekonomi ada juga norma dalam hukum ekonomi yang juga
sudah digambarkan dalam berbagai contoh yang sudah disebutkan di atas,
dimana jika suatu aspek ekonomi itu mengalami suatu kejadian yang
menjadi sebab maka norma ekonomi itu berlaku untuk menjadikan
bagaimana suatu sebab mempengaruhi kejadian lain yang menjadi akibat
dari kejadian pada sebab tersebut. Dapat diartikan bahwa norma hukum
ekonomi adalah aturan-aturan yang berlaku dalam hukum ekonomi tersebut.

Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum ekonomi adalah
penjabaran ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial sehingga
hukum tersebut mempunyai dua aspek berikut:

e Aspek pengaturan usaha — usaha pembangunan ekonomi.

e Aspek pengaturan usaha — wusaha pembangunan hasil dan
pembangunan ekonomi secara merata di seluruh lapisan
masyarakat.

Hukum ekonomi Indonesia dibedakan menjadi 2, yaitu :

a. Hukum Ekonomi Pembangunan

Hukum ekonomi pembangunan adalah yang meliputi pengaturan dan
pemikiran hukum mengenai cara — cara peningkatan dan pengembangan
kehidupan ekonomi Indonesia secara nasional.

b. Hukum Ekonomi Sosial

Hukum ekonomi sosial adalah yang menyangkut peraturan pemikiran
hukum mengenai cara — cara pembegian hasil pembangunan ekonomi
nasional secara adil dan merata dalam HAM manusia Indonesia. Hukum
ekonomi sosial adalah yang menyangkut peraturan pemikiran hukum
mengenaicara-cara pembegian hasil pembangunan ekonomi nasional secara
adil dan merata dalam HAM manusia Indonesia.

Namun ruang lingkup hukum ekonomi tidak dapat diaplikasikan sebagai




satu bagian dari salah satu cabang ilmu hukum, melainkan merupakan
kajian secara interdisipliner dan multidimensional. Atas dasar itu, hukum
ekonomi menjadi tersebar dalam berbagai peraturan undang-undangyang
bersumber pada pancasila dan UUD 1945. Sementara itu, hukum ekonomi
menganut azas, sebagi berikut :

e Azas keimanan dan ketagwaan kepada Tuhan TME.
Azas manfaat.
Azas demokrasi pancasila.
Azas adil dan merata.
Azas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan dalam peri
kehidupan.
Azas hukum.
Azas kemandirian.
Azas Keuangan.
Azas ilmu pengetahuan.
Azas kebersamaan, kekeluargaan, keseimbangan, dan
kesinambungan dalam kemakmuran rakyat.

e Azas pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan dan

berkelanjutan.

e Azas kemandirian yang berwawasan kenegaraan.

Dengan demikian, dalam era globalisasi membuat dunia menjadi
satu sehingga batas-batas Negara dalam pengertian ekonomi dan hukum
menjadi kabur. Oleh karena itu, pertimbangantentang apa yang berkembang
secara internasional menjadi begitu penting untuk dijadikan dasar-dasar
hukum ekonomi.

Dasar hukum ekonomi Indonesia :

a. UUD 1945

b. TAP MPR

. Undang-Undang

. Peraturan Pemerintah

. Keputusan Presiden
SK. Menteri

. Peraturan Daerah

«Q D o O

B. Sejarah Lahirnya Hukum Ekonomi di Indonesia

Pada awalnya, proses mempelajari sejarah hukum ekonomi di
Indonesia berangkat dari tradisi mempelajari hukum Indonesia yang berawal
dari tata hukum Indonesia. Sejarah hukum Indonesia berawal dari hukum
asli Indonesia yang hidup dalam masyarakat sealama berabad abad yang
biasa disebut dengan hukum adat. Keberadaan hukum adat tersebut
selanjutnya dipengaruhi oleh nilai-nilai baru yang bersumber dari ajaran



agama maupun pengaruh politik hukum kolionial. Masuknya belanda
dengan formal yang menyatakan diri sebagai penguasa membawa hukum
belanda dengan kekuatan politiknya, menjadikan hukum resmi dan
diberlakukan sesuai kepentingan pemerintahan belanda. Penerapan hukum
belanda di Indonesia berdasarkan asas konkordansi dari kerajaan belanda
kedalam wilayah hindia belanda (Indonesia).°

Studi mengenai sejarah hukum di Indonesia juga bertolak dari
kajian hukum modern, yaitu hukum tertulis. Disamping itu, selain hukum
tertulis dalam kehidupan sehari-hari, kita juga mempunyai hukum tidak
tertulis yang pengaruhnya cukup besar dalam masyarakat tradisional yaitu
biasa disebut dengan hukum adat. Dimana ia mempunyai nilai-nilai dan
kearifan local yang mengatur tata kehidupan dengan asas-asas hukum yang
hidup di masyarakat. Akan tetapi, hukum adat belum mampu berperan
dalam perkembangan kegiatan ekonomi nasional pada umumnya. Kondisi
ini berbeda dengan peran hukum perdata Barat yang mendominasi
hubungan hukum para pihak dalam transaksi. Perkembangan studi sejarah
hukum di Indonesia pada akhirnya harus dipandang dari berbagai sudut
sehingga menjadi suatu kajian yang luas dan komprehensif. Pengaruh ilmu-
ilmu sosial telah mendominasi perkembangan hukum dan dipakai sebagai
pisau analisis terhadap ilmu hukum.!

Perkembangan masyarakat yang sangat dinamis serta pegaruh
kemajuan teknologi dibidang informasi dan komunikasi juga berpengaruh
terhadap kajian hukum yang sangat progressif dan dinamis. Hukum yang
mengatur ekonomi dan kegiatan ekonomi mengalami perkembangan yang
sangat pesat pula karena meningkatnya pasar internasional dan laju
investasi di Negara-negara berkembang telah menjadi faktor dominan dalam
perubahan kajian hukum di Indonesia. Hal ini juga membawa dampak dan
pengaruh terhadap hukum dan perangkat hukum ekonomi di Negara-negara
berkembang seperti Indonesia. Dengan demikian hukum yang mengatur
kegiatan ekonomi di Indonesia mengalami perkembangan mulai hukum
perjanijian, hukum mengenai hak-hak kebendaan, hukum perusahaan,
hingga kepada hukum perbankan dan hukum di bidang transportasi serta
hukum hak atas kekayaan Intelektual.*?

Hukum ekonomi pada dasarnya adalah turunan dari hukum dagang,
dan hukum dagang sendiri merupakan bagian dari hukum perdata yang
mengatur hal-hal khusus dibidang usaha. Sebagai lanjutan dari kajian
hukum dagang dan hukum perdata, hukum ekonomi merupakan satu kajian
baru dalam bidang hukum pada umumnya. Dengan demikian dapat

10 Sri Redjeki hartono, hal 2
11 Sri Redjeki, hal. 2-3
12 Sri Redjeki, hal. 4



disimpukan embrio hukum ekonomi adalah hukum dagang yang merupakan
bagian dari hukum perdata. Kajian hukum dagang lebih spesifik pada
hubungan hukum para pihak yang melakukan aktifitas dalam menjalankan
perusahaan. Oleh karena hukum dagang merupakan bagian dari hukum
perdata, maka kajian hukum dagang selalu mempunyai tekanan utama pada
perikatan para pihak (hubungan hukum para pihak) serta hak dan kewajiban
ara pihak. Hukum perikatan (hukum perjanjian) merupakan dasar utama
bagi kajian dan pengembangan hukum dagang. Fokus kajian hukum dagang
lainnya adalah tentang pemberhentian, klaim, dan dokumen-dokumen.
Kajian atas dokumen sangat penting karena dibutuhkan dalam rangka
mempertahankan hak-hak tertentu. Hukum perdata, hanya mengkaji dari
aspek metode pendekatan mikro saja yakni hubungan hukum para pihak.*
Sebaliknya hukum ekonomi tidak hanya dikaji dalam aspek hukum
perdata saja, tetapi dikaji pula dari berbagai aspek sehingga membutuhkan
metode pendekatan yang berbeda dari kajian hukum dagang dan hukum
perdata pada umumnya. Hukum ekonomi berada pada ranah hukum privat
maupun hukum publik sehingga pemahaman dan pengertian mempunyai
metode dua pendekatan sekaligus, yaitu metode pendekatan makro dan
mikro. Metode pendekatan makro memanfaatkan imu-ilmu lain sebagai
pisau analisis terhadap masalah-masalah hukum seperti masalah ekonomi,
kebijakan dibidang ekonomi, dan kebijakan hukum dibidang ekonomi.
Pendekatan makro juga dimanfaatkan untuk mengkaji masalah
perlindungan atau proteksi publik atau konsumen. Sedangkan metode
pendekatan mikro dimanfaatkan untuk mengkaji masalah hukum sesuai
target yang di inginkan.'* Dengan demikian dapat disimpulkan bidang
kajian hukum ekonomi telah mengakomodasikan dua aspek hukum
sekaligus sebagai satu kajian yang komprehensif. Adapun aspek hukum
tersebut meliputi, aspek hukum publik dan perdata yang keduanya
mengandung asas hukum yang bersumber dari dua aspek hukum tersebut.
C. Ruang Lingkup dan Asas-asas Hukum Ekonomi

Ruang lingkup ekonomi mencakup bidang yang di atur dalam
hukum privat dan hukum publik.Dengan demikian tidak hanya mencakup
hukum perdata,dan hukum perdata international namun juga mencakup
hukum publik seperti hukum pidana ,hukum international, hukum
administrasi Negara, serta hukum tata Negara. Ruang lingkup hukum
ekonomi bersifat interdispliner, multidisipliner dan transnasional.

Menurut Sunaryati Hartono hukum ekonomi merupakan penjabaran

13 Sri Redjeki, hal. 5-8
14 Sri Redjeki, hal. 10-11



dari hukum ekonomi pembangunan dan hukum ekonomi sosial. **Hukum
ekonomi pembangunan berkaitan dengan pengaturan dan pemikiran hukum
mengenai cara-cara peningkatan dan pengembangan kehidupan ekonomi
Indonesia secara nasional. Yang dibagi menjadi beberapa hal:
Tanah
Bentuk-bentuk Usaha
Penanaman Modal
Kredit dan bantuan luar negeri
Perkreditan dalam negeri perbankan
Paten, Merek<dan Transfer know how
Asuransi
Ekspor-Impor
Pertambangan
Perburuhan
Perumahan
Pengangkutan

m. Perjanjian Internasional

Sedangkan hukum ekonomi sosial adalah menyangkut pengaturan

dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan
ekonomi secara adil dan merata sesuai martabat manusia Indonesia, yang
mencakup antara lain :
Obat-obatan
Kesehatan dan Keluarga
Perumahan
Bencana alam
Transmigrasi
Pertanian
Bentuk-bentuk Perumahan Rakyat
Bantuan dan pendidikan bagi pengusaha kecil
Perburuhan
Pendidikan
Penderita cacat
Orang-orang terlantar

m. Orang tua dan pensiunan

Ruang lingkup hukum ekonomi menurut pendapat Sri Redjeki

Hartono mencakup antara lain :

1. Undang-undang dan peraturan pelaksana di bidang moneter,

Perbankan dan lembaga keuangan

—xT o SQ@meoooTe
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2. Undang-undang dan peraturan pelaksana kebijakan
investasi dan perdagangan pada umumnya.

3. Undang-undang dan peraturan tentang kebijakan impor
barang-barang kebutuhan pokok dan barang modal tertentu.

4. Undang-undang di bidang investasi, Persyaratan, dan
perizinannya.

5. Undang-undang di bidang energy, Peraturan pelaksana dan
persyaratannya.

6. Undang-undang di bidang tenaga kerja dan hubungan
industrial pada umumnya.

7. Undang-undang tentang perpajakan , fasilitas pajak, bea
cukai, dan sebagainya.

8. Undang-undang tentang perkebunan, pertambangan, dan
energy.

9. Undang-undang tentang lingkungan hidup dan pengelolaan
sumber daya alam pada umumnya.

10. Undang-undang di bidang agrarian, pertanahan. Dan
pemberdayaan tanah Negara.®

Ruang lingkup hukum ekonomi jika didasarkan pada Kklasifikasi

internasional pembagiannya sbb:

1.

agrown

S

©

Hukum ekonomi pertanian atau agraria, yg di dalamnya termasuk
norma-norma mengenai pertanian, perburuan, peternakan, perikanan dan
kehutanan.

Hukum ekonomi pertambangan.

Hukum ekonomi industri, industri pengolahan

Hukum ekonomi bangunan.

Hukum ekonomi perdagangan, termasuk juga norma-norma mengenai
perhotelan dan pariwisata.

Hukum ekonomi prasarana termasuk gas, listrik air, jalan.

Hukum ekonomi jasa-jasa, profesi dokter, advokad, pembantu rumah
tangga, tenaga kerja.

Hukum ekonomi angkutan.

Hukum ekonomi pemerintahan termasuk juga pertahanan dan keamanan
(hankam) dll.

Sumber Hukum Ekonomi :

a. Meliputi: perundang-undangan; perjanjian; traktat; jurisprudensi;
kebiasaan dan pendapat sarjana (doktrin)
b. Tingkat kepentingan dan penggunaan sumber-sumber hukum. Hal

16 Sri Redjeki Hartono...hal. 80



ini sangat tergantung pada kekhususan masing-masing masalah
hukum atau sistem hukum yang dianut di suatu negara.
Fungsi Hukum Ekonomi dalam Pembangunan :

a. Sebagai sarana pemeliharaan ketertiban dan keamanan
b. Sebagai sarana pembangunan

c. Sebagai sarana penegak keadilan

d. Sebagai sarana pendidikan masyarakat

Keempat fungsi tersebut dapat diterapkan dalam hukum ekonomi yang
merupakan suatu sistem hukum nasional yang berorientasi kepada
kesejahteraan rakyat .

Tugas Hukum Ekonomi :

Membentuk dan menyediakan sarana dan prasarana hukum bagi
Peningkatan pembangunan ekonomi

Perlindungan kepentingan ekonomi warga

Peningkatan kesejahteraan masyarakat

Menyusun & menerapkan sanksi bagi pelanggar

Membantu terwujudnya tata ekonomi internasional baru melalui sarana
& pranata hukum.

o o0 T
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Latihan

Jelaskan pengertian hukum ekonomi?

Terangkan tentang asas-asas hukum ekonomi!

Sebutkan dasar-dasar hukum ekonomi di Indonesia?

Latihan dalam bentuk article review. Mahasiswa diminta mereview
artikel yang diberikan dosen dan menganalisis dari sudut pandang
hukum ekonomi.
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Paket 2
Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Ekonomi

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini didesain untuk mengantarkan mahasiswa
memahami tentang asas-asas dan/atau prinsip-prinsip hukum ekonomi.
Perkuliahan akan dibawa pada bagaimana memahami asas-asas dan/atau
prinsip-prinsip hukum ekonomi sebagai suatu landasan hukum ekonomi
Paket ini merupakan paket dasar yang menjadi pengantar untuk masuk
pada materi berikutnya.

Secara detail, paket ini akan mengkaji secara khusus beberapa hal
dalam memahami hukum ekonomi, yaitu tentang asas-asas hukum, dasar
hukum serta beberapa hal yang terkait dengan nilai-nilai yang melandasi
norma hukum ekonomi. Berdasarkan materi yang tersaji tersebut,
mahasiswa diharapkan mampu memahami masalah pokok (dasar) dari
hukum ekonomi. Sebelum perkuliahan dilakukan, dosen akan
mengantarkan perkuliahan di paket ini dengan materi tentang
perkembangan hukum ekonomi di Indonesia.

Selanjutnya, dosen akan meminta mahasiswa untuk mengatur
menjadi 3 deret berbentuk U. Masing-masing mahasiswa diberi selembar
kertas untuk menulis sebuah pertanyaan. Setelah selesai, maka kertas itu
ditukar dnegan temannya di sisi kiri dan kanan. Selanjutnya, proses
diskusi dilakukan dengan cara memberikan waktu pada mahasiswa lain
untuk merespon dan menjawab pertanyaan yang disampaikan tersebut.
Demikian seterusnya, hingga waktu yang ditentukan berakhir. Di akhir
sesi diskusi, dosen akan melakukan Klarifikasi dan membuat benang merah
agar tujuan paket ini tercapai. Penguasaan dasar-dasar dalam Paket 2 ini
diharapkan menjadi modal mahasiswa untuk mempelajari paket
selanjutnya, terutama materi-materi dasar yang termasuk dalam asas-asas
hukum ekonomi.

Penyiapan media pembelajaran dalam proses perkuliahan ini menjadi
sesuatu yang sangat penting untuk efektifitas seluruh proses yang
berlangsung. Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa
kertas ukuran 10x10 cm, LCD dan Laptop sebagai media pembelajaran



utama. Selain itu, perkuliahan ini juga membutuhkan spidol, papan tulis
sebagai alat yang menunjang efektifitas proses perkuliahan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan
Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti materi asas-asas dan/atau prinsip-prinsip
hukum ekonomi, mahasiswa diharapkan mampu memahami nilai-nilai
dasar yang melandasi norma-norma hukum ekonomi.

Indikator
Di akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat:

¢ Mampu menyebutkan pengertian asas-asas dan/atau prinsip-prinsip
hukum ekonomi.

e Mampu menjelaskan beberapa asas-asas dan/atau prinsip-prinsip
hukum ekonomi di Indonesia.

¢ Mampu menganalisis beberapa asas-asas dan/atau prinsip-prinsip
hukum ekonomi di Indonesia.

Waktu
2 X 45 menit

Materi Pokok

1. Pengertian asas-asas dan/atau prinsip-prinsip hukum ekonomi.
2. Uraian asas-asas dan/atau prinsip-prinsip hukum ekonomi.
3. Beberapa masalah asas-asas dan/atau prinsip-prinsip hukum ekonomi.

Kegiatan Perkuliahan
Kegiatan Awal (10 menit)
1. Mengatur kelas dengan tempat duduk/kursi perkuliahan menjadi 3
deret berbentuk huruf U.
2. Penjelasan tujuan perkuliahan materi paket dasar-dasar hukum
ekonomi dan kompetensi yang ingin dicapai setelah proses
kegiatan pembelajaran.



3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mereview
bagaimana Proses perkuliahan untuk mengukur seberapa besar
mahasiswa mampu menyerap materi yang diberikan.

Kegiatan Inti (90 menit)

1. Mahasiswa diberikan sepotong kertas yang akan digunakan untuk
menuliskan masing-masing 1 pertanyaan terkait materi yang
sudah dibaca sebelumnya.

2. Pertanyaan-pertanyaan yang ditulis oleh mahasiswa ditukar
dengan pertanyaan mahasiswa di deret kanan kirinya.

3. Masing-masing mahasiswa yang telah mendapatkan pertanyaan
dari temannya, kemudian mencermati pertanyaan dan berusaha
menemukan jawaban dengan metode snow ball.

4. Karena keterbatasan waktu, maka tidak semua pertanyaan yang
ada dibacakan dan didiskusikan tetapi ditunjuk secara acak. Hal
ini dilakukan seterusnya sampai mencukupi waktu yang telah
ditentukan.

5. Memberikan penjelasan tentang hal-hal yang tidak tercover
dengan metode dynamic lecturer.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Membuat benang merah materi perkuliahan

2. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

3. Memberikan Motivasi

Kegiatan Tindak Lanjutan (10 menit)

1. Memberi tugas article review

2. Memberikan hand out materi selanjutnya, yaitu tentang hubungan
hukum dan ekonomi.

Lembar Kegiatan

Menyediakan dan membagikan kertas kosong ukuran 10x10 cm. Kertas
tersebut diberikan kepada masing-masing mahasiswa secara bergantian
yang akan mereka gunakan untuk mengisi tabel tentang asas-asas hukum
ekonomi. Masing-masing mahasiswa menuliskan 1 temuannya.



Tujuan

Mahasiswa mampu memahami asas-asas hukum ekonomi di Indonesia.
Sehingga mahasiswa diharapkan paham dengan materi yang diberikan
serta memiliki tanggung jawab untuk menganalisa masalah-masalah
pokok terkait dengan perkembangan hukum ekonomi.

Bahan dan Alat
Hard copy paket materi/softfile materi, kertas A4, dan spidol

Langkah Kegiatan
1. Masing-masing mahasiswa diberi sepotong kertas yang akan

digunakan untuk menuliskan masing-masing 1 hal yang berkaitan
dengan asas-asas hukum ekonomi yang sudah kaji sebelumnya.

2. Temuan tentang asas dan/atau prinsip hukum ekonomi yang telah
ditulis oleh mahasiswa, ditukar dengan temuan mahasiswa lainnya
yang berada disamping kanan kirinya.

3. Masing-masing mahasiswa yang telah menukarkan kertas berisi
temuan, akan mencermati temuan hasil persilangan dan berusaha

mengkritisi daftar temuan dalam tabel.

Uraian Materi

Asas-Asas dan Prinsip-Prinsip Ekonomi

Cita-cita hukum ekonomi indonesia adalah menggagas dan
menyiapkan konsep hukum tentang kehidupan ekonomi. Kehidupan
ekonomi yang diinginkan adalah yang berwawasan kesejahteraan dalam
keadilan sosial sebagaimana yang dicita-citakan pancasila sebagai sumber
dari dari segala sumber hukum kita. Untuk itu visi hukum ekonomi kita
harus menunjukan hukum yang bersifat akomodatif terhadap:

1. Perwujudan masyarakat adil dan makmur

2. Keadilan yang proporsional dalam masyarakat



3. Tidak adanya diskriminasi terhadap pelaku ekonomi

4. Persaingan yang sehat

Pada masa penjajahan, sejarah menunjukan bahwa kebijakan hukum
Indonesia waktu itu dirasakan sangat diskriminatif, terutama pada subyek-
subyek hukum pelaku ekonomi. Kondisi ini mengakibatkan timbulnya
diskriminasi yang lebih luas, terutama pada bidang ekonomi dan kegiatan
ekonomi lainnya.

Diskriminasi kegiatan ekonomi meliputi jenis kegiatan bidang
usaha tertentu yang hanya dapat dilakukan oleh golongan masyarakat
tertentu dan tidak dilakukan oleh golongan yang lain. Mereka diberi
konsesi untuk bidang-bidang kegiatan ekonomi tertentu, termasuk
komoditi tertentu, yang tidak diberikan kepada golongan penduduk yang
lain karena faktor perangkat peraturan perangkat hukum yang tersedia
sebenarnya sudah dirancang untuk kepaerluan tersebut sehingga dapat
dipakai sebagai dasar untuk memberikan fasilitas-fasilitas tertentu yang
sifatnya juga diskriminatif. Hal seperti itu seharusnya tidak bopleh terjadi
karena penafsiran dan kepastian hukum sangat pentingbagi penegakan
hukum yang berkeadilan.

Perkembangan dan perubahan yang terjadi pada dua dekade
terkahir ini adalah perubahan menuju terwujudnya masyarakat global.
Semangat tersebut mendorong Negara-negara di dunia ini untuk menjadi
bagian yang lebih baik bahkan terbaik di dalamnya, demikian pula dengan
Indonesia.

Sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, cita
hukum nasional merupakan satu hal yang ingin di capai dalam
mewujudkan dan melaksanakan tata kehidupan bernegara dan
bermasyarakat yang berasaskan pancasila dan undang-undang dasar
Negara Republik Indonesia 1945. Dalam bidang kehidupan serta kegiatan
ekonomi pencapaiaan tersebut dalam rangka mengantisipasi dan
menyongsong kehidupan masyarakat global. Dengan demikian cita-cita
hukum nasional haruslah dikembalikan kepada pancasila dan UUD NRI
1945 sebagai sumber hukum tertinggi yang memuat asas-asas hukum.
Asas hukum ekonomi juga harus mengacu kepada Pancasila dan UUD NRI
1945 yang dapat dijabarkan antara lain :

1. Asas pengakuan terhadap ketuhanan yang maha esa.
Asas pengayoman terhadap tanah air, bangsa dan Negara.
Asas kemkmuran yang adil dan beradab.
Asas kesejahteraan sosial.
Asas Kebebasan yang berperikemanusian dan berperikeadilan.
Asas demokrasi untuk musyawarah dan mufakat.

oakrwi



Sedangkan didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia 1945 terdapat asas hukum ekonomi antara lain :

1.
2.
3.
4.
S.

6.

7.

Asas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan.

Asas perlindungan kepentingan ekonomi yang menguasai hajat
hidup orang banyak.

Asas keutamaan kemakmuran rakyat.

Asas demokrasi ekonomi.

Asas persamaan hak atas kesempatan kerja dan penghidupan yang
layak.

Asas perlindungan fakir miskin dan anak terlantar.

Asas kekeluargaan.

Dari beberapa penjelasan di atas, asas utama dalam hukum ekonomi
yang bersumber dari asas-asas hukum public dapat di simpulkan
menjadi tiga asas antara lain:

1. Asas keseimbangan kepentingan

2. Asas pengawasan publik

3. Asas campur tangan Negara terhadap kegiatan ekonomi
Sedangkan asas hukum ekonomi yang bersumber pada hukum

privat hanya berkaitan dengan hubungan hukum para pihak di dalam suatu
kegiatan atau perjanjian tertentu atau perbuatan hukum tertentu pada
dasarnya harus menghormati hak dan kepentingan pihak lain sehingga
asas-asas hukum perdata tidak di langgar.*

Menurut pendapat Reka Dewantara asas-asas hukum ekonomi

Indonesia di klasifikasikan sebagai berikut :

1.
2.
3.

ook

7.

Asas manfaat.

Asas keadilan dan pemerataan yang berperikemanusiaan.

Asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam
perikehidupan.

Asas kemandirian yang berwawasan kebangsaan.

Asas usaha bersama atau kekeluargaan.

Asas demokrasi ekonomi.

Asas membangun tanpa merusak lingkungan.?

Sebagaimana bidang-bidang hukum lain, kaidah-kaidah hukum ekonomi
secara umum dapat di kelompokan ke dalam :

1.

Kaidah hukum yang bersifat administratif:

Kaidah hukum yang bersifat administratif berupa ketentuan-
ketentuan hukum administrasi negara mengenai aspek-aspek
prosedural dari aktifitas transaksi ekonomi. Kaidah hukum
administrasi dibuat oleh aparatif administrasi negara atau pihak

! Sri Redjeki Hartono... hal. 14
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eksekutif dan mempunyai kekuatan hukum memaksa. Oleh karena
dibuat eksekutif, maka yang termasuk dalam kategori ini adalah
peraturan yang bentuk formalnya di bawah undang-undang, yaitu
peraturan pemerintah, keputusan presiden, intruksi presiden, surat
keputusan menteri atau pejabat lain setingkat menteri, surat
keputusan dirjen dan sebagainya.Unsur paksaan dalam
pemberlakuan  kaidah  hukum ekonomi yang bersifat
administrative ini dimaksudkan agar ketentuan atau persyaratan
yang diatur oleh ketentuan tersebut ditaati atau di patuhi oleh
publik, khususnya oleh para pelaku ekonomi. Akibat adanya unsur
paksaan maka sanksi apabila ketentuan tersebut dilanggar berupa
sanksi administratif seperti pencabutan izin usaha, pembatalan
status hukum, penutupan usaha dan sebgainya.

Kaidah yang bersifat substansif atau materiel :

Kaidah yang bersifat subtansif dan materiel berupa ketentuan-
ketentuan hukum yang dibuat aparat legislatif, yudikatif dan
eksekutif baik secara bersama-sama dan atau sendiri-sendiri
mengenai aspek-aspek material atau substansial dari aktifitas
transaksi ekonomi. Kaidah hukum substantif ini ada yang
memepunyai kekuatan hukum memaksa, adapula yang hanya
mengatur.

Ada dua macam kekuatan hukum dari kaidah substantif hukum
eknomi ini, tidak lain di sebabkan oleh berbedanya fungsi dan
tujuan hendak dicapai oleh kaidah itu sendiri. Apabila fungsinya
hanya sekedar memberikan pengarahan atau pengaturan bagi para
pelaku ekonomi, maka kekuatan hukum, dari kaidah hukum
hanyalah’mengatur’(Regelend  Rech).  Artinya  ketentuan-
ketentuan dalam kaidah hukum tersebut dapat disimpangi oleh
para pelaku ekonomi sepanjang mereka sepakat untuk itu, dan
kesepakatan tersebut tercermin dari transaksi antar mereka.
Peraturan jenis ini hanya berfungsi sebagai pedoman. Oleh karena
itu tidak ada sanksi hukumnya apabila pelaku hukum ekonomi
tidak mentaatinya. Tujuan dari kaidah hukum ini member rambu-
rambu atau batasan-batasan yang mempertegas aturan main bagi
para pelaku ekonomi.

Sebaliknya, apabila fungsi dan kaidah substantif hukum ekonomi
adalah untuk membina dan menjaga konsistensi pelaksanaan
sistem ekonomi nasional serta akurasi kebijakan politik ekonomi
pemerintah, maka kaidah tersebut diberi hukum memaksa. Dalam
arti ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam kaidah hukum
tersebut tidak boleh disimpangi atau diabaikan oleh para pelaku



ekonomi. Dengan demikian pelaku ekonomi harus tunduk dan
terikat pada norma-norma hukum tersebut dengan sanksi hukum
yang tegas apabila mereka melaggar. Sanksi tersebut berupa :

e Sanksi perdata: Misalnya pembayaran ganti rugi.

e Sanksi pidana: Misalnya hukum kurungan atau denda.

e Sanksi administratif: Misalnya pembatalan perjanjian,

pencabutan ijin usaha.

Tujuan yang hendak dicapai oleh kaidah substansif hukum
ekonomi dengan kekuatan memaksa adalah tercapainya ketertiban
pelaksanaan aktivitas dan transaksi ekonomi dengan berlandaskan
pada keadilan dan kepastian hukum.



Paket 3

Hubungan Hukum dan Ekonomi

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini didesain untuk mengantarkan mahasiswa
memahami tentang hubungan hukum dan ekonomi. Perkuliahan akan
dibawa pada bagaimana memahami hubungan hukum dan ekonomi sebagai
suatu kajian yang melatarbelakangi lahirnya kajian ilmu hukum ekonomi.
Paket ini merupakan paket dasar yang menjadi pengantar untuk masuk
pada materi berikutnya.

Secara detail, paket ini akan mengkaji secara khusus beberapa hal
dalam memahami hukum ekonomi, yaitu tentang hubungan hukum dan
ekonomi serta beberapa hal yang terkait dengan masalah yang
menghubungkan dengan mata kuliah hukum ekonomi. Berdasarkan materi
yang tersaji tersebut, mahasiswa diharapkan mampu memahami masalah
pokok (dasar) dari hukum ekonomi. Sebelum perkuliahan dilakukan, dosen
akan mengantarkan perkuliahan di paket ini dengan materi tentang
perkembangan ilmu hukum dan ilmu ekonomi di Indonesia.

Selanjutnya, dosen akan meminta mahasiswa untuk mengatur menjadi
3 deret berbentuk U. Masing-masing mahasiswa diberi selembar kertas
untuk menulis sebuah pertanyaan. Setelah selesai, maka kertas itu ditukar
dnegan temannya di sisi Kiri dan kanan. Selanjutnya, proses diskusi
dilakukan dengan cara memberikan waktu pada mahasiswa lain untuk
merespon dan menjawab pertanyaan yang disampaikan tersebut.

Demikian seterusnya, hingga waktu yang ditentukan berakhir. Di akhir
sesi diskusi, dosen akan melakukan klarifikasi dan membuat benang merah
agar tujuan paket ini tercapai. Penguasaan dasar-dasar dalam Paket 3 ini
diharapkan menjadi modal mahasiswa untuk mempelajari paket
selanjutnya, terutama materi-materi dasar yang termasuk dalam asas-asas
hukum ekonomi.



Penyiapan media pembelajaran dalam proses perkuliahan ini menjadi
sesuatu yang sangat penting untuk efektifitas seluruh proses yang
berlangsung. Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa
kertas ukuran 10x10 cm, LCD dan Laptop sebagai media pembelajaran
utama. Selain itu, perkuliahan ini juga membutuhkan spidol, papan tulis
sebagai alat yang menunjang efektifitas proses perkuliahan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan
Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti materi hubungan hukum dan ekonomi,
mahasiswa diharapkan mampu memahami keterkaitan antara ilmu hukum
dan ilmu ekonomi yang melandasi ilmu hukum ekonomi.

Indikator
Di akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat:
o Mampu menyebutkan pengertian ilmu hukum dan ilmu ekonomi.

o Mampu menjelaskan keterkaitan (hubungan) antara ilmu hukum dan
ilmu ekonomi.

¢ Mampu menganalisis keterkaitan antara ilmu hukum dan ilmu
ekonomi serta hubungan hukum dan ekonomi.
Waktu
2 X 45 menit
Materi Pokok
1. Pengertian ilmu hukum dan ilmu ekonomi.

2. Keterkaitan ilmu hukum dan ilmu ekonomi sebagai ilmu-ilmu sosial.
3. Hubungan antara hukum dan ekonomi.

Kegiatan Perkuliahan



Kegiatan Awal (10 menit)

1.

Mengatur kelas dengan tempat duduk/kursi perkuliahan menjadi 3
deret berbentuk huruf U.

Penjelasan tujuan perkuliahan materi paket hubungan hukum dan
ekonomi dan kompetensi yang ingin dicapai setelah proses
kegiatan pembelajaran.

Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mereview
bagaimana Proses perkuliahan untuk mengukur seberapa besar
mahasiswa mampu menyerap materi yang diberikan.

Kegiatan Inti (90 menit)

1.

Mahasiswa diberikan sepotong kertas yang akan digunakan untuk
menuliskan masing-masing 1 pertanyaan terkait materi yang sudah
dibaca sebelumnya.

Pertanyaan-pertanyaan yang ditulis oleh mahasiswa ditukar dengan
pertanyaan mahasiswa di deret kanan Kirinya.

Masing-masing mahasiswa yang telah mendapatkan pertanyaan
dari temannya, kemudian mencermati pertanyaan dan berusaha
menemukan jawaban dengan metode srnow ball.

Karena keterbatasan waktu, maka tidak semua pertanyaan yang
ada dibacakan dan didiskusikan tetapi ditunjuk secara acak. Hal ini
dilakukan seterusnya sampai mencukupi waktu yang telah
ditentukan.

Memberikan penjelasan tentang hal-hal yang tidak tercover dengan
metode dynamic lecturer.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1.
2.
3.

1.

Membuat benang merah materi perkuliahan
Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa
Memberikan Motivasi

Kegiatan Tindak Lanjutan (10 menit)

Memberi tugas article review



2. Memberikan hand out materi selanjutnya, yaitu tentang hubungan
hukum ekonomi dan Globalisasi.

Lembar Kegiatan

Menyediakan dan membagikan kertas kosong ukuran 10x10 cm. Kertas
tersebut diberikan kepada masing-masing mahasiswa secara bergantian
yang akan mereka gunakan untuk mengisi tabel tentang hubungan hukum
dan ekonomi. Masing-masing mahasiswa menuliskan 1 temuannya.

Tujuan

Mahasiswa mampu memahami hubungan hukum dan ekonomi di Indonesia.
Sehingga mahasiswa diharapkan paham dengan materi yang diberikan serta
memiliki tanggung jawab untuk menganalisa masalah-masalah pokok
terkait dengan perkembangan hukum ekonomi.

Bahan dan Alat
Hard copy paket materi/softfile materi, kertas A4, dan spidol
Langkah Kegiatan

1. Masing-masing mahasiswa diberi sepotong kertas yang akan
digunakan untuk menuliskan masing-masing 1 hal yang berkaitan
dengan hubungan hukum dan ekonomi yang sudah kaji sebelumnya.

2. Temuan tentang hubungan hukum dan ekonomi yang telah ditulis
oleh mahasiswa, ditukar dengan temuan mahasiswa lainnya yang
berada disamping kanan kirinya.

3. Masing-masing mahasiswa yang telah menukarkan kertas berisi
temuan, akan mencermati temuan hasil persilangan dan berusaha

mengkritisi daftar temuan dalam tabel.



Uraian materi

Hubungan Hukum dan Ekonomi

Pada dasarnya manusia selalu berusaha dan berupaya untuk
mempertahankan keberlangsungan hidupnya, yaitu dengan cara melakukan
kegiatan ekonomi dan atau bisnis. Dalam menjalankan kegiatan ekonomi,
secara naluriah manusia ingin mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya
akan tetapi dalam mencari keuntungan yang sebesar-besarnya tersebut
tidak menafikan hukum, melanggar hukum atau melakukan kegiatan
ekonomi secara illegal. Dalam konteks ini hubungan hukum dengan
ekonomi bukan hanya hubungan satu arah tetapi hubungan timbal balik
yang saling mempengaruhi(komplementer).

Kegiatan ekonomi yang tidak didukung oleh hukum akan
mengakibatkan terjadinya kekacauan serta menimbulkan kerugian pada
salah satu pihak dalam melakukan kegiatan ekonomi. Keberadaan hukum
ditengah-tengah kehidupan manusia pada dasarnya sebagai perangkat
pengaturan atau sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengatur prilaku
manusia yang pada hakekatnya berkeinginan meningkatan kepuasan
hidupnya. Untuk itu sebelum membahas hubungan hukum dan ekonomi
perlu dijelaskan tentang konsep ilmu hukum dan ilmu ekonomi serta
hubungan diantara keduanya.

1. Konsep lImu Hukum

lImu hukum atau jurisprudence berasal dari dua kata latin
yaitu juris berarti hukum dan prudens berarti ilmu, keahlian, teori,
bahkan mencakup pengertian filsafat sehingga istilah jurisprudence
diartikan sebagai ilmu hukum, teori hukum, atau filsafat hukum?.
Makna penggunaan kata jurisprudence berbeda-beda, misalnya di
Negara-negara Eropa kontinental diartikan sebagai putusan
pengadilan, sedangkan bagi Negara-negara anglo saxon (umumnya

L Achmad Ali,Menguak teori hukum(legal theory) dan teori peradilan (Judicial
prudence), Volume | Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 13.



penganut common law system) putusan pengadilan semacam itu
digunakan sebagai precedent.

Istilah jurisprudence telah digunakan untuk banyak hal,

mulai dari pengertiannya sebagai pengetahuan hukum (know/ledge
of the law) hingga ke makna yang lebih spesifik seperti suatu
deskripsi tentang investigasi sains terhadap fenomena hukum yang
foundamental.? Sehubungan dengan pengertian ilmu hukum,
Dragan Milovanovik, mengartikan jurisprudence merupakan studi
tentang :

1.

Peraturan-peraturan tertulis yang masih eksis di sistem
hukum, yang telah dibuat dalam bentuk kodifikasi oleh
Negara, yang mencakup perundang-undangan dan putusan
pengadilan.

Sistematisasi yang berlangsung secara terus menerus
kedalam sekumpulan hukum yang terkait oleh prinsip-
prinsip peradilan yang terkoordinasi.

Aplikasi terhadap wacana hukum doktrinal yang tersusun
oleh suatu struktur morfologis, yaitu makna-makna kata,
dan struktur sintesis, yaitu kontruksi-kontruksi liniear dari
naratif-naratif dan teks-teks, dalam melakukan penalaran
yang benar dalam hukum.

Aplikasi formal dan logis dari proposisi-proposisi hukum
yang abstrak dan umum serta doktrin-doktrin, dengan
mengunakan wacana-wacana hukum doctrinal terhadap
situasi-situasi faktual oleh sekelompok spesialisasi yang
menyediakan suatu derajat tinggi dalam kemungkinan
penyelesaiaan suatu persoalan yang dipersengketakan.
Bagaimana suatu konflik menjadi tidak terhindarkan,
sehingga dapat di golongkan kedalam kategori yang lebih
luas untuk beberapa postulat-postulat yang menyediakan
sekumpulan premis-premis dan criteria inti bagi resolusi

2 Wayne Morisson,Jurisprodence-from the Greeks to post modernity,Cavendish
publishing, UK, diterjemahkan oleh Zhang Wan Hong, 2002, hal. 2-3.



yang tepat terhadap perbedaan-perbedaan pada suatu
sistem pengaturan diri sendiri yang formal.?

Menurut Achmad Ali, ilmu hukum dapat dibedakan kedalam tiga
klasifikasi, yaitu:

1. Beggriffenwissenschaft, ilmu tentang asas-asas Yyang
foundamental di bidang hukum.

2. Normwissenchaft,ilmu tentang norma.

3. Tatsachaenwisenschaft,|lmu tentang kenyataan.*

Pengklasifikasian terhadap ilmu hukum yang umum ditemukan,
antara lain:

1. Jus Constitutum, mengkaji secara normative aturan-aturan,
dan asas-asas hukum yang ada dalam berbagai peraturan
perundang-undangan, atau sering disebut Law /n Books.

2. lus Constituendum, mengkaji tentang hal-hal yang ideal
dalam hukum, atau disebut Law /n Idea.

3. lus Operatum, mengkaji secara impiris terhadap hukum
yang berfokus pada bagaimana hukum bekerja didalam
kenyataannya, atau disebut Law in action.

Menurut disipli keilmuannya, hukum menurut Jhon Austin
adalah seperangkat perintah, baik langsung atau tidak langsung
oleh pihak penguasa kepada sekelompok anggota masyarakat atau
kelompok masyarakat kepemerintahan independent, yang mana
kewenangan penguasa tersebut merupakan kewenangan tertinggi.

2. Konsep llmu Ekonomi

Kata “ekonomi” sendiri berasal dari kata Yunani oikog (0ikos)
yang berarti “keluarga, rumah tangga” dan vépog (nomos), atau
“peraturan, aturan, hukum,” dan secara garis besar diartikan sebagai
“aturan rumah tangga” atau ‘“manajemen rumah tangga.” Jadi,

8 Achmad Ali, hal. 14-15.
4 Achmad Ali...hal. 18-19. Dalam buku Fajar Sugianto, Economic Analysis of
Law, Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2013, hal. 14.



Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam
memilih dan menciptakan kemakmuran. Inti masalah ekonomi adalah
adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak
terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas.

Menurut M. Manulang, ilmu ekonomi adalah suatu ilmu yang
mempelajari masyarakat dalam usahanya untuk mencapai kemakmuran
(kemakmuran suatu keadaan di mana manusia dapat memenuhi
kebutuhannya, baik barang-barang maupun jasa). Hukum ekonomi lahir
disebabkan oleh semakin pesatnya pertumbuhan dan perkembangan
perekonomian. Hukum berfungsi untuk mengatur dan membatasi
kegiatan ekonomi denganharapan pembangunan perekonomian tidak
mengabaikan hak-hak dan kepentingan masyarakat. Jadi, [Imu ekonomi
adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memilih dan
menciptakan kemakmuran.

IImu ekonomi pada dasarnya mempelajari bagaimana perilaku
manusia menentukan pilihan.® Walter J. Wessels menambahkan, selain
mempelajari tentang perilaku manusia, ilmu ekonomi juga mengasumsikan
bahwa setiap orang adalah makhluk rasional, selalu berkeinginan untuk
peningkatan atau perbaikan (maximization) demi kesejahteraannya, dan
untuk mencapai keduanya itu mereka dapat melakukan yang dirasa terbaik
buat mereka.®

Suatu pilihan (choice) tidak dapat dipisahkan dari konsep
kelangkaan (scarcity). Berawal dari kelangkaan ini mendorong seseorang
untuk membuat pilihan-pilihan yang tepat sehingga dapat memuaskan
dirinya. Hal ini sesuai dengan teori Klasik ekonomi, yaitu setiap orang
menginginkan lebih dari apa yang tersedia untuk memuaskan mereka.’

IImu ekonomi secara luas merupakan ilmu sosial yang mempelajari
individu-individu dan organisasi yang terlibat di dalam produksi, distribusi

5> Prathama Rahardja, Mandala Manurung; //mu Ekonomi ( Mikroekonomi dan
Makroekonomi), edisi ketiga, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,
2008, hal.1.

& Walter J. wessels, Economics, USA: Barron’s Educational Series, 2006,hal.2.

" Dominick Salvatore, Eugene Dullio, Principles of Economics, USA: McGrow
Hill, 2003, hal.11.



dan konsumsi barang dan jasa. Tujuannya untuk memprediksi kejadian-
kejadian ekonomi dan untuk menyusun strategi yang dapat menghindari
atau  membenarkan permasalahan ekonomi tersebut.®  Menurut
abdurachman, ilmu ekonomi (economics) adalah suatu pelajaran secara
sistematis tentang usaha manusia akan memperoleh alat-alat materi untuk
mememnuhi kebutuhan-kebutuhan.® Tidak berbeda dengan ilmu hukum,
ilmu ekonomi sebagai ilmu sosial juga dihadapkan dengan klasifikasi
keilmuan yang berbeda antara pernyataan positif dan pernyataan
normatif.°

Dengan demikian hukum dan ekonomi ibarat dua sisi mata uang
yang tidak dapat dipisahkan dan saling melengkapi. Di Negara-negara
maju, sebelum prodak-prodak industri diterjunkan di pasar terlebih dahulu
dibuat aturan hukum untuk melindungi penggunaan produk-produk
ekonomi tersebut oleh masyarakat. Hal ini membuktikan interaksi antara
ilmu hukum dan ilmu ekonomi tidak dapat dipisahkan karena keduanya
mempunyai persamaan dan keterikatan didalam teori-teori keilmuan
tentang perilaku(scientific  theories of behavior). llmu ekonomi
menyediakan acuan-acuan normatife untuk mengvaluasi hukum dan
kebijakan sedangkan hukum merupakan alat untuk mencapai tujuan-tujuan
sosial yang diharapkan.!!

Menurut richad A.posner menjelaskan bahwa teori-teori hukum
telah mengasimilasi konsep ekonomi, misalnya: tentang incentive cost,
Oppurtunity cost,Risk oversion, Transaction, Cost, dan lain sebaginya,
terutama terhadap hukum kontra di dalah pertumbuhan ekonomi. Selain itu
konsep-konsep ekonomi telah melahirkan prinsip-prinsip hukum seperti
litigation cost, property rules, strict leabilty, nonmonetary sanctions,
efficiency dan breach.

8 Walters J. wessels, loc.cit.,hal.14.

% A. Abdurachman, Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan, Jakarta:
Pradnya Paramitra,1990,hal.371.

10 Fajar Sugianto...Hal.16.

11 Abdul manan, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2014, hal. 8-9.



lImu hukum dan ilmu ekonomi sebagai kajian interdisipiner
menyarankan kepada pengguna hukum, khususnya praktisi hukum dan
akademisi ilmu hukum agar tidak mengecilkan disiplin ilmu ekonomi.
Demikian pula sebaliknya para ekonom hendaknya mempelajari hukum dan
ilmu hukum yang mengatur kegiatan ekonomi, baik orang perorangan,
korporasi, maupun oleh suatu negara. Sejarah telah membuktikan bahwa
pertumbuhan ekonomi telah mempengaruhi perkembangan hukum, begitu
juga sebaliknya perkembangan hukum juga memberikan pengaruh terhadap
pertumbuhan ekonomi. Di era globalisasi yang melanda dunia saat ini
hubungan hukum dan ekonomi tentunya semakin erat dan saling
mempengaruhi.t?

12 Abdul Manan..hal. 10.



Paket 4
HUBUNGAN HUKUM EKONOMI DAN GLOBALISASI

Pendahuluan

Paket 4 ini adalah kelanjutan dari paket sebelumnya vyaitu,
dasar-dasar hukum ekonomi, yang telah disusun guna memenuhi
kebutuhan mahasiswa terhadap bahan ajar yang sesuai dengan
kurikulum. Materi yang disajikan dalam paket ini meliputi definisi
dan sejarah globalisasi serta hubungannya dengan perkembangan
hukum ekonomi.

Untuk memudahkan mahasiswa dalam proses pembelajaran
maka akan digunakan media pembelajaran berupa Laptop, LCD, dan
potongan-potongan kertas ukuran 10cm X 10cm yang akan
digunakan dalam penerapan metode everyone is a teacher here.
Rencana Pelaksanaan Perkuliahan
Kompetensi Dasar
Memahami Hubungan antara Hukum Ekonomi dan Globalisasi.
Indikator

Setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat:

e Mampu menjelaskan hukum ekonomi dalam konstelasi global
e Mampu menjelaskan hubungan antara hukum ekonomi dan
globalisasi

e Mampu menjelaskan perkembangan hukum ekonomi di era global

Waktu
2 X 45 menit



Materi Pokok

1. Pengertian globalisasi dan kebijakan globalisasi ekonomi
2. Perkembangan hukum ekonomi
3. Hubungan hukum ekonomi dan globalisasi

Kegiatan Perkuliahan
Kegiatan Awal (15 menit)

1. Penjelasan oleh dosen tentang tujuan pembelajaran dan

kompetensi yang ingin dicapai setelah proses pembelajaran
selesai dilakukan.

Mengatur kelas dengan membuat tempat duduk/kursi 4
deret.

Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mereview
kembali tentang pengertian, asas-asas serta ruang lingkup
hukum ekonomi yang materinya sudah dibagikan pada

pertemuan sebelumnya.

Kegiatan Inti (60 menit)

1. Dosen menyampaikan materi tentang hubungan antara

hukum ekonomi dan globalisasi dengan menggunakan model
Dynamic Lecturing

. Setelah itu, masing-masing mahasiswa diberikan sepotong
kertas yang akan digunakan untuk menuliskan masing-
masing 1 pertanyaan terkait materi yang sudah dibaca

sebelumnya.



3. Pertanyaan-pertanyaan yang ditulis oleh mahasiswa di deret
pertama ditukar dengan pertanyaan mahasiswa di deret yang
kedua, begitu juga deret ketiga ditukar dengan keempat.

4. Masing-masing mahasiswa yang telah menukarkan kertas
berisi pertanyaan mencermati pertanyaan hasil persilangan
dan berusaha menemukan jawaban berdasarkan bacaan
mahasiswa.

5. Karena keterbatasan waktu, maka tidak semua pertanyaan
yang ada dibacakan dan didiskusikan tetapi ditunjuk secara
acak dengan memperhatikan komprehensifitas masing-
masing pertanyaan. Hal ini dilakukan seterusnya sampai
waktu yang telah ditentukan.

6. Dosen memberikan penjelasan tentang hal-hal yang tidak
tercover dalam metode everyone is a teacher here.

Kegiatan Penutup (15 menit)

1. Dosen menyimpulkan hasil perkuliahan

2. Dosen memberikan motivasi dan sekaligus refleksi terhadap
proses pembelajaran.

Kegiatan Tindak lanjut (10 menit)
1. Memberi tugas article reviewterkait perkuliahan yang sudah

berlangsung

Lembar Kegiatan
Dosen menyediakan kertas kosong berukuran 10 cm X 10 cm

sesuai dengan jumlah mahasiswa. Kertas tersebut diberikan kepada



masing-masing mahasiswa yang akan mereka gunakan untuk
menuliskan 1 pertanyaan terkait dengan hubungan hukum ekonomi
dengan globalisasi untuk diberikan kepada mahasiswa lain sesuai
dengan petunjuk dosen (harus diperhatikan, bahwa seorang
mahasiswa harus mendapatkan kertas berisi pertanyaan dari

mahasiswa yang lain, bukan miliknya sendiri).

Tujuan

Mahasiswa mampu membuat 1 pertanyaan berdasarkan materi
tentang hubungan hukum ekonomi dengan globalisasi yang
diberikan pada minggu sebelumnya untuk dibaca mahasiswa di
rumah. Sehingga dengan lembar kerja tersebut dimana mahasiswa
wajib membuat minimal 1 pertanyaan, maka diharapkan mahasiswa
memiliki tanggung jawab untuk membaca dan memperoleh

pemahaman awal tentang materi kuliah.

Bahan dan Alat
Potongan-potongan kertas berukuran 10 cm X 10 cm dan

spidol.

Langkah Kegiatan
1. Masing-masing mahasiswa diberikan sepotong kertas yang
akan digunakan untuk menuliskan masing-masing 1

pertanyaan terkait materi yang sudah dibaca sebelumnya.



2. Pertanyaan-pertanyaan yang ditulis oleh mahasiswa di deret
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Uraian Materi

Hukum Ekonomi dan Globalisasi

Pendahuluan

Istilah Globalisasi, pertama kali digunakan oleh Theodore
Levitt tahun 1985 yang menunjuk pada politik-ekonomi, khususnya
politik perdagangan bebas dan transaksi keuangan. Menurut
sejarahnya, akar munculnya globalisasi adalah revolusi elektronik
dan disintegrasi negara-negara komunis. Revolusi elektronik
melipatgandakan akselerasi komunikasi, transportasi, produksi, dan
informasi. Disintegrasi negara-negara komunis yang mengakhiri
Perang Dingin memungkinkan kapitalisme Barat menjadi satu-
satunya kekuatan yang memangku hegemoni global. Itu sebabnya di
bidang ideologi perdagangan dan ekonomi, globalisasi sering
disebut sebagai Dekolonisasi (Oommen), Rekolonisasi (Oliver,
Balasuriya, Chandran), Neo-Kapitalisme (Menon), Neo-Liberalisme
(Ramakrishnan).

Malahan Sada menyebut globalisasi sebagai eksistensi
Kapitalisme Euro-Amerika di Dunia Ketiga. Globalisasi ekonomi
sekarang ini adalah manifestasi yang baru dari pembangunan
kapitalisme sebagai sistim ekonomi internasional yang berdampak
besar sekali pada bidang hukum. Globalisasi ekonomi juga



menyebabkan terjadinya globalisasi hukum, globalisasi hukum
tersebut tidak hanya didasarkan kesepakatan internasional antar
bangsa, tetapi juga pemahaman tradisi hukum dan budaya antara
Barat dan Timur.

Globalisasi hukum terjadi melalui usaha-usaha standarisasi
hukum antara lain melalui perjanjian-perjanjian internasional.
General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1994/WTO
misalnya, mencantumkan beberapa ketentuan yang harus dipenuhi
oleh negara-negara anggota yang kemudian menjadi substansi
peraturan-peraturan nasional negara-negara anggota. Globalisasi
hukum akan menyebabkan peraturan-peraturan negara-negara
berkembang mengenai investasi perdagangan, jasa dan bidang-
bidang ekonomi lainnya mendekati negara-negara maju
(converagence). Namun tidak ada jaminan peraturan tersebut
memberikan hasil yang sama disemua tempat. Hal mana
dikarenakan perbedaan sistim politik, ekonomi dan budaya. Karena
apa yang disebut hukum tergantung pada persepsi masyarakatnya.

Friedman mengatakan bahwa tegaknya peraturan hukum
tergantung kepada budaya hukum masyarakat, budaya hukum
masyarakat tergantung kepada budaya hukum anggota-anggotanya
yang dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan, lingkungan,
budaya, posisi atau kedudukan, bahkan kepentingan-kepentingan.
Roscoe Pound dalam bukunya Social control through law
menyatakan bahwa hukum dapat dijadikan sarana untuk
mempengaruhi atau mengubah hubungan sosial antar manusia
dalam masyarakatnya atau yang dalam ilmu hukum Indonesia
dikenal sebagai a tool of social engineering. Walaupun pernyataan
tersebut sebetulnya adalah untuk menganalisis keadaan dalam
hukum nasional namun hal tersebut dapat juga digunakan untuk
menganalisis pengaruh hukum dari negara asing terhadap suatu
negara.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat ditarik sebuah
permasalahan yakni bagaimanakah pengaruh globalisasi terhadap
hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia dan
bagaimanakah metode yang digunakan negara maju dalam



menggunakan hukum sebagai instrument politik dalam rangka
memenuhi kepentingan nasionalnya?

Pengaruh  Globalisasi  terhadap  Hukum  Ekonomi
menurut Sri Rejeki Hartono bahwa istilah hukum ekonomi
merupakan istilah dengan fenomena baru dengan kajian baru bahkan
istilah  tersebut banyak dipertanyakan dan diperdebatkan.
Pertanyaan tersebut antara lain mengenai istilah dan pengertiannya.
Apakah hukum ekonomi menggantikan istilah hukum dagang dan
hukum bisnis dan apakah hukum ekonomi merupakan salah satu
kajian ilmu ekonomi atau ilmu hukum. Mempelajari hukum
ekonomi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan
sejarah hukum Indonesia sejak kolonial hingga saat ini yang sangat
kaya dengan pengaruh politik dan berbagai kepentingan yang silih
berganti.

Diskusi mengenai mengenai hukum dan ekonomi lebih
sering dilihat sebagai perbincangan mengenai dua hal yang berbeda.
Satu sisi melihat hukum semata-mata dari sudut normatifnya saja
sedang yang lain yakni pembangunan ekonomi dilihat sebagai
bagian dari gejala sosial timbul dalam masyarakat. Teori hukum
murni dari Hans Kelsen menyatakan bahwa hukum harus dipisahkan
dari anasir-anasir non yuridis seperti etis, sosiologis, politik dan
sejarah. Hukum harus dilihat sebagaimana adanya yang terdapat
pada berbagai peraturan yang ada. Menurut pendapat Kelsen hukum
itu berada pada dunia sollen dan pada dunia sein. Namun faktanya
dalam kehidupan nyata kita dapat melihat bahwa antara hukum dan
ekonomi tidak dapat dipisahkan. Hal ini akan lebih mudah dipahami
apabila kita melihat kegiatan ekonomi yang melibatkan lebih dari
satu pihak sehingga diperlukan kaidah-kaidah dan aturan-aturan
untuk memperlancar hubungan para pihak dimaksud. Kajian hukum
dan ekonomi merupakan kajian yang bersifat interdisipliner.

Hukum vyang kondusif bagi pembangunan ekonomi
sedikitnya harus memenuhi 5 syarat yakni stability, predictability,
fairness, eaucative dan kemampuan untuk meramalkan bagaimana
berfungsinya sistim ekonomi. Stabilitas memiliki makna bahwa
hukum memiliki potensi untuk menjaga keseimbangan dan



mengakomodasikan berbegai kepentingan yang saling bertentangan.
Predictability diperlukan oleh suatu negara yang masyarakatnya
untuk pertamakali memasuki hubungan ekonomi yang berada diluar
sosial tradisionalnya. Apek keadilan seperti persamaan didepan
hukum dan standar sikap pemerintah diperlukan untuk memelihara
mekanisme pasar dan mencegah birokrasi berlebihan. Absenya
standar keadilan merupakan masalah besar bagi negara-negara
berkembang. Dalam jangka panjang hal tersebut akan
mengakibatkan hilangnya legitimasi pemerinta oleh masyarakatnya.

Adam Smith pada tahun 1750 pernah menyatakan bahwa
hukum tidak bisa dipisahkan dari anasir ekonomi, Demikian juga
Juwono Sudarsono menyatakan bahwa peranan hukum dalam
pembangunan nasional sangatlah penting. Sayangnya pentingnya
peranan hukum dalam pembangunan ekonomi kurang mendapat
tanggapan serius dari negara-negara berkembang, karena mereka
cenderung berpikir bahwa memodernisasikan masyarakat dapat
dilaksanakan dengan menggunakan landasan peraturan perundang-
undangan yang diciptakan secara kilat. Hal mana menurut Anthony
Allot dapat menyebabkan hukum tidak dapat bekerja secara efektif,
yang akhirnya akan menyebabkan tujuan akhir dari hukum itu tidak
dapat tercapai.

Adanya hubungan antara hukum dan pembangunan ekonomi
sebetulnya sudah dikenal sejak berabad-abad yang lalu. Di awal
revolusi industri di Inggris, dunia usaha telah memilhat bahwa
cabang-cabang industri dan perdagangan terkendala
perkembangannya karena peraturan-peraturan yang rumit yang
merupakan warisan kaum feodal dan didasarkan pada ajaran-ajaran
abad pertengahan. Sejarah hukum di Inggris dalam masa revolusi di
Inggris tersebut menggambarkan adanya kaitan antara hukum
dengan ekonomi sebagai berikut:

1. Perkembangan Industri sebagai refleksi pembangunan
ekonomi sangat didorong oleh factor-faktor non ekonomi,
seperti agama dan sistim hukum yang berlandaskan
kebebasan (liberalisme).



2. Bahwa sebelum lahirnya factory laws yang mengatur
bentuk-bentuk  campur  tangan  pemerintah  dalam
perekonomian, hukum Inggris pada masa revolusi industri
semata-mata untuk menunjang perkembangan ekonomi dan
industri.

3. Bahwa tanpa bantuan factory laws, pembangunan ekonomi
hanya member kemakmuran bagi kaum pengusaha,
sedangkan golongan masyarakat miskin petani semakin
sengsara karena kehilangan tanahnya dan kemudian menjadi
buruh pabrik dengan upah yang sangat rendah.

4. Bahwa factory laws dan UU sosial (socral legislation)
lainnya yang lahir kemudian ditujuakn unyuk memperbaiki
keadaan dan mencegah terjadinya peristiwa-peristiwa serupa
di masa yang akan datang.

Dari sejarah tentang peranan hukum di bidang ekonomi pada
waktu terjadinya revolusi industri di Inggris sebagaimana
disebutkan di atas dapat diketahui bahwa pada tahap permulaan
kaidah-kaidah hukum sangat diperlukan untuk menunjang
industrialisasi Pada fase berikutnya baru dirasakan bahwa kaidah
hukum dibutuhkan untuk memperbaiki kepincangan yang timbul di
masyarakat untuk mencegah hal tersebut terulang dikemudian hari.
Hal ini menunjukkan dengan jkelas bahwa peranan hukum dalam
pembangunan ekonomi tidak dapat disepelekan.

Penelitian hubungan antara hukum dan ekonomi sudah
dilakukan oleh para ahli ilmu sosial sejak abad ke 18 dan hasil
penelitian tersebut menyebutkan bahwa terdapat korelasi yang kuat
antara keduanya. Dari penelitian tersebut dihasilkan kesimpulan
bahwa tugas hukum dibidang ekonomi yang terutama adalah untuk
dapat senantiasa menjaga dan menciptakan kaidah-kaidah
pengaman agar pelaksanaan pembangunan ekonomi tidak akan
mengorbankan hak dan kepentingan pihak yang lemah. Hanya
dengan cara inilah hukum akan tetap mempunyai peranan yang
strategis dalam pembangunan ekonomi.

Bagi Indonesia sudah jelas bahwa sistim hukum dan
ekonomi yang diterapkan dalam melaksanakan pembangunan



nasional haruslah bermuara pada UUD 1945 dan tidak boleh
melanggar ketentuan yang tercantum pada konstitusi tersebut
namun harus pula diperhatikan bahwa hukum dan peraturan yang
akan diterapkan tidak boleh sampai menghambat perkembangan
ekonomi  sebagaimana  tertuang  dalam UUD  1945.
Dari pasal 33 UUD 1945 kita dapat mengetahui bahwa sejatinya
bangsa Indonesia tidak menganut faham liberalisme yang
mengajarkan dihilangkannya campur tangan pemerintah dalam
kegiatan ekonomi dan meletakkan segala sesuatunya kepada
bekerjanya mekanisme pasar yang juga kita kenal sebagai faham
pasar bebas. Faham pasar bebas menurut widjojo Nitisastro terdapat
banyak kelemahan terutama adalah tidak adanya pasar yang
sempurna yang merupakan syarat utama dari pasar bebas, karena
yang ada hanyalah pasar yang tidak sempurna (imperfect market).
Dengan demikian apabila seluruh aktivitas ekonomi diserahkan
kepada mekanisme pasar diperkirakan akan terjadi hal-hal yang
tidak diinginkan. Kesenjangan sosial dan ekonomi akan semakin
lebar dan mereka yng kecil akan tetap menjadi semakin kecil. Untuk
mengatasi hal yang demikian tetap diperlukan intervensi
pemerintah.

Campur tangan pemerintah dan bekerjanya mekanisme pasar
bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan namun kedua-duanya
bisa dikombinasikan sehingga bisa saling mengisi dalam memainkan
peran ditengah masyarakat. Sejarah perkembangan ekonomi di
negara-negara Eropa Barat setelah meletusnya revolusi Perancis
menunjukkan bahwa pemerintah bukan hanya berperan untuk saling
mengisi dengan peran swasta, tetapi memegang peranan peranan
penting sebagai bandul pengatur arah kebijakan ekonomi.
Harus juga diakui bahwa dalam beberapa hal perkembangan hukum
tertinggal dibelakang pembangunan itu sendiri  sehingga
menimbulkan kekacauan sebagai akibat kevakuman hukum. Untuk
menghindari kesulitan-kesulitan dikemudian hari mutlak diperlukan
reformasi atas hukum yang berlaku.Kebutuhan akan peraturan
perundang-undangan di Indonesia di masa mendatang mau tidak
mau harus memperhatikan perkembangan hukum global karena
globalisasi terjadi disemua bidang, bukan hanya dibidang ekonomi
tetapi pada semua bidang kehidupan.



Keikutsertaan Indonesia ke dalam arus globalisasi di semua
bidang termasuk hukum haruslah dimanfaatkan semaksimal
mungkin untuk menunjang kesejahteraan bangsa bukan karena
karena alasan moderniasasi ataupun keterpaksaan karena dipaksa
oleh negara-negara maju dengan melalui berbagai cara. Hal ini
penting dikemukakan karena adanya perbedaan pandangan yang
sangat tajam antara negara-negara berkembang dan negara maju
mengenai pembanguna. Makna pembangunan bagi negara-negara
maju adalah perjuangan untuk menguasai potensi ekonomi,
kesejahteraan ~ dan  perjuangan  untuk  mempertahankan
perkembangan serta kemajuannya untuk kepentingan masa kini dan
masa depan. Sedangkan makna pembangunan bagi negara
berkembang adalah perjuangan untuk meningkatkan partumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan, perjuangan untuk menguasai ilmu
pengetahuan, teknologi, keahlian, dan informasi serta perjuangan
untuk melawan tekanan ekonomi dari negara-negara maju. Untuk
mengatasi ini semua diperlukan keberanian dan kemauan dari elit
penguasa serta dibutuhkan suatu instrument yang mampu
memberikan jaminan, perlindungan, dan kepastian tentang arah dari
pembangunan nasional Indonesia.

Unifikasi dan Harmonisasi Hukum dan Akibatnya
negeri-negeri yang sekarang ini disebut negara-negara maju telah
menempuh pembangunannya melalui tiga tingkat; unifikasi,
industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Pada tingkat pertama yang
menjadi masalah berat adalah bagaimana mencapai integrasi politik
untuk menciptakan persatuan dan kesaman nasional, Tingkat kedua,
perjuangan untuk ekonomi dan modernisasi politik. Akhimya dalam
tingkat ketiga, tugas negara yang terutama adalah melindungi
rakyat dari sisi negatif industrialisasi, membetulkan kesalahan pada
tahap sebelumnya, dengan menekankan kesejahteraan masyarakat.
Tingkat-tingkat tersebut dilalui secara berurutan (consecutive) dan
memakan waktu yang relatif lama.

Persatuan nasional adalah prasyarat untuk memasuki tahap
industrialisasi. Indusirialisasi merupakan jalan untuk mencapai
negara kesejahteraan. Kesatuan nasional Amerika dicapai dengan
lahirnya Konstitusi Amerika. Namun mungkin sebagian besar orang



masih menolak konstitusi pada tahun 1789, berkenaan dengan “state
rights” Amerika Serikat baru benar-benar memasuki tahap
industrialisasi setelah berakhirnya Perang Saudara pada tahun
1840an. Periode ini ditandai dengan berkembangnya produk logam,
peningkatan modal dan terjadinya urbanisasi. Di bidang hukum,
berkembangnya peraturan-peraturan bisnis yang mendorong
terjadinya akumulasi modal dan terbentuknya elite manajer.
Inggris menjalani tahap pertama pada pertengahan abad ke 12. Raja
Henry Il ( 1154-1189) melakukan pembaruan pajak, menetapkan
hukum nasional menggantikan hukum feodal.3 Perkembangan
teknologi yang lambat mungkin menunda industrialisasi inggris
sampai abad 18. Baru pada tahun 1900 an Inggris masuk pada era
kesejahteraan dengan lahirnya undang-undang yang melindungi
buruh dalam kecelakaan kerja dan penetapan upah minimum.
Dibawah Tokugawa, Jepang memasuki tahap unifikasi,antara lain,
dengan berkembangnya peranan hakim dalam mencipta hukum yang
secara nasional mendorong integrasi sosial. Hal itu adalah
permulaan dari jalurnya kesatuan Jepang.

Dengan Restorasi Meiji 1868, Jepang mulai berhubungan
dengan Barat. Berlainan dengan Inggris yang menunggu
berkembangnya teknologi. Meiji mengirimkan sumber daya
manusianya ke Inggris untuk belajar Angkatan Laut dan
perdagangan maritim, ke Jerman untuk Angkatan Darat dan
kedokteran, ke Perancis belajar hukum dan ke Amerika untuk
masalah bisnis. Kebijaksanaan tersebut menghasilkan modernisasi
Jepang yang cepat.

Pada tahun 1895 Jepang menjadi negara modern, sentralisasi
birokrasi pemerintahan, memiliki sistim pendidikan nasional
menganut sistim hukum modern walaupun hukum Perdata. Pidana
dan Dagang di import dari Eropah. Hukum memberikan keleluasaan
berkembangnya bisnis tetapi tak ada suara mengenai nasib buruh,
konsumen dan petani tak bertanah (/andlessness). Pada waktu
Perang Dunia 1, Jepang menjadi industri klas satu dan militerisme
membawa Jepang kepada kekalahannya pada Perang Dunia Il. Baru
setelah Perang Dunia berakhir, Jepang masuk pada tahap negara
kesejahteraan.



Sejarah bangsa-bangsa menunjukkan bahwa legislator,
hakim dan institusi hukum menjalankan peranan penting dalam
mengubah norma dan nilai-nilai untuk menetapkan prioritas-
prioritas sosial baru dari tingkat pembangunan yang satu ke tingkat
pembangunan  berikutnya.  Pemikiran yang  konvensional
mengatakan bahwa persatuan nasional, terciptanya stabilitas
disertai dinamika masyarakat dan pasar, adalah prasyarat untuk
membangun prasarana industri, dan pertumbuhan industri adalah
prasyarat untuk berhasilnya usaha mengatasi kemiskinan,
kebodohan dan berbagai macam penyakit.

Negara-negara berkembang telah menolak asumsi tersebut.
Industrialisasi tanpa memikiran kesejahteraan sosial, semata-mata
akan menunda kemarahan generasi baru yang dapat mengancam
kesatuan bangsa. Kenaikan GNP tidak dengan sendirinya
menghasilkan  kesatuan sosial, stabilitas dan kebahagian.
Masyarakat negara-negaraberkernbang sadar benar bahwa tiga
tingkatan pembangunan diatas harus dicapai secara serentak
(councurent). Hal ini juga disebabkan perkembangan yang amat
cepat dibidang komunikasi dan teknologi, sehingga bangsa-bangsa
dapat saling berhubungan dan dan saling melihat dalam hitungan
detik.

Khususnya kita di Indonesia meyakini bahwa pertumbuhan
ekonomi dan pemerataan pendapatan itu dapat dilaksanakan dalam
waktu yang bersamaan. Bila kita ingin tiga tingkat pembangunan
itu dijalanin secara serentak, budaya hukum Indonesia harus dapat
mengakomodasi tujuan-tujuan yang demikian itu. Kita harus
memiliki hukum, institusi hukum dan profesi hukum, yang mampu
menjaga integrasi dan persatuan nasional. dapat mendorong
pertumbuhan perdagangan dan industri, serta berfungsi memajukan
keadilan sosial, kesejahteraan manusia. pembagian yang adil atas
hak dan keistimewaan, tugas dan beban.

Persatuan nasional, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
sosial mesti dapat tercermin dalam setiap pengambilan keputusan,
Dalam mencapai tujuan tersebut. kita memerlukan pembaruan
hukum. institusi hukum dan profesi hukum, Pembangunan yang



komprehensif harus memperhatikan hak-hak azasi manusia,
keduanya tidak dalam posisi yang berlawanan, dan dengan demikian
pembangunan akan mampu menarik partisipasi masyarakat. Hal ini
menjadi bertambah penting karena bangsa kita berada dalam era
globalisasi, artinya harus bersaing dengan bangsa-bangsa lain.
Hak-hak Azasi Manusia dan Pembangunan kait mengkait dengan
konsep Barat mengenai Hak-hak Azasi Manusia terbatas pada hak-
hak sipil dan politik. Namun U.N. Covenant 1966 menambahkan
Hak -hak Azasi manusia dengan “economic, social, and cultural
rights”.

Bila pembangunan diartikan tidak lebih dari pertumbuhan
ekonomi dan hak-hak azasi manusia hanya terbatas pada hak-hak
politik. kedua konsep tersebut tidak pernah akan bertemu bahkan
berlawanan. Dalam perkembangannya sekarang ini baik HAM
maupun konsep pembangunan sudah diperluas. Antara Hak-hak
Azasi dan pembangunan tidak ada pertentangan lagi bahkan
menjadi terintegrasi secara total. Hak-hak Azasi Manusia tidak saja
hak untuk berkumpul, berserikat dan berbicara (c/vil and political
rights} tetapi juga hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan.
Sebaliknya pembangunan tidak saja diartikan pertumbuhan ekonomi
tetapi juga pembangunan social, politik dan kebudayaan.
Pembangunan kita bertujuan pula membangun manusia Indonesia
seutuhnya. Untuk pembangunan manusia, seseorang memerlukan
baik makanan maupun kebebasan berpendapat; makanan perlu
untuk dapat tetap hidup, kebebasan mengeluarkan pendapat
dibutuhkan agar jiwa dapat tetap berkembang,

Keduanya kebutuhan yang mendasar dan absolute. Dengan
menerima bahwa semua hak-hak azasi manusia adalah saling
berkaitan dan tidak dapat dipisahkan, maka penegakan hak-hak sipil
dan politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan harus dilaksanakan dan
didorong dengan intensitas yang sama. Hak-hak sipil dan politik
tidak lebih prioritas dari hak-hak ekonomi, sosial dan kebudayaan.
Begitu juga sebaliknya. Kita di Indonesia yang memiliki UUD’45
dan Pancasila, yang isi dan jiwanya mencakup hak-hak azasi
dibidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Kita harus
mengusahakan terus tegaknya hak-hak tersebut, bukan karena kita



tunduk pada tekanan luar, tetapi sejak semula hak-hak tersebut
sudah menjadi milik kita sebagai bangsa. Kritik-kritik terhadap
pelaksanaannya harus mendorong kita untuk lebili peka, terutama
dalam masalah pertanahan, perburuhan, lingkungan hidup dan
perlindungan konsumen.\

Perburuhan, pertanahan. lingkungan hidup dan perlindungan
konsumen harus mendapat perhatian yang lebih, satu dan lain hal
karena investasi asing telah menjadi bagian pembangunan ekonomi
Indonesia, dan ekonomi Indonesia telah terkait dengan ekonomi
dunia. Persaingan perdagangan internasional dapat membawa
implikasi negatif bagi hak-hak buruh. perlindungan lingkungan
hidup. hak-hak atas tanah dan perlindungan konsumen.
Sebagaimana diuraikan di atas bahwa hukum yang kondusif bagi
pembangunan sedikitnya mengandung lima kwalitas : “stability”,
“oredictability”,  “fairness”,  “education,” dan kemampuan
meramalkan adalah prasyarat untuk berfungsinya sistim ekonomi.

Perlunya “predictability” sangat besar di negara-negara
dimana masyarakatnya untuk pertama kali memasuki hubungan-
hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial tradisionil mereka.
Stabilitas juga berarti hukum berpotensi untuk menjaga
keseimbangan dan mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang
saling bersaing. Aspek keadilan (fairness) seperti persamaan
didepan hukum, standar sikap pemerintah, adalah perlu untuk
memelihara mekanisme pasar dan mencegah birokrasi yang
berkelebihan. Tidak adanya standar tentang apa yang adil dan apa
yang tidak adil adalah masalah besar dihadapi oleh negara-negara
berkembang. Dalam jangka panjang ketiadaan standar tersebut
menjadi sebab utama hilangnya demokrasi dan legitimasi
pemerintah.

Max Weber beranggapan bahwa ciri khas negara modern
adalah pemilikan monopoli atas dipakainya sarana kekerasan di
dalam wilayah tertentu. Berdasarkan hal tersebut guna ditaatinya
kewenangan negara oleh warga negara maka negara menciptakan
hukum berikut sanksinya. Berdasarkan kedaulatan yang dimiliki
oleh masing-masing negara maka negara akan membuat hukum



demi terselenggaranya ketertiban masyarakat. dengan demikian
maka akan terdapat banyak hukum untuk masing-masing negara.
Masalah selanjutnya adalah adanya banyak hukum yang berarti
adanya banyak perbedaan antara masing-masing negara yang
menjadi potensi konflik antar negara.

Untuk Menghadapi masalah ini, Dalam hukum internasional
khususnya hukum perdagangan internasional, ada tiga teknik yang
dapat dilakukan yakni :

(1) negara-negara sepakat untuk tidak menerapkan hukum
nasionalnya, sebaliknya mereka menggunakan hukum
perdagangan internasional untuk mengatur hubungan-hubungan
hukum perdagangan mereka.

(2) Apabila aturan hukum perdagangan internasional tidak ada dan
atau tidak disepakati oleh salah satu pihak, hukum nasional
negara tertentu dapat digunakan. Cara penentuan hukum
nasional yang akan berlaku dapat digunakan melalui prinsip
choice of law. Choice of law adalah klausul pilihan hukum yang
disepakati oleh para pihak yang dituangkan dalam
kontrak/perjanjian yang mereka buat.

(3) Teknik yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan
unifikasi dan harmonisasi hukum aturan-aturan subtantif
hukum perdagangan internasional . Cara ini dipandang cukup
efisien dan memungkinkan terhindarnya konflik diantara
sistem-sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara.

Unifikasi dan harmonisasi hukum mempunyai makna yang
hampir sama walaupun terdapat juga perbedaan dikeduanya. Kedua
kata sama-sama berarti upaya atau proses menyeragamkan substansi
pengaturan sistem-sistem hukum yang ada. Penyeragaman tersebut
mencakup pengintegrasian sistem hukum yang sebelumnya berbeda.
Perbedaan kedua kata tersebut terletak pada derajat penyeragaman
tersebut.

Dalam unifikasi  hukum, penyeragaman mencakup
penghapusan dan penggantian suatu sistem hukum dengan sistem
hukum yang baru. Contohnya pemberlakuan perjanjian dalam WTO



yang memperkenalkan bidang perjanjian yang mencakup ketentuan
mengenai hak cipta, merek dagang, indikasi geografis, desain
industri, paten dan lain-lain, hal mana meletakkan kewajiban kepada
negara anggota untuk membuat aturan-aturan HKI nasionalnya
sesuai dengan substansi WTO atau dengan kata lain telah terjadi
globalisasi hukum melalui usaha-usaha standarisasi hukum antara
lain melalui perjanjian-perjanjian internasional.

Harmonisasi hukum tidak sedalam unifikasi hukum, tujuan
utama harmonisasi hukum hanya berupaya mencari keseragaman
atau titik temu dari prinsip-prinsip yang bersifat fundamental dari
berbagai sistem hukum yang ada yang akan diharmonisasikan.
Dalam upaya unifikasi dan harmonisasi hukum, masalah esensialnya
adalah bagaimana metode yang akan diterapkan. Dalam kaitan itu,
masalah-masalah mengenai perbedaan konsepsi dan perbedaan
bahasa yang terdapat dalam berbagai sistem hukum tersebut hanya
dapat ditanggulangi dengan cara menerapkan metode komparatif
Menurut Schmitthoff dalam metode komparatif, dikenal tiga
metode, yaitu metode dengan memberlakukan hal-hal berikut:

a. Perjanjian atau konvensi internasional
Penerapan atau pemberlakuan perjanjian atau konvensi
internasional adalah cara yang paling banyak digunakan dalam
mencapai unifikasi hukum. Cara ini dipandang tepat untuk
memperkenalkan suatu ketentuan hukum yang bersifat memaksa
kedalam sistim hukum nasional. Pemberlakuan perjanjian
TRIPS/WTO merrupakan salah satu contoh. Gambaran lainnya
CISG 1980 atau konvensi mengenai Kontrak Jual Beli Barang
Internasional. Konvensi ini dapat dipandang sebagai upaya
mengunifikasi hukum kontrak jual beli barang internasional Para
perancang konvensi ini telah berupaya mengawinkan prinsip-
prinsip kontrak yang dikenal dalam sistim hukum c/vi/ law dan
sistim hukum common law. Salah satu pembatas cara ini adalah
adanya kehendak dari suatu negara untuk mengikatkan diri atau
meratifikasi perjanjian atau konvensi internasional tersebut.
Dalam kenyataannya, untuk mencapai kehendak tersebut banyak
bergantung pada factor ekonomi, politis, yuridis dll.



b. Penyeragaman hukum (Uniform Law). Penyeragaman hukum ini
tidak lain adalah model-model hukum yang dapat kita lihat
misalnya dalam model hukum arbitrase UNCITRAL 1985
(Model law on International Commercial arbitration). Model
hukum ini memberikan keleluasaan kepada negara-negara yang
hendak  menerapkannya kedalam hukum  nasionalnya.
Keleluasaan tersebut mencakup keleluasaan kepada negara-
negara yang berasangkutan, apakah akan menerapkan secara
penuh aturan-aturan substantive model law. Kemungkinan lain
adalah negara tersebut memutuskan untuk menerapkannya
dengan melakukan beberapa pengecualian terhadap aturan-
aturan di dalamnya. Sifat penyeragaman hukum ini tidak
mengikat. la hanya bersifat persuasive. Oleh karena itu derajat
pengadopsian atau penerapannya sangat bergantung kepada
masing-masing negara. Dengan demikian, model hukum ini
berbedadengan perjanjian atau konvensi internasional. Pada saat
suatu negara turut sserta, aksesi atau meratifikasi suatu
perjanjian atau konvensi internasional, pada prinsipnya seluruh
aturan perjanjian mengikat negara tersebut.

Penyeragaman aturan (Uniform law) Penyeragaman aturan
memiliki memiliki tingkat yang lebih rendah dari pada
penyeragaman hukum (uniform laws). Bentuk penyeragaman aturan
tamopak antara lain dalam model-model kontrak standar atau
kontrak baku. Contoh bentuk aturan seperti itu adalah 7he Uniform
customs and Practice for documentary Credits (1974) yang
dikeluarkan oleh ICC. Aturan hukum ini telah diterapkan dan
dipraktikan oleh para subyek hukum perdagngan internasional di
dunia.

Bentuk lainnya adalah klausul standar (baku) yang
dicantumkan oleh para pihak dalam kontrak-kontrak yang mereka
buat. Tidak jarang pula lemabag-lembaga atau asosiasi-asosiasi
memperkenalkan klausul-klausul yang perlu dicantumkan dalam
suatu kontrak apabila para pihak hendak memanfaatkan fasilitas
lembaga atau asosiasi yang bersangkutan. Hal ini antara lain
banyak ditemui dalam Klusul-klausul arbitrase baik nasional
maupun asing. Klausul-klausul standar arbitrase tersebut



dimaksudkan agar para pihak tidak perlu merancang klausul choice
offorumnya, dalam hal ini arbitrase.

Katerina Pistor mengintroduksi istilah standarisasi hukum
(standardization of law). Yang berarti adalah suatu tahap dari
kekhususan dari suatu hukum (the level of specifity of law).
Standar hanya mencakup prinsip-prinsip hukum (/egal principle),
bukan atau tidak aturan-aturan hukumnya (/egal rule).
Upaya unifikasi dan harmonisasi hukum ini telah cukup serius
dilakukan khususnya oleh World Trade Organization (WTO), The
International  Institute  for Unification of Private Law
(UNIDROIT), The Hague Conferenceof Private International Law
dan PBB khususnya 7he Unitted Nation Cmission on International
Trade Law (Uncitral) dan the United Nations Conference on
International Trade Law (UNCTAD).

Disamping itu terdapat pula lembaga-lembaga internasional
non pemerintah yang berkepentingan dengan upaya unifikasi dan
harmonisasi hukum perdagngan internasional, antara lain
International Chamber of Commerce (ICC) dan /nternational Law
Association (ILA).

Legal gap : Akibat Unifikasi dan Harmonisasi Hukum

Dalam sejarah, transplantasi hukum yang sudah dimulai
sejak akhir abad ke 18. Pada akhir abad tersebut telah terjadi
transplantasi secara damai dan tanpa masalah kodifikasi Napoleon
Perancis ke negara-negara di laur Perancis yakni Eropa Barat.
Faktanya sungguh berbeda dari apa yang terjadi ketika sistim
hukum Eropa diintroduksikan ke negara-negara jajahan oleh para
penguasa colonial. Semua tidak hanya disebabkan oleh kenyataan
bahwa hukum Eropa yang diberlakukan di negeri-negeri jajahannya
disikapi sebagai hukum asing dengan berbagai istilah bahasa yang
asing pula tetapi karena juga paradigma cultural yang mendasarinya
amat berbeda dan akhirnya akan mempersulit resepsinya.

Positivisme yang dianut sebagai paradigma hukum eropa
berikut sistim penyelenggaraan yang serba formal dan procedural,



jelas sangat berbeda dari cara-cara rakyat pribumi menyelesaikan
sengketanya. Apabila berdasar hukum postip Eropa pihak yang
menang dalam sengketa akan memperolen semua objek
tuntutannya, maka masyarakat adat pribumi lebih mengutamakan
kompromi sebagai cara yang dipandang lebih adil.

Terjadinya “ketertiban transplantasi” di negeri-negeri Eropa
lebih disebabkan adanya rasa kesadaran kesamaan struktur sosial-
politik, kebudayaan, dan territorial. Tetapi ketika pengalaman di
Eropa ini dicoba diduplikasikan di negara-negara jahannya di
wilayah Asia dan Afrika yang terjadi adalah yang keadaan
sebaliknya. Hal ini dikarenakan negeri-negeri jajahan Eropa
tersebut bukanlah suatu bagian dari proses sejarah bangsa-bangsa
Asia-Afrika itu sendiri, melainkan sebagai bagian dari rentetan
usaha elit-elit penguasa asing yang bertindak secara terburu-buru
dan berprasangka bahwa apa yang rasional dan baik bagi bangsa
Eropa pastilah juga akan diterima sebagai sesuatu yang rasional dan
baik pula bagi bangsa manapun yang bukan Eropa.

Oleh karena tidak cukup ditopang oleh kesadaran hukum
yang berbasis budaya pribumi setempat maka dapat dimengerti
mengapa hukum Eropa ini, tatkala dinyatakan berlaku juga untuk
orang-orang pribumi di daerah-daerah jajahan selalu saja terpaksa
ditegakkan dengan upaya yang memerlukan kerja keras, bahkan
dengan menyertakan ancaman hukuman yang keras pula, sehingga
terlihat sebagai anti tradisi.

Uraian di atas membuktikan kebenaran teori bahwa
kefektifan control untuk mengendalikan tertib masyarakat yang
telah berada pada taraf integrasi lebih lanjut itu tidak akan mungkin
menghasilkan keefektifan yang sama ketika didayagunakan untuk
mengontrol masyarakat lain, contohnya masyarakat colonial yang
tidak atau belum mengalami struktur sosial dan struktur kesadaran
yang belum lanjut. Hal mana sesuai dengan kesimpulan Seidman
yang diperolehnya dari kajian-kajian mengenai transplantasi hukum
Inggris ke daerah-daerah jajahannnya di Afrika yang dengan ringkas
disebutnya “the law of the non-transferabilty of law’ . Hukum yang
ditransplantasikan itu tidak mungkin diharapkan akan dapat



menerbitkan efek yang sama dengan efek yang dapat ia terbitkan di
tempat asal. Hukum tidak dapat ditranfer dari bumi asing tanpa
merusak seluruh jaringan sistim institusional yang menjadi
konteksnya.

Seidman juga menunjukkan bahwa pemerintah colonial
Inggris di tanah-tanah jajahannya di Afrika itu hanya dapat
berfungsi dengan baik justru kalau mendasarkan diri pada the rule
of man, dan tidak pada the rule of law. Itulah sebabnya pemerintah
koloni Inggris dalam mengelola kekuasaannya di Afrika lebih
mementingkan sistim perekrutan dan pengembangan personil,
bukan pengembangan sistem yang akan menjamin terwujudnya
control sentral.

Dengan memberlakukan hukum Eropa yang asing secara
paksa terhadap wilayah-wilayah jajahannya di asia maupun Afrika
selama masa kolonial telah mengakibatkan terjadinya legal gap
yakni suatu keaadaan dimana substansi hukum negara dan substansi
hukum rakyat tidak hanya harus dikatakan tidak berselaras,
melainkan juga berselisih dan menghasilkan berbagai ruang
perbedaan yang menganga yang kemudian akan menyebabkan
konflik yang berkepanjangan. Selain /egal gap yang perlu
diperhatikan adalah perlunya memperhatikan keselarasan dengan
konstitusi/UUD suatu negara karena apabila hal ini kurang
diperhatikan akan mengakibatnya persoalan yang sangat luas dalam
operasioanal pelaksanaan sebuah undang-undang (penegakan
hukumnya) berikut eksekusinya yang pada akhirnya akan
menentukan ada atau tidaknya kepastian hukum bagi warga negara,
jaksa, hakim dan pengacara.

Untuk menghindari adanya /egal gap dan agar terjadi
keselarasan dengan undang-undang-peraturan di atasnya maka
diperlakukan kehati-hatian dari pemerintah dalam upaya
meratifikasi ketentuan internasional agar dikemudian hari tidak
menimbulkan masalah yang mendalam dalam hukum positif Kita.

Kesimpulan



Globalisasi telah menyentuh semua sektor kehidupan
manusia tak terkecuali hukum, negara berkembang termasuk
Indonesia mau tidak mau akhirnya harus mengikuti mainstream
dunia tersebut. Untuk itu diperlukan prinsip kehati-hatian dari
pemerintah dengan maksud agar hukum hasil dari pengaruh
globalisasi tersebut dapat berlaku efektif dan tidak bertentangan
dengan konstitusi dan hukum serta nilai keadilan yang hidup dalam
masyarakat.

Sehubungan dengan semakin tumbuhnya rasa nasionalisme
dan kedaulatan dari negara-negara, maka negara maju tidak bisa
begitu saja memaksakan kehendaknya kepada negara lain terutama
negara berkembang. Untuk itu digunakan strategi dan taktik yang
lebih halus guna “memaksakan” kehendaknya tersebut melalui
perjanjian internasional dengan metode unifikasi dan harmonisasi
hukum.
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Paket 5
PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini didesain untuk mengantarkan mahasiswa
memahami tentang peranan hukum dalam pembangunan ekonomi.
Perkuliahan akan dibawa pada bagaimana memahami peran hukum dalam
pembangunan ekonomi sebagai suatu kajian yang menunjukkan peran
hukum dalam pembangunan ekonomi. Paket ini merupakan paket dasar
yang menjadi pengantar untuk masuk pada materi berikutnya.

Secara detail, paket ini akan mengkaji secara khusus beberapa hal
dalam memahami hukum ekonomi, yaitu tentang peranan hukum dalam
pembangunan ekonomi serta beberapa hal yang terkait dengan masalah
yang menghubungkan dengan mata kuliah hukum ekonomi. Berdasarkan
materi yang tersaji tersebut, mahasiswa diharapkan mampu memahami
masalah pokok (dasar) dari hukum ekonomi. Sebelum perkuliahan
dilakukan, dosen akan mengantarkan perkuliahan di paket ini dengan
materi tentang perkembangan hukum dalam menunjang pembangunan
ekonomi.

Selanjutnya, dosen akan meminta mahasiswa untuk mengatur menjadi
3 deret berbentuk U. Masing-masing mahasiswa diberi selembar kertas
untuk menulis sebuah pertanyaan. Setelah selesai, maka kertas itu ditukar
dnegan temannya di sisi Kkiri dan kanan. Selanjutnya, proses diskusi
dilakukan dengan cara memberikan waktu pada mahasiswa lain untuk
merespon dan menjawab pertanyaan yang disampaikan tersebut.

Demikian seterusnya, hingga waktu yang ditentukan berakhir. Di akhir
sesi diskusi, dosen akan melakukan Klarifikasi dan membuat benang merah
agar tujuan paket ini tercapai. Penguasaan dasar-dasar dalam Paket 5 ini
diharapkan menjadi modal mahasiswa untuk mempelajari paket
selanjutnya, terutama materi-materi dasar yang termasuk dalam komponen
hukum ekonomi.



Penyiapan media pembelajaran dalam proses perkuliahan ini menjadi
sesuatu yang sangat penting untuk efektifitas seluruh proses yang
berlangsung. Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa
kertas ukuran 10x10 cm, LCD dan Laptop sebagai media pembelajaran
utama. Selain itu, perkuliahan ini juga membutuhkan spidol, papan tulis
sebagai alat yang menunjang efektifitas proses perkuliahan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan
Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti materi peranan hukum dalam pembangunan
ekonomi, mahasiswa diharapkan mampu memahami bagaimana
signifikansi peranan hukum dalam pembangunan ekonomi.

Indikator
Di akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat:
o Mampu menyebutkan peranan hukum dalam pembangunan ekonomi.

e Mampu menjelaskan peran penting (signifikan) hukum dalam
pembangunan ekonomi.

¢ Mampu menganalisis peranan hukum dalam pembangunan ekonomi.
Waktu
2 x 45 menit
Materi Pokok
1. Pengertian ilmu hukum dan ilmu ekonomi.

2. Keterkaitan ilmu hukum dan ilmu ekonomi sebagai ilmu-ilmu sosial.
3. Hubungan antara hukum dan ekonomi.

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (10 menit)



1.

Mengatur kelas dengan tempat duduk/kursi perkuliahan menjadi 3
deret berbentuk huruf U.

Penjelasan tujuan perkuliahan materi paket hubungan hukum dan
ekonomi dan kompetensi yang ingin dicapai setelah proses
kegiatan pembelajaran.

Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mereview
bagaimana Proses perkuliahan untuk mengukur seberapa besar
mahasiswa mampu menyerap materi yang diberikan.

Kegiatan Inti (90 menit)

1.

Mahasiswa diberikan sepotong kertas yang akan digunakan untuk
menuliskan masing-masing 1 pertanyaan terkait materi yang sudah
dibaca sebelumnya.

Pertanyaan-pertanyaan yang ditulis oleh mahasiswa ditukar dengan
pertanyaan mahasiswa di deret kanan kirinya.

Masing-masing mahasiswa yang telah mendapatkan pertanyaan
dari temannya, kemudian mencermati pertanyaan dan berusaha
menemukan jawaban dengan metode srnow ball.

Karena keterbatasan waktu, maka tidak semua pertanyaan yang
ada dibacakan dan didiskusikan tetapi ditunjuk secara acak. Hal ini
dilakukan seterusnya sampai mencukupi waktu yang telah
ditentukan.

Memberikan penjelasan tentang hal-hal yang tidak tercover dengan
metode dynamic lecturer.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1.
2.
3.

1.
2.

Membuat benang merah materi perkuliahan
Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa
Memberikan Motivasi

Kegiatan Tindak Lanjutan (10 menit)

Memberi tugas article review
Memberikan hand out materi selanjutnya, yaitu tentang hubungan
hukum ekonomi dan Globalisasi.



Lembar Kegiatan

Menyediakan dan membagikan kertas kosong ukuran 10x10 cm. Kertas
tersebut diberikan kepada masing-masing mahasiswa secara bergantian
yang akan mereka gunakan untuk mengisi tabel tentang hubungan hukum
dan ekonomi. Masing-masing mahasiswa menuliskan 1 temuannya.

Tujuan

Mahasiswa mampu memahami hubungan hukum dan ekonomi di Indonesia.
Sehingga mahasiswa diharapkan paham dengan materi yang diberikan serta
memiliki tanggung jawab untuk menganalisa masalah-masalah pokok
terkait dengan perkembangan hukum ekonomi.

Bahan dan Alat
Hard copy paket materi/softfile materi, kertas A4, dan spidol
Langkah Kegiatan

1. Masing-masing mahasiswa diberi sepotong kertas yang akan
digunakan untuk menuliskan masing-masing 1 hal yang berkaitan
dengan hubungan hukum dan ekonomi yang sudah kaji sebelumnya.

2. Temuan tentang hubungan hukum dan ekonomi yang telah ditulis
oleh mahasiswa, ditukar dengan temuan mahasiswa lainnya yang
berada disamping kanan Kirinya.

3. Masing-masing mahasiswa yang telah menukarkan kertas berisi
temuan, akan mencermati temuan hasil persilangan dan berusaha

mengkritisi daftar temuan dalam tabel.



Uraian materi

Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi

Konsep hukum sebagai A 7ool/ Asocial Engineering lahir karena
konsep hukum yang diajarkan oleh aliran historis dari Friederich Karl van
Savigny dianggap kurang tepat untuk menggerakkan masyarakat. Menurut
savigny bahwa hukum merupakan ekspesi dari kesadaran hukum, dari
volksit, dan dari jiwa rakyat. Hukum pada awalnya lahir dari kebiasan dan
kesadaran hukum masyarakat. Konsep historis hukum ini tepat
diberlakukan pada masyarakat yang masih sedrhana, karena tidak terdapat
peran legislative dan yang menonjol hanya peranan hukum kebiasaan. Pada
masyarakat yang maju konsep hukum historis sudah ketinggalan zaman,
karena peranan lembaga legislatif merupakan suatu keharusan.

Menghadapi aliran konsep hukum historis ini ruoscupound
mengemukakan konsep baru yang disebut Law 7s a Tool of Social
Enginering yang memberikan dasar bagi kemungkinan digunakannya
hukum secara sadar untuk mengadakan perubahan masyarakat, atau dengan
kata lain hukum berperan aktif dalam merekayasa perubahan sosial
dimasyarkat.!

Menurut Roscoe Pound hukum harus menjadi faktor penggerak
kearah peruahan masyarakat agar lebih baik daripada sebelumnya. Fungsi
hukum pada setiap masyarakat ditentukan dan dibatasi oleh kebutuhan
untuk menyeimbangkan antara stabilitas hukum dan kepastian terhadap
perkembangan hukum sebagai alat rekayasa sosial oleh karena itu
perubahan dalam kehidupan masyarakat hendaknya direncanakan dengan
baik dan terarah, sehingga tujuan dari perubahan itu dapat tercapai dengan
arahan dan perlindungan dari hukum.?

1. Hubungan Hukum dan Pembangunan
Ada baiknya sebelum kita mencoba untuk melihat hubungan antara
hukum dan pembangunan ini kita mengemukakan suatu pertanyaan yang
bersifat pokok, yaitu: adakah sesungguhnya peranan hukum di dalam
pembangunan itu.

Y Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum. Suatu Kafian Filosofis Dan Sosiologis,
(Jakarta: Chandra Pratama , 1996) hal. 101.

2 Abdul Manan, Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2014), hal. 47-48.



Pertanyaan seperti iu dijawab oleh Frank sebagai berikut:
(“Sayangnya, oleh karena persaudaraan antara hukum-dan-pembangunan
itu  kadangkala tidak menelorkan pertanyaan-pertanyaan yang keras
Sifatnya, maka tugas-tugas konseptual mungkin tidak akan dilaksanakan.
Bagaimanapun juga kita percaya bahwa adalah esensial untuk
menghadapkan diri kita kepada pengertian yang telah tersebar, bahwa
apapun-apapun kekhususan-kekhususan yang terdapat pada kultur-kultur
hukum nasional dan cara-cara pembangunan nasional itu, hukum dan ahli
hukum tidak dapat lain kecuali berusaha untuk menjadi sesuatu yang dapat
berguna apabila masalah-masalah pembangunan mulai dihubungkan.”)
Dengan kata-katanya itu Frank ingin menunjukkan, bahwa sesungguhnya
apa yang sering dikatakan sebagai peranan hukum itu merupakan sesuatu
alat yang netral. Hukum itu di dalam dirinya tidak mengandung nilai-nilai;
hukum dengan demikian tidak dapat dikatakan baik maupun jelek bagi
pembangunan maupun bagi keperluan lain.

Hukum itu tidak dapat dijadikan sebab dari suatu keadaan sosial
yang baik maupun yang jelek. Hukum yang ‘jelek’ hampir-hampir tidak
mungkin dirubah semata-mata dengan mengendalikan, bahwa hukum yang
baik akan menghasilkan buah yang baik. Selanjutnya di kecam pula hukum
atau ahli hukum yang meng-klaim bahwa proses pembangunan itu berjalan
oleh karena peranan yang mereka mainkan disitu. Tugas-tugas sosial yang
menarik untuk di emban, seperti pembangunan, tidak perlu harus dijalankan
melalui penciptaan lembaga-lembaga hukum baru, maupun melalui para
ahli hukum, demikian Frank.

Sekalipun pikiran-pikiran Frank itu niscaya akan mengundang
suatu perdebatan mengenainya, namun di dalam pendapatnya itu juga
terkandung suatu kebenaran, dalam arti, bahwa dalam proses pembangunan
itu hukum bukanlah merupakan satu-satunya penggerak proses tersebut.
Sekalipun sudah jelas lembaga-lembaga dan konsepsi-konsepsi yang
dipersiapkan oleh hukum, namun pelaksanannya akan banyak tergantung
dari faktor-faktor lain yang terletak di luar kemampuan hukum untuk turut
membicarakannnya.

Kalau sekarang Kkita beralih kepada perincian peranan-peranan
positip yang dapat dimainkan oleh hukum, maka antara lain akan dapat kita
jumpai hal-hal sebagai berikut:

1) Penciptaan lembaga-lembaga hukum baru yang melancarkan dan
mendorong pembangunan.

2) Mengamankan hasil-hasil yang diperdapat oleh kerja dan usaha.
Sekalipun pembangunan itu menghendaki keleluasaan untuk
melakukan  perubahan-perubahan, namun pada akhirnya
dikehendaki agar orang memperoleh kepastian tentang hasil



3)

4)

5)

6)
7)

2.

pekerjaan atau usahanya. Tanpa kepastian terhadap pengharapan
tak dapat ditunggu adanya partisipasi yang baik dari masyarakat
terutama sektor swasta.

Pengembangan apa yang oleh Kenneth L. Karst disebut: keadilan
untuk pembangunan (developmental justice). Pada intinya konsepsi
ini menghendaki agar masyarakat senantiasa ada dipihak yang
memikirkan pembangunan (perubahan) untuk kepentingan bagian
terbesar dari rakyat. Untuk dapat mencapai tujuan ini maka
pemerintah hendaknya dapat memanfaatkan saat-saat dimana
peristiwa-peristiwa dramatik terjadi dengan memberikan publisitas
yang seluas-luasnya. Peristiwa-peristiwa ini misalnya adalah:
pendistribusian hak-hak atas tanah kepada para petani; pegawai
negeri yang dipidana karena suap; seorang tuan tanah telah dipaksa
untuk mendirikan fasilitas pipa-pipa penyalur air yang memadai;
seorang anak desa memperoleh beasiswa; dan sebagainya.
Pemberian legitimasi terhadap perubahan-perubahan. Tujuannya
adalah untuk membantu orang-orang melakukan pilihan-pilihan
yang akan memberikan efek yang mendorong perubahan yang
membangun.

Penggunaan hukum untuk melakukan perombakan-perombakan. Di
sini kita melihat peranan hukum dalam usaha pembaruan sosial.
Lembaga-lembaga lama yang menghambat pembangunan
dirobohkan oleh hukum. Perubahan ini akan menimbulkan
gangguan pada sistem hukum yang ada dan ini menyebabkan
perombakan hukum menghendaki penciptaan lembaga hukum baru
sebagai gantinya.

Peranan sebagai penyelesian perselisihan.

Pengaturan kekuasaan pemerintah.

Hukum dan Pembangunan Ekonomi
Pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan

dalam arti keseluruhan yang sedang berjalan dewasa ini memberikan alasan
untuk meluangkan tempat bagi suatu pembicaraan tentang hukum dan
ekonomi. Pertalian antara hukum dan ekonomi termasuk salah satu ikatan
yang klasik antara hukum dengan kehidupan sosial diluarnya. Di dalam
kurikulum fakultas-fakultas hukum mata kuliah ekonomi, ekonomi
pembangunan sudah puluhan tahun tercantum sebagai hal yang harus
dikuasai oleh para calon sarjana hukum. Demikian pula sebaliknya di dalam
kurikul fakultas ekonomu, maka hukum diajarkan pula pada calon sarjana
ekonomi



Dipandang dari sudut ekonomi, maka kepentingan untuk
memahami hukum sebagai salah satu lembaga di masyarakat adalah perlu
karena peranannya sebagai salah satu dictum yang turut menentukan
kebijakan ekonomi yang akan diambil. llmu ekonomi berkaitan dengan
persoalaan distribusi energy dan sumber-sumber alam yang terbatas untuk
memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas semaksimal mungkin.
Dari sini maka usaha untuk mencapai pemenuhanekonomi secara maksimal
yaitu suatu titik dimana tidaklagi dapat dicapai peningkatan tanpa
menyebabkan turunnya kepuasan total yang telah diperoleh, membutuhkan
suatu kelengkapan data yang meliputi bidang-bidang yang sangat luas
lingkupnya.

Peranan hukum yang lain yang sangat penting dalam kehidupan
ekonomi adalah kemampuannya untuk mempengaruhi tingkat kepastian
dalam hubungan antar manusia didalam masyarakat. Didalam memberikan
kepastian, hukum memberikan peranannya dalam hubungan-hubungan
antara pelaku ekonomi. Peranan hukum bagi pengembangan kehidupan
ekonomi anatara lain:

1) Prediktabilitas

Sebagaimana telah disinggung diatas, hukum mempunyai

kemampuan untuk memberikan gambaran yang pasti dimasa depan

mengenai keadaan atau hubungan-hubungan yang dilakukan pada
waktu sekarang. Peraturan-perturan hukum hakikatnya selain
merupakan  pembaganan  hubungan-hubungan sosial  juga
memberikan jaminan bahwa akibat-akibat tindakan yang
dirumuskan dalam peraturan dikemudian hari dapat direalisaikan
asas tidak berlaku surut didalam hukum juga memberikan
prediktabilitas hubungan-hubungan didalam masyarakat.

2) Kemampuan prosedural

3) Kaodifikasi tujuan-tujuan

Perundang-undangan dapat dilihat sebagai suatu kodifikasi tujuan

serta maksut sebagaimana dikehendaki oleh Negara. Dibidang

ekonomi juga akan dapat menjumpai tujuan-tujuan itu seperti
dirumuskan didalam perundang-undangan yang mengatur tentang
perekonomian.

4) Penyeimbangan

5) Akomodasi

6) Definisi dan kejernihan tentang status

Fungsi hukum selain memberikan prediktabilitas juga memberikan

ketegasan mengenai status (kedudukan) orang-orang dan barang-

barang dimasyarakat.



Paket 6
KOMPONEN HUKUM EKONOMI

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini didesain untuk mengantarkan mahasiswa
memahami tentang komponen hukum ekonomi. Perkuliahan akan dibawa
pada bagaimana mengetahui dan memahami komponen hukum ekonomi
sebagai suatu kajian yang menunjukkan bagian-bagian dari hukum
ekonomi. Paket ini merupakan paket lanjutan yang menjadi pengantar
untuk masuk pada materi berikutnya.

Secara detail, paket ini akan mengkaji secara khusus beberapa hal
dalam memahami hukum ekonomi, yaitu tentang bagian-bagian dari hukum
ekonomi serta beberapa hal yang terkait dengan masalah yang
menghubungkan dengan mata kuliah hukum ekonomi. Berdasarkan materi
yang tersaji tersebut, mahasiswa diharapkan mampu memahami masalah
pokok (dasar) dari hukum ekonomi. Sebelum perkuliahan dilakukan, dosen
akan mengantarkan perkuliahan di paket ini dengan materi tentang
perkembangan hukum ekonomi.

Selanjutnya, dosen akan meminta mahasiswa untuk mengatur menjadi
3 deret berbentuk U. Masing-masing mahasiswa diberi selembar kertas
untuk menulis sebuah pertanyaan. Setelah selesai, maka kertas itu ditukar
dnegan temannya di sisi Kkiri dan kanan. Selanjutnya, proses diskusi
dilakukan dengan cara memberikan waktu pada mahasiswa lain untuk
merespon dan menjawab pertanyaan yang disampaikan tersebut.

Demikian seterusnya, hingga waktu yang ditentukan berakhir. Di akhir
sesi diskusi, dosen akan melakukan Klarifikasi dan membuat benang merah
agar tujuan paket ini tercapai. Penguasaan dasar-dasar dalam Paket 6 ini
diharapkan menjadi modal mahasiswa untuk mempelajari paket
selanjutnya, terutama materi-materi dasar yang termasuk dalam komponen
hukum ekonomi.

Penyiapan media pembelajaran dalam proses perkuliahan ini menjadi
sesuatu yang sangat penting untuk efektifitas seluruh proses yang
berlangsung. Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa
kertas ukuran 10x10 cm, LCD dan Laptop sebagai media pembelajaran
utama. Selain itu, perkuliahan ini juga membutuhkan spidol, papan tulis
sebagai alat yang menunjang efektifitas proses perkuliahan.



Rencana Pelaksanaan Perkuliahan
Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti materi peranan hukum dalam pembangunan
ekonomi, mahasiswa diharapkan mampu memahami bagaimana
signifikansi peranan hukum dalam pembangunan ekonomi.

Indikator
Di akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat:

o  Mampu menyebutkan komponen hukum ekonomi.

e Mampu menjelaskan peran dan fungsi masing-masing komponen
hukum ekonomi.

¢ Mampu menganalisis masing-masing komponen hukum ekonomi.

Waktu
2 X 45 menit
Materi Pokok

1. Pengertian komponen hukum ekonomi.
2. Jenis serta fungsi komponen hukum ekonomi.
3. Peran masing-masing komponen hukum ekonomi.

Kegiatan Perkuliahan
Kegiatan Awal (10 menit)

1. Mengatur kelas dengan tempat duduk/kursi perkuliahan menjadi 3
deret berbentuk huruf U.

2. Penjelasan tujuan perkuliahan materi paket hubungan hukum dan
ekonomi dan kompetensi yang ingin dicapai setelah proses
kegiatan pembelajaran.

3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mereview
bagaimana Proses perkuliahan untuk mengukur seberapa besar
mahasiswa mampu menyerap materi yang diberikan.

Kegiatan Inti (90 menit)



1. Mahasiswa diberikan sepotong kertas yang akan digunakan untuk
menuliskan masing-masing 1 pertanyaan terkait materi yang sudah
dibaca sebelumnya.

2. Pertanyaan-pertanyaan yang ditulis oleh mahasiswa ditukar dengan
pertanyaan mahasiswa di deret kanan Kirinya.

3. Masing-masing mahasiswa yang telah mendapatkan pertanyaan
dari temannya, kemudian mencermati pertanyaan dan berusaha
menemukan jawaban dengan metode snow ball.

4. Karena keterbatasan waktu, maka tidak semua pertanyaan yang
ada dibacakan dan didiskusikan tetapi ditunjuk secara acak. Hal ini
dilakukan seterusnya sampai mencukupi waktu yang telah
ditentukan.

5. Memberikan penjelasan tentang hal-hal yang tidak tercover dengan
metode dynamic lecturer.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1.  Membuat benang merah materi perkuliahan
2. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa
3. Memberikan Motivasi

Kegiatan Tindak Lanjutan (10 menit)

1. Memberi tugas article review
2. Memberikan Aand out materi selanjutnya, yaitu tentang pembidangan
hukum ekonomi.

Lembar Kegiatan

Menyediakan dan membagikan kertas kosong ukuran 10x10 cm. Kertas
tersebut diberikan kepada masing-masing mahasiswa secara bergantian
yang akan mereka gunakan untuk mengisi tabel tentang komponen hukum
ekonomi. Masing-masing mahasiswa menuliskan 1 temuannya.

Tujuan

Mahasiswa mampu memahami komponen hukum ekonomi di Indonesia.
Sehingga mahasiswa diharapkan paham dengan materi yang diberikan serta
memiliki tanggung jawab untuk menganalisa masalah-masalah pokok
terkait dengan hukum ekonomi.



Bahan dan Alat
Hard copy paket materi/softfile materi, kertas A4, dan spidol
Langkah Kegiatan

1. Masing-masing mahasiswa diberi sepotong kertas yang akan
digunakan untuk menuliskan masing-masing 1 hal yang berkaitan
dengan komponen hukum ekonomi yang sudah kaji sebelumnya.

2. Temuan tentang komponen hukum ekonomi yang telah ditulis oleh
mahasiswa, ditukar dengan temuan mahasiswa lainnya yang berada
disamping kanan kirinya.

3. Masing-masing mahasiswa yang telah menukarkan kertas berisi
temuan, akan mencermati temuan hasil persilangan dan berusaha

mengkritisi daftar temuan dalam tabel.

Uraian materi

Komponen Hukum Ekonomi

Hukum ekonomi memiliki beberapa komponen yang perlu
dipahami.
1. Kegiatan ekonomi
Seacara umum dan mendasar, kegiatan ekonomi terdiri dari atas
dua kegiatan besar.
a. Kegiatan melakukan produksi barang dan atau jasa.
b. Kegiatan melakukan distribusi barang atau jasa.
Apabila ditelaah dengan cermat, dua kegiatan tersebut kegiatan
merupakan suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang yaitu
para pelaku ekonomi. Jadi, kegiatan ekonomi merupakan rangkaian
perjanjian dari banyak pihak, yaitu para subjek hukum dengan
berbagai variasi.
Kegiatan subjek hukum sebagai pelaku ekonomi (pelaku usaha)
tersebut meliputi beberapa hal sebagai berikut.
o Hampir semua kegiatan yang saling membutuhkan dalam
interaksi dan transaksi yang beragam.
o Kegiatan yang membutuhkan kerjasama dan hubungan
kerja formal dan non formal.
e Kegiatan yang membutuhkan berbagai keahlian dan
berbagai keterampilan yang handal.



e Kegiatan yang membutuhkan bahan baku dari bahan
pembantu tertentu dalam komposisi tertentu.

e Kegiatan yang membutuhkan koordinasi yang baik antara
produsen, distributor, dan konsumen perantara maupun
konsumen akhir.

e Kegiatan yang didukung kebutuhan pasar yang terus
tumbuh dan berkembang.

e Didukung kebijakan ekonomi yang sehat dan berpihak
kepada kepentingan konsumen.

Kegiatan ekonomi yang sangat komplek tersebut masih harus didukung
oleh berbagai satuan perangkat peraturan yang mengatur beberapa hal

berikut.
1.

2.

3.

Sistem produksi yang sehat dan aman bagi lingkungan bagi
masyarakat umum serta konsumen langsung.

Sistem distribusi yang konsisten dan mampu samapai pada tingkat
konsumen.

Sistem perlindungan menegenai standard mutu barang agar tidak
merugikan konsumen.

Sistem produksi dan distribusi dalam kegiatan ekonomi yang tidak
membahayakan lingkungan dan masa depan manusia dan
kemanusiaan.

Pelaku ekonomi
Pelaku ekonomi adalah subyek yang melakukan kegiatan ekonomi.
Subyek tersebut dapat orang pribadi, badan usaha, badan hukum,
atau badan usaha bukan badan hukum. Pelaku-pelaku ekonomi
tersebut dapat diposisikan dalam beberapa strata sesuai
kemampuaiannya dalam berbagai hal, antara lain:

e Kemampuan permodalannya;

e Jumlah tenaga kerjanya; dan

e Bebagai ukuran dari institusi yang berwenang.
Kegiatan ekonomi yang simultan dan terdiri atas terdiri dari
berbagai rangkaian hubungan hukum perlu dilakuan pada semua
strata kehidupan secara terus-menerus. Dalam hal ini, hubungan
hukum yang terjadi karena adanya berbagai perjanjian.
Pada suatu saat perjanjian-perjanjian yang terjadi secara personal
dapat terakumulasi secara luas. Meskipun demikian dalam semua
hal hubungan personal tetap diselesaikan terbatas pada perjanjian
yang telah dibuat. Niat dan iktikad baik para pihak tetap
merupakan faktor utama. Jadi, hukum perdata akan tetap dominan
dalam persoalan kegiatan ekonomi. Kekuatan para pihak tetap
dominan dalam menentukan syarat dan kondisi perjanjian.
Secara sitemis kontribusi hukum perdata terhadap hukum umum
adalah sebagai berkut:



1. Kontribusi yang bersumber dari asas-asas hukum pribadi, yaitu
yang berkaitan dengan subyek hukum sebagai pelaku ekonomi.

2. Kontribusi yang bersumber dari asas-asas hukum benda yaitu yang
berkaitan dengan transaksi dalam kegiatan ekonomi.

3. Kontribusi yang bersumber dari asas-asas hukum perjanjian, yaitu
yang mengatur semua hubungan hukum dan akibat yang
ditimbulkan.

4. Kontribusi yang bersumber dari asas-asas hukum pembuktian,
yaitu menyangkut dokumen dan pemanfaatan dokumen.

5. Kontribusi yang bersumber dari asas-asas hukum eksekusi.

Jadi keluasaan hukum perdata merupakan contributor utama dalam kajian
hukum ekonomi sehingga dapat menghasilkan kajian yang berimbang
antara kajian hukum public dan kebijakan public dengan kontribusi yang
bersumber dari hukum perdata.

Adapun materi-materi hukum perdata dan hukum dagang yang memberikan
kontribusi dominan dan utama pada kajian hukum ekonomi antara lain
sebagai berikut.

1. Subyek hukum

e Subyek hukum manusia dan badan hukum yang menjadi
pelaku ekonomi.

e Ukuran kemampuan melakukan perbuatan Kkegiatan
ekonomi.

2. Benda sebagi obyek transaksi

¢ Benda sebagi obyek transaksi adalah setiap barang dan hak
yang dapat menjadi milik dan dapat ditransaksikan.

e Perbedaan antara lain bebda-benda berwujud-tidak
berwujud, benda-benda bergerak-benda tidak bergerak,
benda-benda yang sudah ada dan belum ada, dan
seterusnya.

e Konsep-konsep peralihan benda
Konsep-konsep mengenai pembuktian atas hak-hak

3. Hak hak yang diatur oleh pasal 1131 dan 1132 KUHP Perdata.

e Jaminan-jaminan khusus anatar lain hak gadai, hak
hipotek, hak tanggungan, dan fidusia.

4. Hukum perikatan sebagai dasar dari semua transaksi

e Syarat dan clausa perjanjian.

e Asas-asas pada hukum perikatan.

e Hapusnya perikatan.

e Dokumen-dokumen.

5. Hukum dagang

e Hukum perusahaan, hukum tentang hal milik kekayaan
intelektual sebagai asset perusahaan.

e Hukum surat berharga, hukum kepailitan, hukum
perbankan, hukum asuransi, dan seterusnya.

Sebagai kajian baru, hukum ekonomi bermaksud menyinergikan
dua bidang hukum sekaligus dalam suatu kajian yang komperhensif. Bidang



hukum public yang merupakan otoritas Negara campur tangan dalam tata
kehidupan masyarakat. Pertanyaan mendasar yang harus dikaji adalah
seberapa besar pengaruh hukum public dalam beberapa hal berikut.

1. Menjaga dan memelihara keseimbangan kepentingan anggota
masyarakat

2. Member batasan dan memaksa anggota masyarakat tidak
melanggar hak pihak/orang lain.

3. Bagaimana hukum mampu memaksa pihak atau orang memenuhi
kewajiban kepada pihak lain, termasuk pada pelaksanaan interaksi
dan transaksi pada pihak dalam masyarakat.

4. Menngurangi dan mencegah konflik individual menjadi konflik
masal yang dapat mengakibatkan kerusakan sosial dan
menghambat pertumbahan ekonomi.



Paket 7

PEMBIDANGAN HUKUM EKONOMI
Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini didesain untuk mengantarkan mahasiswa
memahami tentang bidang-bidang kajian hukum ekonomi. Perkuliahan
akan dibawa pada bagaimana mengetahui dan memahami bidang-bidang
kajian hukum ekonomi sebagai suatu kajian yang membahas masalah-
masalah yang dikaji hukum ekonomi. Paket ini merupakan paket lanjutan
yang menjadi pengantar untuk masuk pada materi berikutnya.

Secara detail, paket ini akan mengkaji secara khusus beberapa hal
dalam memahami hukum ekonomi, yaitu tentang bagian materi dari hukum
ekonomi serta beberapa hal yang terkait dengan masalah yang termasuk
dalam lingkup pembahasan hukum ekonomi. Berdasarkan materi yang
tersaji tersebut, mahasiswa diharapkan mampu memahami masalah bidang
kajian hukum ekonomi. Sebelum perkuliahan dilakukan, dosen akan
mengantarkan perkuliahan di paket ini dengan materi tentang
perkembangan hukum ekonomi.

Selanjutnya, dosen akan meminta mahasiswa untuk mengatur menjadi
3 deret berbentuk U. Masing-masing mahasiswa diberi selembar kertas
untuk menulis sebuah pertanyaan. Setelah selesai, maka kertas itu ditukar
dnegan temannya di sisi Kkiri dan kanan. Selanjutnya, proses diskusi
dilakukan dengan cara memberikan waktu pada mahasiswa lain untuk
merespon dan menjawab pertanyaan yang disampaikan tersebut.

Demikian seterusnya, hingga waktu yang ditentukan berakhir. Di akhir
sesi diskusi, dosen akan melakukan Klarifikasi dan membuat benang merah
agar tujuan paket ini tercapai. Penguasaan materi dalam Paket 7 ini
diharapkan menjadi modal mahasiswa untuk mempelajari paket
selanjutnya, terutama materi-materi yang termasuk dalam komponen
hukum ekonomi.



Penyiapan media pembelajaran dalam proses perkuliahan ini menjadi
sesuatu yang sangat penting untuk efektifitas seluruh proses yang
berlangsung. Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa
kertas ukuran 10x10 cm, LCD dan Laptop sebagai media pembelajaran
utama. Selain itu, perkuliahan ini juga membutuhkan spidol, papan tulis
sebagai alat yang menunjang efektifitas proses perkuliahan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan
Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti pembidangan hukum ekonomi, mahasiswa
diharapkan mampu memahami materi apa saj yang dibahas dalam hukum
ekonomi.

Indikator
Di akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat:
o Mampu menyebutkan dan menjelaskan bidang kajian hukum
ekonomi.

e Mampu menganalisa bidang-bidang kajian hukum ekonomi.
Waktu
2 X 45 menit
Materi Pokok

1. Apa bidang hukum ekonomi.

2. Ruang lingkup bidang-bidang hukum ekonomi.
3. Bagaimana aturan perundang-undangan hukum ekonomi.

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (10 menit)



1.

Mengatur kelas dengan tempat duduk/kursi perkuliahan menjadi 3
deret berbentuk huruf U.

Penjelasan tujuan perkuliahan materi paket hubungan hukum dan
ekonomi dan kompetensi yang ingin dicapai setelah proses
kegiatan pembelajaran.

Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mereview
bagaimana Proses perkuliahan untuk mengukur seberapa besar
mahasiswa mampu menyerap materi yang diberikan.

Kegiatan Inti (90 menit)

1.

Mahasiswa diberikan sepotong kertas yang akan digunakan untuk
menuliskan masing-masing 1 pertanyaan terkait materi yang sudah
dibaca sebelumnya.

Pertanyaan-pertanyaan yang ditulis oleh mahasiswa ditukar dengan
pertanyaan mahasiswa di deret kanan kirinya.

Masing-masing mahasiswa yang telah mendapatkan pertanyaan
dari temannya, kemudian mencermati pertanyaan dan berusaha
menemukan jawaban dengan metode srnow ball.

Karena keterbatasan waktu, maka tidak semua pertanyaan yang
ada dibacakan dan didiskusikan tetapi ditunjuk secara acak. Hal ini
dilakukan seterusnya sampai mencukupi waktu yang telah
ditentukan.

Memberikan penjelasan tentang hal-hal yang tidak tercover dengan
metode dynamic lecturer.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1.
2.
3.

1.
2.

Membuat benang merah materi perkuliahan
Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa
Memberikan Motivasi

Kegiatan Tindak Lanjutan (10 menit)

Memberi tugas article review
Memberikan hand out materi selanjutnya, yaitu tentang hubungan
hukum ekonomi dan Globalisasi.



Lembar Kegiatan

Menyediakan dan membagikan kertas kosong ukuran 10x10 cm. Kertas
tersebut diberikan kepada masing-masing mahasiswa secara bergantian
yang akan mereka gunakan untuk mengisi tabel tentang pembidangan
hukum ekonomi. Masing-masing mahasiswa menuliskan 1 temuannya.

Tujuan

Mahasiswa mampu memahami pembidangan hukum ekonomi. Sehingga
mahasiswa diharapkan paham dengan materi yang diberikan serta memiliki
tanggung jawab untuk menganalisa masalah-masalah pokok terkait dengan
hukum ekonomi.

Bahan dan Alat
Hard copy paket materi/softfile materi, kertas A4, dan spidol
Langkah Kegiatan

1. Masing-masing mahasiswa diberi sepotong kertas yang akan
digunakan untuk menuliskan masing-masing 1 hal yang berkaitan
dengan pembidangan hukum ekonomi yang sudah kaji sebelumnya.

2. Temuan tentang pembidangan hukum ekonomi yang telah ditulis
oleh mahasiswa, ditukar dengan temuan mahasiswa lainnya yang
berada disamping kanan Kirinya.

3. Masing-masing mahasiswa yang telah menukarkan kertas berisi
temuan, akan mencermati temuan hasil persilangan dan berusaha

mengkritisi daftar temuan dalam tabel.



Uraian Materi
Pembidangan Hukum Ekonomi

Hukum ekonomi secara umum di bagi menjadi tiga bidang hukum,
antara lain :

1. Bidang Hukum ekonomi pembangunan yang meliputi hukum
penanaman modal, hukum pasar modal, hukum alih teknologi,
hukum hak kekayaan intelektual, hukum persaingan usaha.

2. Bidang hukum ekonomi sosial yang meliputi : hukum perlidungan
konsumen, hukum lingkungan hidup, hukum di bidang koperasi dan
UMKM dan lain sebagainya.

3. Bidang hukum ekonomi beraspek internasional antara lain : general
agreement on tariff and trade-Word Trade Organization (GATT-
WTO), APEC, AFTA, dan lain-lain.

Dalam pembidangan hukum ekonomi ini, akan dijelaskan beberapa
bidang hukum ekonomi yang mewakili tiga bidang hukum ekonomi di atas.

A. Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam kegiatan ekonomi atau bisnis adanya sesuatu persaingan
usaha antara pelaku usaha yang satu dengan yang lainya merupakan hal
yang biasa terjadi. Persaingan usaha yang sehat akan berakibat positif bagi
para pengusaha yang saling bersaing atau berkompetisi karena dapat
menimbulakan upaya-upaya peningkatan efesiensi, produktifitas, dan
kualitas produk yang dihasilkan. Konsumen juga mendapatkan manfaat
dari adanya persaingan yang sehat karena dapat menimbulkan penurunan
harga dan kualitas produk tetap terjamin. Sebaliknya, apabila persaingan
yang terjadi tidak sehat, akan dapat merusak perekonomian Negara yang
merugikkan masyarakat.

Kebutuhan akan suatu perangkat hukum yang mengatur persaingan
usaha antar pelaku usaha tidak dapat ditawar-tawar lagi. Untuk maksud
tersebut pada tanggal 5 maret 1999 telah di undangkan Undang-undang no
5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat.

A. Beberapa pengertian

Dalam ketentuan pasal 1 butir (1) UU larangan praktek monopoli
dan persaingan usaha tidak sehat dikemukakkan bahwa yang dimaksud
dengan monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran
barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau
satu kelompok pelaku usaha.



Selanjutnya dalam pasal 1 (2) juga dikemukakan bahwa yang
dimaksud dengan praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi
olen satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya
produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga
menibulkan persaingan usaha tidak sehat dan bisa merugikkan kepentingan
umum.

Dalam pasal 1 (3) ditentukan pemusatan kekuatan ekonomi adalah
penguasaan yang nyata atas suatu pasar bersangkutan oleh satu atau lebih
pelaku usaha sehingga dapat menentukkan harga barang dan atau jasa.
Berkaitan dengan itu pada pasal 1 (4) dikatakan bahwa posisi dominan
adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti
di pasar yang bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang
dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi diantara
pesaingnya dipasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemapuan keuangan,
kemapuan akses pada pasokan, atau penjualan, serta untuk menyesuaikkan
pasokan, atau permintaan barang jasa tertentu.

Sedangkan menurut ketentuan pasal 1 butir (6) yang dimaksud
persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam
menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa
yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau
menghambat persaingan usaha.

a. Asas dan tujuan

Menurut ketentuan pasal 2 UU no. 5 tahun 1999 tentang larangan
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dikemukakan bahwa
pelaku usah di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan
demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara
kepentiangan pelaku usaha dan kepentingan umum.

Sedangkan tujuan dari pembentukkan Undang-undang entang
larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat :

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efesiensi ekonomi
nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan
rakyat.

2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan
usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan
berusaha yang sama bagi pelaku usaha kecil, pelaku usah menengah,
dan pelaku usah besar.

3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat
yang ditimubulkan oleh pelaku usaha.

4. Terciptanya efektifitas dan efesiensi dalam kegiatan usaha. (Pasal 3).



b. Ruang lingkup Undang-undang larangan praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat

Secara umum materi undang-undang larangan praktek monopoli
dan persaingan usaha tidak sehat meliputi hal sebagai berikut :
1. Perjanjian yang dilarang

Ketentuan pasal 4 sampai pasal 16 Undang-undang tersebut telah
menetapkan jenis-jenis perjanjian yang dapat menimbulkan terjadinya
praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sehingga antara
pelaku usaha yang satu dengan lainya dilarang untuk membuatnya.
Perjanjian yang dilarang ini, berupa :

a) Penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa
(perjanjian oligopoly).

b) Penetapan harga atau mutu suatu barang dan atau jasa yang dibayar
oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama,
penetapan harga secar diskriminatif terhadap barang dan atau jasa
yang sama untuk pembeli yang berbeda, penetapan harga dibawah
harga pasar dan larangan menjual kembali barang atau jasa yang dibeli
dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang telah
diperjanjikkan (perjanjian penetapan harga).

¢) Pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan
atau jasa (perjanjian pembagian wilayah).

d) Penghalangan untuk melakukan usaha yang sama baik untuk tujuan
pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penolakkan penjualan setiap
barang atau jasa (perjanjian pemboikotan).

e) Pengaturna produksi dan atau pemasaran suatu barang dan jasa untuk
mempengaruhi harga ( perjanjian kartel).

f) Pembentukkan gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar
dengan tetap menjaga atau tetap mempertahankan kelangsungan
hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang
bertujuan untuk mengkontrol produksi dan atau pemasaran dan barang
atau jasa (trust).

g) Pengusaan pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat
mengedalikkan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar
bersangkutan (perjanjian iligopsoni).

h) Pengusaan produksi sejumlah produk yang termasuk ke dalam
rangkain produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap
rangkain produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan,
baik dalam suatu rangkain langsung maupun tidak langsung
(perjanjian integrasi integral).



i) Persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya
memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut
kepada pihak tertentu dan atau tempat tertentu

J) Perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat dapat ketentuan
yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atu persaingan
usaha tidak sehat (perjanjian dengan pihak luar negeri).

2. Kegiatan yang dilarang

Kegiatan-kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat juga dilarang Undang-undang
larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kegiatan-
kegiatan yang dimaksud:

a) Pengusaan atas produksi dan pemasaran barang dan atau jasa
(kegiatan monopoli).

b) Penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal barang atau jasa
dalam pasar bersangkutan (kegiatan monoksoni).

c) Penolakkan atau penghalangan pengusaha tertentu untuk
melakukkan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan.

d) Persengkongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan
menentukkan pemenang tender dan atau untuk mendapatkan
informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai
rahasia perusahaan.

3. Posisi dominan

Posisi dominan dapat pula mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Karena itu, posisi
dominan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 25 sampai 29 Undang-
undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat juga
dilarang.

Dalam ketentuan pasal 25 ayat 2 Undang-undang larangan praktk
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat juga dilarang ditentukkan
bahwa pelaku usaha memiliki potensi usaha dominan apabila memenuhi
krteria dibawah ini :

a. Satu usaha pelaku atau satu usaha kelompok pelaku usaha
menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau
jasa tertentu.

b. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok-kelompok usaha
menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan jasa
tertentu.

4. Komisi pengawas persaingan usaha

Untuk menjamin pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam undang-

undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan



persaingan usaha tidak sehat, maka diatur pula pembentukan sebuah
pengawas independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan
pemerintah dan atau pihak lain yang disebut Komisi pengawas persaingan
usaha (KPPU).



Paket 8
HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL
(HAKI)

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini didesain untuk mengantarkan mahasiswa
memahami tentang hukum hak atas kekayaan intelektual (HAKI) yang
merupakan bagian dari pembidangan hukum ekonomi. Perkuliahan akan
dibawa pada bagaimana mengetahui dan memahami hukum hak atas
kekayaan intelektual sebagai suatu kajian yang merupakan bagian dari
hukum ekonomi. Paket ini merupakan paket lanjutan yang menjadi
pengantar untuk masuk pada materi berikutnya.

Secara detail, paket ini akan mengkaji secara khusus beberapa hal
dalam memahami hukum hak atas kekayaan intelektual, yaitu tentang
landasan hukumnya serta beberapa hal yang terkait dengan masalah yang
berkaitan dengan materi hukum hak atas kekayaan intelektual. Berdasarkan
materi yang tersaji tersebut, mahasiswa diharapkan mampu memahami
masalah pokok (dasar) dari hukum hak atas kekayaan intelektual. Sebelum
perkuliahan dilakukan, dosen akan mengantarkan perkuliahan di paket ini
dengan materi tentang kasus-kasus yang berhubungan dengan masalah
HAKI.

Selanjutnya, dosen akan meminta mahasiswa untuk mengatur menjadi
3 deret berbentuk U. Masing-masing mahasiswa diberi selembar kertas
untuk menulis sebuah pertanyaan. Setelah selesai, maka kertas itu ditukar
dnegan temannya di sisi Kiri dan kanan. Selanjutnya, proses diskusi
dilakukan dengan cara memberikan waktu pada mahasiswa lain untuk
merespon dan menjawab pertanyaan yang disampaikan tersebut.

Demikian seterusnya, hingga waktu yang ditentukan berakhir. Di akhir
sesi diskusi, dosen akan melakukan klarifikasi dan membuat benang merah
agar tujuan paket ini tercapai. Penguasaan dasar-dasar dalam Paket 8 ini
diharapkan menjadi modal mahasiswa untuk mempelajari paket
selanjutnya, terutama materi-materi dasar yang termasuk dalam komponen
hukum ekonomi.



Penyiapan media pembelajaran dalam proses perkuliahan ini menjadi
sesuatu yang sangat penting untuk efektifitas seluruh proses yang
berlangsung. Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa
kertas ukuran 10x10 cm, LCD dan Laptop sebagai media pembelajaran
utama. Selain itu, perkuliahan ini juga membutuhkan spidol, papan tulis
sebagai alat yang menunjang efektifitas proses perkuliahan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan
Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti materi hukum hak atas kekayaan intelektual
(HAKI), mahasiswa diharapkan mampu memahami norma dan/atau
landasan hukum hak atas kekayaan intelektual serta dapat memahami
masalah dilapangan (kasus) yang berkaitan dengan pelanggaran HAKI.

Indikator
Di akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat:
e Mampu menyebutkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan hukum hak atas kekayaan intelektual.
e Mampu menjelaskan komponen-komponen dari HAKI.
e Mampu menganalisis masalah-masalah (kasus) pelanggaran HAKI
yang sedang ramai dibicarakan masyarakat.
Waktu
2 X 45 menit

Materi Pokok

1. Pengertian hukum hak atas kekayaan intelektual.
2. Landasan hukum hak atas kekayaan intelektual.
3. Macam-macam hukum hak atas kekayaan intelektual.



Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (10 menit)

1.

Mengatur kelas dengan tempat duduk/kursi perkuliahan menjadi 3
deret berbentuk huruf U.

Penjelasan tujuan perkuliahan materi paket hubungan hukum dan
ekonomi dan kompetensi yang ingin dicapai setelah proses
kegiatan pembelajaran.

Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mereview
bagaimana Proses perkuliahan untuk mengukur seberapa besar
mahasiswa mampu menyerap materi yang diberikan.

Kegiatan Inti (90 menit)

1.

Mahasiswa diberikan sepotong kertas yang akan digunakan untuk
menuliskan masing-masing 1 pertanyaan terkait materi yang sudah
dibaca sebelumnya.

Pertanyaan-pertanyaan yang ditulis oleh mahasiswa ditukar dengan
pertanyaan mahasiswa di deret kanan Kirinya.

Masing-masing mahasiswa yang telah mendapatkan pertanyaan
dari temannya, kemudian mencermati pertanyaan dan berusaha
menemukan jawaban dengan metode srnow ball.

Karena keterbatasan waktu, maka tidak semua pertanyaan yang
ada dibacakan dan didiskusikan tetapi ditunjuk secara acak. Hal ini
dilakukan seterusnya sampai mencukupi waktu yang telah
ditentukan.

Memberikan penjelasan tentang hal-hal yang tidak tercover dengan
metode dynamic lecturer.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1.  Membuat benang merah materi perkuliahan
2. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa
3. Memberikan Motivasi

Kegiatan Tindak Lanjutan (10 menit)



1. Memberi tugas article review
2.  Memberikan Asand out materi selanjutnya, yaitu tentang Paten, Merek,
Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain tata letak sirkuit.

Lembar Kegiatan

Menyediakan dan membagikan kertas kosong ukuran 10x10 cm. Kertas
tersebut diberikan kepada masing-masing mahasiswa secara bergantian
yang akan mereka gunakan untuk mengisi tabel tentang hukum hak atas
kekayaan intelektual. Masing-masing mahasiswa menuliskan 1 temuannya.

Tujuan

Mahasiswa mampu memahami norma perundang-undangan yang berkaitan
dengan hukum hak atas kekayaan intelektual. Sehingga mahasiswa
diharapkan paham dengan materi yang diberikan serta memiliki tanggung
jawab untuk menganalisa masalah-masalah pokok terkait dengan
perkembangan hukum ekonomi.

Bahan dan Alat
Hard copy paket materi/softfile materi, kertas A4, dan spidol
Langkah Kegiatan

1. Masing-masing mahasiswa diberi sepotong kertas yang akan
digunakan untuk menuliskan masing-masing 1 hal yang berkaitan
dengan hukum hak atas kekayaan intelektual yang sudah Kaji
sebelumnya.

2. Temuan tentang hukum hak atas kekayaan intelektual yang telah
ditulis oleh mahasiswa, ditukar dengan temuan mahasiswa lainnya

yang berada disamping kanan kirinya.



3. Masing-masing mahasiswa yang telah menukarkan kertas berisi
temuan, akan mencermati temuan hasil persilangan dan berusaha

mengkritisi daftar temuan dalam tabel.

URAIAN MATERI
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)

Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAKI
Undang-Undang No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta
Undang-Undang No. 14 tahun 2001 tantang Paten
Undang-Undang No. 15 tahun 2001 tentang Merek
Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri
Undang-UNDANG No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu
7. Undang-Undang No. 29 tahun 2000 tentang Varitas Tanaman

Dalam era globalisasi seperti saat ini, Hak Atas Kekayaan
Intelektual (HAKI) telah menjadi alat perdagangan dan alat persaingan
dalam perdagangan dalam perdagangan internasional. Secara harfiah HAKI
merupakan hak eksklusif yang di berikan suatu peraturan pada seorang atau
seklepok orang atas atas ciptanya. Singkatnya HAKI mencakup hak cipta,
hak paten dan hak merek. Namu dilihat lebih rinci HAKI merupakan bagian
dari benda yaitu benda tidak berwujud(benda imateril) seperti informasi,
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan dan sebagainya
yang tidak mempunyai bentuk tertentu. Untuk melindungi HAKI atas hak
cipta hak merek dagang, hak paten, hak distribusi, atau hak-hak lainnya
maka pengguna HAKI diharuskan membayarkan sejumlah royalty kepada
pemilik atau pemegang HAKI.

Di Indonesia, Permasalhan terkait HAKI kerap muncul antara
pemerintah dengan pemilik HAKI.Indonesia sendiri sempat masuk
peringkat priorty watch list oelh amerika karena praktek pembajakan atas
HAKI di Indonesia dianggap merugikan HAKI warga AS karena
berpeluang hilangnya Royalty dari HAKI tersebut. Namun setelah
pemerintas melakukan serangkayan penegakan hukum tersebut dan
penyempurnaan peraturan Indonesia tidak lagi masuk peringkat priority

ok wnE



watch list. Sementara itu, di sisi lain pemerintah Indonesia juga
mengikatkan kewajiban yang harus dibayarkan, dalam hal ini barang impor,
pemilik HAKI dari royalty yang mereka dapat dari eksplorasi barang-
barangnya yang ada di Indonesia.

Ketentuan undang-undang menggunakan istilah hak kekayaan
intelektual sebagai istilah resmi dalam perundang-udangan Indonesia:

1. Hak milik hasil pemikiran(intelektual)melekat pada pemiliknya bersifat
tetap dan eksklusif.
2. Hak yang di peroleh pihak lain atas izin pemilik, bersifat sementara.

HAKI adalah kekayaan bagi pemiliknya, kekayaan tersebut dapat
di alihkan pemanfaattannya atau penggunaannya pada pihak lain, sehingga
pihak lain memperoleh manfaat dari HAKI tersebut. Hak kemanfaatan atau
penggunaan ini disebut dengan lisensi.

Dari segi hukum, yang dilindungi olenh hukum, hak kekayaan
intelektualnya dan bukan benda material bentuk jelmaan dari HAKI
tersebut. Ada empat perinsip dalam sistem HAKI untuk menyeimbangkan
kepentungan individu dengan kepentingan masyarakat, yaitu:

1. Prinsip keadilan (The principle of natural justice)
2. Prinsip ekonomi (The economic argument)

3. Prinsip kebudayaan (the cultural argument)

4. Prinsip sosial (the social argument)

HAK CIPTA (Undang-Undang No. 19 tahun 2002)

Istilah hak cipta lebih luas cangkupannya sebagaimana batasannya
dapat dilihat pada pasal 1 butir 1 undang-undang hak cipta no 19 tahun
2002, yaitu: Hak cipta adalah Hak ekskusif bagi pencipta maupun penerima
hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun
memberi izin untuk itu dengan dtidak mengurangi pembatasan-pembatasan
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menujukan
bahwa hak cipta itu hanya dapat di miliki si pecipta atau si penerima hak.
Hanya nama dapat disebut sebagai pemegang khususlah yang boleh dapat
menggunakan hak cipta dan dilindungi dalam penggunaan haknya terhadap
subyek lain yang menggangu atau yang menggunakannya tidak dengan cara
diperkenankan oleh aturan hukum.

1. Fungsi sosial dan sifat hak cipta

Hak individu di hormati sepanjang tidak bertentangan dengan
kepentingan umum. Setiap penggunaan hak harus diperhatikan terlebih
dahulu apakah hal tersebut tidak bertentangan atau tidak merugikan hal
umum, walaupun pasal 2 UHC Indonesia menyatakan bahwa hak cipta
adalah hak eksklusif, yang berarti bahwa selain pencipta, orang lain tidak



berhak atasnya kecuali atas izin dari pencipta, hak itu timbul secara
otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan.

Undang-undang hak cipta Indonesia memadukan antara sistem
individu dan sistem kolektif. Indonesia merumuskan kehendak moralnya
dalam landasan filosofis negaranya yaitu pancasila. Asas-asas yang
terkandung dalam pancasila selain menganut asas religious juga
mengandung asas humanisme. Perpaduan kedua asas tersebut menjadikan
konsep hukum yang bermakna bahwa hak milik itu berasal dari tuhan dan
penggunanaannya haruslah bermanfaat bagi masyarakat banyak, sehingga
hak milik individu di akui namun dipihak lain harus menghormati hak-hak
kolektif dan penggunaannyapun tidak boleh bertentangan dengan atau
merugikan hak orang lain.

Pengertian fungsi sosial menurut sejarah pertumbuhannya dalam
hukum barat, berpangkal pada hak-hak perseorangan yang bersifat
individualistis. Semula hanya ada hak perseorangan yang mutlak, tetapi
ternyata kemudian tidak membawa kebahagiaan kepada masyarakat. Lalu
dikurangi kemutlakannnya Karena terjadinya penyalahgunaan hak,
perbuatan melanggar hukum sehingga pada akhirnya ada perinsip”Hak
adalah berfungsi sosial”.

Suatu ciptaan menjalankan fungsi sosialnya melalu penyebarannya
dalam masyarakat, dan selama masyarakat masih memerlukannya, selama
itu pula hak cipta menjalankan fungsi sosialnya. Dengan kata lain, dalam
arti luasnya, seorang pencipta harus sanggup mengorbankan hak ciptanya
bila kepentingan umum menghendakinya. Penggunaan ciptaan pihak lain
tidak dianggap pelanggaran hak cipta apabila untuk:

a. Kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah,
penyusunan laporan, dan sebagainya.

b. Tidak merugikan kepentingan wajar dari pencipta.

c. Pembuatan salinan cadangan suatu program computer oleh pemilik
program untuk di gunakan sendiri.

2. KARYA CIPTA YANG DILINDUNGI
a. Buku,Program  computer,pamphlet,susunan  perwajahan atau
layout,karya tulis,semua hasil karya tulis lainnya;
b. Ceramah,Kuliah,Pidato dan ciptaan lainnya yang diwujudkan
dengan cara diucapkan;
c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu
pengetahuan;
d. Ciptaan lagu atau music termasuk karawitan dan rekaman suara;
Drama, Tari,Koreografi,Pewayangan,Pantonim;
f.  Karya pertunjukan

®



Sinematografi
. Terjemahan, Tafsir,Saduran,Bunga rampai data base, dan karya lain
dari hasil pengalih wujudan;

n. Seni rupa dalam bentuk seperti lukisan, gambar,seni ukir, seni
kaligrafi, seni pahat, seni patung,kolase,seni terapan berupa seni
kerajinan tangan dan sebagainya.

3. HAK CIPTA POTRET

a. Suatu potret atau foto yang dibuat seizin dari orang yang dipotret,
jika akan diperbanyak di umumkan oleh pembuat potret sebagai
pemegang hak cipta, harus terlebih dahulu mendapat izin dari
orang yang dipotret atau ahli warisnya dalam jangka waktu sepuluh
tahun setelah yang dipotret wafat(pasal 19 ayat1).

b. Pemegang hak cipta atas potret tidak boleh memperbanyak atau
mengumumkan potret yang dibuat, tanpa persetujuan orang yang
dipotret, atau ahli warisnya atau tidak untuk kepentingan yang
dipotret(pasal 20).

g. Karya siaran
h. Arsitektur

i. Peta

j-  Seni batik

k. Fotografi

l.

m

4. HAK PENCIPTA

Di dalam hak cipta tekandung dua macam hak khusus bagi
pencipta yaitu hak ekonomi(economic right) dan hak moral(Moral right).
Economic rightadalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi bagi
penciptanya atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat atas
ciptaan serta dari produk hak terkait.

Moral right, adalah hak untuk melekatkan pada diri pencipta atau
pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun,
walaupun hak ekonomi pada hak cipta atau hak terkait telah dialihkan,
kecuali dengan persetujuan pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya
dalam pencipta telah meninggal dunia.

5. PENDAFTARAN HAK CIPTA

a. Pendaftaran hak cipta dilakukan di kantor hak cipta, direktorat hak
jendral hak kekayaan intelektual.

b. Pendaftaran hak cipta dalam daftar umum ciptaan tidak
mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti atau bentuk dari
ciptaan yang didaftarkan.

Prosedur pendaftaran hak cipta;



1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

Permohonan pendaftaran hak cipta diajukan kepada mentri

kehakiman melalui dirjen HAKI dengan surat rangkap dua,

ditulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas polio berganda.

Dalam surat permohonan tersebut tertera:

a) Nama,Kewarganegaraan dan alamat pencipta;

b) Nama,Kewarganegaraan dan alamat pemegang hak cipta;

c) Nama,Kewarganegaraan dan alamat kuasa;

d) Jenis dan judul ciptaan

e) Tanggal dan tempat penciptaan di umumkan untuk
pertama kali;

f) Uraian ciptaan rangkap tiga.

Surat pemohonan hak cipta hanya dapat di ajukan untuk

ciptaan. Dan di tandatangani oleh pemohon atau kuasanya.

Apabila pemohon adalah suatu badan hukum, maka dalam

surat permohonannya harus dilampirkan turunan resmi akta

pendirian badan hukum tersebut.

Apabila surat pemohonan diajuka oleh seorang kuasa, maka

harus ditandangi oleh penerima penguasa dengan dilampiri oleh

surat kuasa.

Kuasa tersebut harus WNI dan bertempat tinggal di

Indonesia(Lampirkan tanda bukti).

Apabila permohonan tidak dapat bertempat tinggal di

Indonesia maka untuk keperluan permohonan pendaftaran

pencipta ia harus memilih tempat tinggal dan menunjuk

seorang kuasa di Indonesia.

Surat permohonan tanda terima yang berisikan nama pencipta,

pemegang hak cipta, nama kuasa, jenis dan judul ciptaan,

tanggal dan jam surat permohonan diterima, berfungsi sebagai

bukti penyeranhan permohonan pendaftaran .

Apabila surat permohonan tidak terpenuhi persyaratan maka

dirjen HAKI atas nama mentri kehakiman memberitahukan

secara tertulis kepada pemohon agar melengkapinya dalam

jangka waktu tiga bulan sejak pemberitahuan.

10) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan di periksa

secara atministratif oleh dirjen HAKI, yang kemudian hasilnya
dilaporkan kepada mentri kehakiman untuk mendapatkan
keputusa.
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Paket 9
HAK PATEN, MEREK, DESAIN INDUSTRI, DESAIN TATA LETAK
SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini didesain untuk mengantarkan mahasiswa
memahami tentang Hak Paten, Merek, Desain Industri, Desain tata letak
sirkuit terpadu, serta Rahasia Dagang. Perkuliahan akan dibawa pada
bagaimana mengetahui dan memahami perundang-undangan yang
berkaitan dengan Hak Paten, Merek, Desain Industri, Desain tata letak
sirkuit terpadu, serta Rahasia Dagang sebagai suatu kajian yang
menunjukkan pembidangan dari hukum ekonomi. Paket ini merupakan
paket lanjutan yang menjadi pengantar untuk masuk pada materi
berikutnya.

Secara detail, paket ini akan mengkaji secara khusus beberapa hal
dalam memahami hukum ekonomi, yaitu tentang bagian-bagian dari hukum
ekonomi serta beberapa hal yang terkait dengan Hak Paten, Merek, Desain
Industri, Desain tata letak sirkuit terpadu, serta Rahasia Dagang yang
merupakan bagian dari mata kuliah hukum ekonomi. Berdasarkan materi
yang tersaji tersebut, mahasiswa diharapkan mampu memahami masalah-
masalah riil dari hukum ekonomi. Sebelum perkuliahan dilakukan, dosen
akan mengantarkan perkuliahan di paket ini dengan materi tentang
perkembangan dan isu-isu yang berkaitan dengan Hak Paten, Merek,
Desain Industri, Desain tata letak sirkuit terpadu, serta Rahasia Dagang.

Selanjutnya, dosen akan meminta mahasiswa untuk mengatur menjadi
3 deret berbentuk U. Masing-masing mahasiswa diberi selembar kertas
untuk menulis sebuah pertanyaan. Setelah selesai, maka kertas itu ditukar
dnegan temannya di sisi Kkiri dan kanan. Selanjutnya, proses diskusi
dilakukan dengan cara memberikan waktu pada mahasiswa lain untuk
merespon dan menjawab pertanyaan yang disampaikan tersebut.

Demikian seterusnya, hingga waktu yang ditentukan berakhir. Di akhir
sesi diskusi, dosen akan melakukan klarifikasi dan membuat benang merah



agar tujuan paket ini tercapai. Penguasaan dasar-dasar dalam Paket 9 ini
diharapkan menjadi modal mahasiswa untuk mempelajari paket
selanjutnya, terutama materi-materi dasar yang termasuk dalam bidang
hukum ekonomi.

Penyiapan media pembelajaran dalam proses perkuliahan ini menjadi
sesuatu yang sangat penting untuk efektifitas seluruh proses yang
berlangsung. Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa
kertas ukuran 10x10 cm, LCD dan Laptop sebagai media pembelajaran
utama. Selain itu, perkuliahan ini juga membutuhkan spidol, papan tulis
sebagai alat yang menunjang efektifitas proses perkuliahan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan
Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti materi Hak Paten, Merek, Desain Industri,
Desain tata letak sirkuit terpadu, serta Rahasia Dagang mahasiswa
diharapkan mampu memahami aturan norma perundang-undangan yang
berkaitan dengan Hak Paten, Merek, Desain Industri, Desain tata letak
sirkuit terpadu, serta Rahasia Dagang.

Indikator
Di akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat:

¢ Mampu menyebutkan norma dasar dari Hak Paten, Merek, Desain
Industri, Desain tata letak sirkuit terpadu, serta Rahasia Dagang

e Mampu menjelaskan materi dari perundang-undangan tentang Hak
Paten, Merek, Desain Industri, Desain tata letak sirkuit terpadu, serta
Rahasia Dagang.

¢ Mampu menganalisis masalah-masalah aktual yang berkaitan dengan
Hak Paten, Merek, Desain Industri, Desain tata letak sirkuit terpadu,
serta Rahasia Dagang

Waktu

2 X 45 menit



Materi Pokok

1. Pengertian Hak Paten, Merek, Desain Industri, Desain tata letak
sirkuit terpadu, serta Rahasia Dagang.

2. Landasan hukum Hak Paten, Merek, Desain Industri, Desain tata
letak sirkuit terpadu, serta Rahasia Dagang.

3. Studi kasus tentang Hak Paten, Merek, Desain Industri, Desain tata
letak sirkuit terpadu, serta Rahasia Dagang.

Kegiatan Perkuliahan
Kegiatan Awal (10 menit)

1. Mengatur kelas dengan tempat duduk/kursi perkuliahan menjadi 3
deret berbentuk huruf U.

2. Penjelasan tujuan perkuliahan materi paket hubungan hukum dan
ekonomi dan kompetensi yang ingin dicapai setelah proses
kegiatan pembelajaran.

3. Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mereview
bagaimana Proses perkuliahan untuk mengukur seberapa besar
mahasiswa mampu menyerap materi yang diberikan.

Kegiatan Inti (90 menit)

1. Mahasiswa diberikan sepotong kertas yang akan digunakan untuk
menuliskan masing-masing 1 pertanyaan terkait materi yang sudah
dibaca sebelumnya.

2. Pertanyaan-pertanyaan yang ditulis oleh mahasiswa ditukar dengan
pertanyaan mahasiswa di deret kanan Kirinya.

3. Masing-masing mahasiswa yang telah mendapatkan pertanyaan
dari temannya, kemudian mencermati pertanyaan dan berusaha
menemukan jawaban dengan metode snow ball.

4. Karena keterbatasan waktu, maka tidak semua pertanyaan yang
ada dibacakan dan didiskusikan tetapi ditunjuk secara acak. Hal ini
dilakukan seterusnya sampai mencukupi waktu yang telah
ditentukan.



5. Memberikan penjelasan tentang hal-hal yang tidak tercover dengan
metode dynamic lecturer.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Membuat benang merah materi perkuliahan
2. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa
3. Memberikan Motivasi

Kegiatan Tindak Lanjutan (10 menit)

1. Memberi tugas article review
2. Memberikan Aand out materi selanjutnya, yaitu tentang hukum
perlindungan konsumen.

Lembar Kegiatan

Menyediakan dan membagikan kertas kosong ukuran 10x10 cm. Kertas
tersebut diberikan kepada masing-masing mahasiswa secara bergantian
yang akan mereka gunakan untuk mengisi tabel tentang hubungan hukum
dan ekonomi. Masing-masing mahasiswa menuliskan 1 temuannya.

Tujuan

Mahasiswa mampu memahami aturan, norma hukum maupun perundang-
undangan tentang Hak Paten, Merek, Desain Industri, Desain tata letak
sirkuit terpadu, serta Rahasia Dagang. Sehingga mahasiswa diharapkan
paham dengan materi yang diberikan serta memiliki tanggung jawab untuk
menganalisa masalah-masalah pokok terkait dengan kasus-kasus Hak
Paten, Merek, Desain Industri, Desain tata letak sirkuit terpadu, serta
Rahasia Dagang .

Bahan dan Alat
Hard copy paket materi/softfile materi, kertas A4, dan spidol

Langkah Kegiatan



1. Masing-masing mahasiswa diberi sepotong kertas yang akan
digunakan untuk menuliskan masing-masing 1 hal yang berkaitan
dengan Hak Paten, Merek, Desain Industri, Desain tata letak
sirkuit terpadu, serta Rahasia Dagang yang sudah kaji sebelumnya.

2. Temuan tentang Hak Paten, Merek, Desain Industri, Desain tata
letak sirkuit terpadu, serta Rahasia Dagang yang telah ditulis oleh
mahasiswa, ditukar dengan temuan mahasiswa lainnya yang berada
disamping kanan Kirinya.

3. Masing-masing mahasiswa yang telah menukarkan kertas berisi
temuan, akan mencermati temuan hasil persilangan dan berusaha

mengkritisi daftar temuan dalam tabel.

Uraian materi

HAK PATEN, MEREK, DESAIN INDUSTRI,
RAHASIA DAGANG dan DESAIN TATA LETAK TERPADU

A. Hak Paten
Hak Paten adalah suatu hak khusus yang eksklusif berupa

penemuan baru yang diterapkan dalam bidang-bidang perindustrian, yang
diberikan Negara kepada penemunya atas hasil temuannya dibidang
teknologi selama waktu tertentu, untuk melaksanakan sendiri
penemuannya tersebut atau memberikan persetujuan kepada orang lain
untuk melaksanakannya. Penemuan di sini adalah suatu kegiatan
pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi yang dapat dalam
wujud suatu :

a. Proses

b. Hasil produksi

¢. Penyempurnaan dan pengembangan proses

d. Peyempurnaan dan pengembangan hasil produksi



Adapun yang menjadi subjek paten yang diatur dalam undang-
undang no 14 tahun 2001 pasal 10 menyebutkan :
a. Yang berhak memperoleh paten adalah inventor(Penemu) atau
yang menerima lebih lanjut hak inventor yang bersangkutan.
b. Jika dalam suatu invensi dihasilkan oleh beberapa orang secara
bersama, hak atas invesi tersebut dimiliki secara bersama oleh
inventor yang bersangkutan.

Dan bagaimana pula halnya permohonan diajukan oleh permohonan
paten, yang bukan inventor. Maka mengenai ketentuan ini di dalam pasal
23 undang-undang no 14 tahun 2001 menyebutkan :

a. Apabila permohonan diajukan oleh pemohon yang bukan inventor
permohonan tersebut harus disertai pernyataan yang dilengkapi
bukti yang cukup bahwa ia berhak atas invensi yang bersangkutan.

b. Inventor dapat meneliti surat permohonan yang diajukan oleh
pemohon yang bukan inventor sebagaimana dimaksud pada ayat 1
dan atas biayanya sendiri dapat meminta salinan dokumen
permohonan tersebut.

Untuk jangka waktu berlakunya hak paten dapat dibedakan dua
macam yaitu:

a. Paten biasa
Paten dapat diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun
terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak
dapat diperpanjang(Pasal 8 UU nol4 tahun 2001).

b. Paten sedehana
Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung
sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat di
perpanjang(pasal 9 UU no 14 tahun 2001).

B. MEREK

Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata,huruf-huruf, angka-
angka, susunan warna atau kombinasi dari unsure-unsur tersebut yang
memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang
atau jasa.
1. Merek Dagang

Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh
seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk
membedakan dari barang-barang sejenis lainnya.
2. Merek Jasa



Merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh
seorang atau beberapa orang bersama-sama atau badan hukum untuk
membedakan dari barang-barang sejenis lainnya.

3. Merek Kolektif

Merek yang digunakan pada barang atau jasa dengan karakteristik
yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum
secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang atau jasa sejenis
lainnya.

Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan Negara kepada
pemilik mereke yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka
waktu tertentu menggunakan sendiri merek tersebut atau member izin
kepada seseorang secara bersama-sama atau badan huku, untuk
menggunakannya. Dasar hukum hak merek adalah UU no 15 tahun 2001.

C. DESAIN INDUSTRI

Desain industri adalah bagian dari hak kekayaan intelektual.
Perlindungan desain industri berdasarkan pada konsep pemikiran bahwa
lahirnya desain industri tidak terlepas dari kemampuan kreatifitas cipta,
rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Jadi ia merupakan produk
intelektual manusia,produk peradaban manusia.

Dasar hukum desain industri adalah UU no 31 tahun 2000. Dengan
adanya dasar hukum mengenai desain industri akan memberikan kepastian
bagi para pelaku bisnis dalam menjalankan kegiatannya.

Dapat juga dikatakan yang dimaksud dengan desain industri adalah
suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna
atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk tiga
dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu
produk, barang komuditas industri, atau kerajinan tangan.

Sedangkan hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan
olenh Negara republik Indonesia kepada pendesain atau hasil kreasinya
untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memebrikan
persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut, dengan
jangka waktu perindungan hukum hak desain industri adalah sepuluh tahun.

D. RAHASIA DAGANG

Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum
di bidang teknologi dan tau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena
berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiannya oleh pemilik
rahasia dagang. UU yang mengatur rahasia dangang adalah UU No 30
tahun 2000.



Rahasia dagang berkembang selaras dengan perkembangan budaya
dan industrialisasi pada hampir sama bidang yang bersifat kompetitif dan
individualistik. Rahasia dagang sebagian dari sistem hak kekayaan
intelektual patut diberi perlindungan sebagaimana objek HAKI lainnya.

Lingkup perlindungan rahasia dagang melingkupi metode produksi,
metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang
teknologi dan atau bisnis memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh
masyarakat umum. Untuk medapatkan perlindungan rahasia dagang tidak
perlu diajukan pendaftaran, karena undang-undang secara langsung
melindungi rahasia dagang tersebut apabila informasi tersebut rahasia,
mempunyai nilai ekonomi, dan di jaga kerahasiaannya melalui upaya
sebagaimana mestinya. Dilihat dari definisi tersebut terdapat unsur-unsur,
sebagai berikut:

1. informasi yang tidak diketahui umum di bidang tekhnologi atau bisnis
2. mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan
3. dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang

Dalam pasal 2 UU No. 30 Tahun 2000, bahwa Ruang Lingkup dari
rahasia dagang adalah Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi
metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan atau informasi lain
di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak
diketahui oleh masyarakat umum. Informasi tersebut harus memiliki nilai
ekonomis, bersifat aktual dan potensial, tidak diketahui umum serta tidak
dapat dipergunakan oleh orang lain yang tidak secara detail mengetahui
informasi tersebut. Informasi inipun harus secara konsisten dijaga
kerahasiaannya (dengan langkah-langkah tertentu menurut ukuran wajar),
sehingga tidak dapat dipergunakan oleh orang lain, karena dengan
informasi tersebut seseorang dapat memperoleh keunggulan kompetitif
untuk bersaing dengan kompetitornya yang tidak mengetahui informasi
tersebut. Kelalaian pemilik informasi atas hal ini dapat menggugurkan
eksistensi rahasia dagang itu sebagai Hak Milik Intelektual.

Informasi dalam rahasia dagang dikelompokkan dalam informasi
dibidang teknologi dan informasi dibidang bisnis. Adapun yang
dimasukkan dalam informasi teknologi, adalah :

a. informasi tentang penelitian dan pengembangan suatu teknologi
b. informasi tentang produksi/proses
c. informasi mengenai kontrol mutu

Sedangkan yang dimaksud dalam informasi bisnis, adalah :
a. informasi yang berkaitan dengan penjualan dan pemasaran suatu produk
b. informasi yang berkaitan dengan para langganan



c. informasi tentang keuangan
d. informasi tentang administrasi

Informasi yang terdapat dalam iklan, brosur, buku panduan
pengoperasian, yang diberikan kepada masyarakat adalah informasi yang
tidak lagi dikategorikan dalam informasi yang diatur dalam rahasia dagang.
Dengan adanya unsur kerahasiaan dalam rahasia dagang ini menyebabkan
rahasia dagang tidak memiliki batas jangka waktu perlindungan, yang
terpenting adalah selama pemilik rahasia dagang tetap melakukan upaya
untuk menjaga kerahasiaan dari informasi, maka informasi ini masih tetap
dalam perlindungan rahasia dagang.

Berbeda dengan hak cipta atau paten, perlindungan terhadap
rahasia dagang tidak memiliki jangka waktu yang terbatas. Oleh karenanya
banyak inventor yang merasa perlindungan yang diberikan oleh rahasia
dagang lebih menguntungkan dibandingkan dengan perlindungan hak milik
intelektual lainnya. Seperti paten dimana untuk mendapatkan
perlindungannya seorang inventor harus benar-benar menemukan sesuatu
yang sifatnya baru (novelty), adanya langkah inventif, serta harus
memenuhi syarat-syarat yang sangat kompleks yang ditetapkan Kantor
Paten. Selain itu memiliki jangka waktu selama 20 tahun terhitung sejak
tanggal penerimaan dan jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang.
Setelah tercapainya jangka waktu tersebut hak paten tersebut akan
diumumkan ke publik.

Sedangkan rahasia dagang dapat dilakukan secara lebih fleksibel
karena tidak terikat syarat-syarat formal seperti halnya yang terjadi dalam
sistem hukum paten, yang memerlukan pemenuhan formalitas dan proses
pemeriksaan dan rahasia dagang memiliki jangka waktu yang tidak
terbatas. Rahasia dagang mendapat perlindungan apabila informasi itu:

e Bersifat rahasia hanya diketahui oleh pihak tertentu bukan secara
umum oleh masyarakat,

e Memiliki nilai ekonomi apabila dapat digunakan untuk
menjalankan kegiatan atau usaha yg bersifat komersial atau dapat
meningkatkan keuntungan ekonomi,

e Dijaga kerahasiaannya apabila pemilik atau para pihak yang
menguasainya telah melakukan langkah-langkah yang layak dan
patut.

Tidak dianggap sebagai pelanggaran rahasia dagang apabila:

e Mengungkap untuk kepentingan hankam, kesehatan, atau
keselamatan masyarakat,


http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi

e Rekayasa ulang atas produk yang dihasilkan oleh penggunaan
rahasia dagan milik orang lain yang dilakukan semata-mata untuk
kepentingan pengembangan lebih lanjut produk yang bersangkutan.

Lama Perlindungan

Beberapa alasan/keuntungan  penerapan Rahasia  Dagang
dibandingkan Paten adalah karya intelektual tidak memenuhi persyaratan
paten, masa perlindungan yang tidak terbatas, proses perlindungan tidak
serumit dan semahal paten, lingkup dan perlindungan geografis lebih luas.

Pelanggaran dan Sanksi

Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan dan
mengungkapkan Rahasia Dagang, mengingkari kesepakatan atau
mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga Rahasia
Dagang yang bersangkutan, atau pihak lain yang memperoleh/menguasai
Rahasia Dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah).

Prosedur Perlindungan

Untuk mendapat perlindungan Rahasia Dagang tidak perlu
diajukan pendaftaran (berlangsung secara otomatis), karena undang-undang
secara langsung melindungi Rahasia Dagang tersebut apabila informasi
tersebut bersifat rahasia, bernilai ekonomis dan dijaga kerahasiaannya,
kecuali untuk lisensi Rahasia Dagang yang diberikan. Lisensi Rahasia
Dagang harus dicatatkan ke Ditjen. HAKI - DepkumHAM.

E. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Dasar Perlindungan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu. Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam
bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen
dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif,
yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara
terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk
menghasilkan fungsi elektronik. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa
rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-
kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian
atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga



dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu.
Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang
diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil
kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau
memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak
tersebut.

1. Lisensi

Pemegang Hak berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain
berdasarkan perjanjian Lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, kecuali jika diperjanjikan lain. Pasal
26: Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25, Pemegang Hak tetap dapat melaksanakan sendiri atau memberi
Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, kecuali jika diperjanjikan lain. (Pasal 27).

Perjanjian Lisensi wajib dicatatkan dalam Daftar Umum Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu pada Direktorat Jenderal dengan dikenai biaya
sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Perjanjian Lisensi yang tidak dicatatkan dalam Daftar Umum
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak berlaku terhadap pihak ketiga.
Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diumumkan
dalam Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.

2. Bentuk dan Isi Perjanjian

1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat Kketentuan yang dapat
menimbulkan akibat yang merugikan bagi perekonomian Indonesia
atau memuat  ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha
tidak sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

2) Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi
yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

3) Ketentuan mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur dengan
Keputusan Presiden.

3. Pengalihan Hak
a. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dapat beralih atau dialihkan
dengan:
1. pewarisan;
2. hibah;
3. wasiat;
4. perjanjian tertulis; atau



5. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-
undangan;

Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak.
Segala bentuk pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicatat dalam Daftar Umum
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu pada Direktorat Jenderal dengan
membayar biaya sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Pengalihan Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang tidak
dicatatkan dalam Daftar Umum Desain Tata Letak sirkuit Terpadu tidak
berakibat  hukum pada pihak ketiga. Pengalihan Hak Desain Tata Letak
Sirkuit Terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diumumkan dalam
Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Pengalihan Hak Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu tidak menghilangkan hak Pendesain untuk
tetap dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam sertifikat Desain
Tata Letak Sirkuit Terpadu, Berita Resmi Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu maupun dalam Daftar Umum Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.



Paket 10
HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini didesain untuk mengantarkan mahasiswa
memahami tentang hukum perlindungan konsumen. Perkuliahan akan
dibawa pada bagaimana mengetahui dan memahami aturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen sebagai
suatu kajian yang menunjukkan bagian-bagian dari hukum ekonomi. Paket
ini merupakan paket lanjutan yang menjadi pengantar untuk masuk pada
materi berikutnya.

Secara detail, paket ini akan mengkaji secara khusus beberapa hal
dalam memahami hukum perlindungan konsumen, yaitu sebagai bagian-
bagian dari hukum ekonomi serta beberapa hal yang terkait dengan masalah
yang menghubungkan dengan mata kuliah hukum ekonomi. Berdasarkan
materi yang tersaji tersebut, mahasiswa diharapkan mampu memahami
masalah pokok (dasar) dari hukum perlindungan konsumen. Sebelum
perkuliahan dilakukan, dosen akan mengantarkan perkuliahan di paket ini
dengan materi tentang perkembangan kasus-kasus perlindungan konsumen
di Indonesia.

Selanjutnya, dosen akan meminta mahasiswa untuk mengatur menjadi
3 deret berbentuk U. Masing-masing mahasiswa diberi selembar kertas
untuk menulis sebuah pertanyaan. Setelah selesai, maka kertas itu ditukar
dnegan temannya di sisi Kkiri dan kanan. Selanjutnya, proses diskusi
dilakukan dengan cara memberikan waktu pada mahasiswa lain untuk
merespon dan menjawab pertanyaan yang disampaikan tersebut.

Demikian seterusnya, hingga waktu yang ditentukan berakhir. Di akhir
sesi diskusi, dosen akan melakukan klarifikasi dan membuat benang merah
agar tujuan paket ini tercapai. Penguasaan dasar-dasar dalam Paket 10 ini
diharapkan menjadi modal mahasiswa untuk mempelajari paket
selanjutnya, terutama materi-materi dasar yang termasuk dalam komponen
hukum ekonomi.



Penyiapan media pembelajaran dalam proses perkuliahan ini menjadi
sesuatu yang sangat penting untuk efektifitas seluruh proses yang
berlangsung. Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa
kertas ukuran 10x10 cm, LCD dan Laptop sebagai media pembelajaran
utama. Selain itu, perkuliahan ini juga membutuhkan spidol, papan tulis
sebagai alat yang menunjang efektifitas proses perkuliahan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan
Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti materi hukum perlindungan konsumen
mahasiswa diharapkan mampu memahami aturan perundang-undangan
tentang perlindungan konsumen.

Indikator
Di akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat:
¢ Mampu menyebutkan aturan perundang-undangan tentang
perlindungan konsumen.
e Mampu menjelaskan aturan perundang-undangan tentang
perlindungan konsumen.
e Mampu menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan
perlindungan konsumen.
Waktu
2 x 45 menit
Materi Pokok

1. Pengertian hukum perlindungan konsumen.
2. Aturan perundang-undangan tentang hukum perlindungan konsumen.
3. Analisa kasus perlindungan konsumen.

Kegiatan Perkuliahan



Kegiatan Awal (10 menit)

1.

Mengatur kelas dengan tempat duduk/kursi perkuliahan menjadi 3
deret berbentuk huruf U.

Penjelasan tujuan perkuliahan materi paket tentang hukum
perlindungan konsumen dan kompetensi yang ingin dicapai setelah
proses kegiatan pembelajaran.

Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mereview
bagaimana Proses perkuliahan untuk mengukur seberapa besar
mahasiswa mampu menyerap materi yang diberikan.

Kegiatan Inti (90 menit)

1.

Mahasiswa diberikan sepotong kertas yang akan digunakan untuk
menuliskan masing-masing 1 pertanyaan terkait materi yang sudah
dibaca sebelumnya.

Pertanyaan-pertanyaan yang ditulis oleh mahasiswa ditukar dengan
pertanyaan mahasiswa di deret kanan Kirinya.

Masing-masing mahasiswa yang telah mendapatkan pertanyaan
dari temannya, kemudian mencermati pertanyaan dan berusaha
menemukan jawaban dengan metode srnow ball.

Karena keterbatasan waktu, maka tidak semua pertanyaan yang
ada dibacakan dan didiskusikan tetapi ditunjuk secara acak. Hal ini
dilakukan seterusnya sampai mencukupi waktu yang telah
ditentukan.

Memberikan penjelasan tentang hal-hal yang tidak tercover dengan
metode dynamic lecturer.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1.
2.
3.

1.

Membuat benang merah materi perkuliahan
Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa
Memberikan Motivasi

Kegiatan Tindak Lanjutan (10 menit)

Memberi tugas article review



2.  Memberikan Aand out materi selanjutnya, yaitu hukum pasar modal.

Lembar Kegiatan

Menyediakan dan membagikan kertas kosong ukuran 10x10 cm. Kertas
tersebut diberikan kepada masing-masing mahasiswa secara bergantian
yang akan mereka gunakan untuk mengisi tabel tentang hukum
perlindungan konsumen. Masing-masing mahasiswa menuliskan 1
temuannya.

Tujuan

Mahasiswa mampu memahami hukum perlindungan konsumen. Sehingga
mahasiswa diharapkan paham dengan materi yang diberikan serta memiliki
tanggung jawab untuk menganalisa masalah-masalah pokok terkait dengan
perkembangan hukum perlindungan konsumen.

Bahan dan Alat
Hard copy paket materi/softfile materi, kertas A4, dan spidol
Langkah Kegiatan

1. Masing-masing mahasiswa diberi sepotong kertas yang akan
digunakan untuk menuliskan masing-masing 1 hal yang berkaitan
dengan hukum perlindungan konsumen yang sudah Kaji
sebelumnya.

2. Temuan tentang hukum perlindungan konsumen yang telah ditulis
olen mahasiswa, ditukar dengan temuan mahasiswa lainnya yang
berada disamping kanan kirinya.

3. Masing-masing mahasiswa yang telah menukarkan kertas berisi
temuan, akan mencermati temuan hasil persilangan dan berusaha

mengkritisi daftar temuan dalam tabel.



Uraian materi

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

Dasar Hukum Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen yang berlaku di Indonesia
memiliki dasar hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan
adanya dasar hukum yang pasti, perlindungan terhadap hak-hak konsumen
bisa dilakukan dengan penuh optimisme. Hukum Perlindungan Konsumen
merupakan cabang dari Hukum Ekonomi. Alasannya, permasalahan yang
diatur dalam hukum konsumen berkaitan erat dengan pemenuhan
kebutuhan barang / jasa. Pada tanggal 30 Maret 1999, Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) telah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU)
tentang perlindungan konsumen untuk disahkan oleh pemerintah setelah
selama 20 tahun diperjuangkan. RUU ini sendiri baru disahkan oleh
pemerintah pada tanggal 20 april 1999.

Dasar hukum perlindungan konsumen adalah:

1. Undang Undang Dasar 1945 Pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1),
Pasal 21 ayat (1), Pasal 27 , dan Pasal 33.

2. Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No.
42 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821

3. Undang Undang No. 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Usaha Tidak Sehat.

4. Undang Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbritase dan
Alternatif Penyelesian Sengketa

5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan
Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

6. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No.
235/DJPDN/VI11/2001 Tentang Penangan pengaduan konsumen
yang ditujukan kepada Seluruh dinas Indag Prop/Kab/Kota

7. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No. 795
/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan
Konsumen



Dengan diundang-undangkannya masalah perlindungan konsumen,
dimungkinkan dilakukannya pembuktian terbalik jika terjadi sengketa
antara konsumen dan pelaku usaha. Konsumen yang merasa haknya
dilanggar bisa mengadukan dan memproses perkaranya secara hukum di
badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK).

Dasar hukum tersebut bisa menjadi landasan hukum yang sah
dalam soal pengaturan perlindungan konsumen. Di samping UU
Perlindungan Konsumen, masih terdapat sejumlah perangkat hukum lain
yang juga bisa dijadikan sebagai sumber atau dasar hukum sebagai berikut :
1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2001

Tanggal 21 Juli 2001 tentang Badan Perlindungan Konsumen
Nasional.

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001
Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2001
Tanggal 21 Juli 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen
Swadaya Masyarakat.

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2001
Tanggal 21 Juli 2001 tentang Pembentukan Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen Pemerintah Kota Medan, Kota Palembang, Kota
Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, Kota Bandung, Kota Semarang,
Kota Yogyakarta Kota Surabaya, Kota Malang, dan Kota Makassar.

5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 302/MPP/KEP/10/2001 tentang Pendaftaran Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat.

6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia
Nomor 605/MPP/KEP/8/2002 tentang Pengangkatan Anggota Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kota Makassar,
Kota Palembang, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota
Yogyakarta, dan Kota Medan.

Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang No 8 tahun
1999. Yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya
yang menjamin adanya kepasttian hukum untuk memeberi perlindungan
kepada konsumen. Sedangkan yang dimaksud konsumen adalah setiap
orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik
bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup
lain dan tidak untuk diperdagangkan.(pasal 1 UU no 8 tahun 1999).
a. Asas dan Tujuan perlidungan konsumen



Dalam ketentuan pasal 2 UU no 8 tahun 1999, bahwa

perlindungan konsumen berasaskan:

1.

Asas manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan UUPK harus
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak,
konsumen dan pelaku usaha. Sehingga tidak ada satu pihak yang
kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah
pihak harus memperoleh hak-haknya.

Asas keadilan

Diharapkan melalui asas ini konsumen dan pelaku usaha dapat
memperolen haknya dan menunaikan kewajibannya secara
seimbang.

Asas keseimbangan

Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen,
pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang,
tidak ada pihak yang lebih dilindungi.

. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Diharapkan penerapan UU PK akan memberikan jaminan atas
keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan,
pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi
atau digunakan.

Asas kepastian hukum

Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati
hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan
perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum

Sedangkan tujuan dari perlindungan konsumen adalah :

a.

b.

C.

Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen
untuk melindungi diri.

Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkan dari ekses negative pemakaian barang dan atau jasa.
Meningkatkan ~ pemberdayaan  konsumen  dalam  memilih,
menentukan, dan menuntuk hak-haknya pada konsumen.

. Menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung

unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses
untuk mendapatkan informasi.

Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha.

Meningkatakan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan jasa, kesehatan,
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.



Perlindungan konsumen bertujuan:

a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen
untuk melindungi diri;

b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan / atau
jasa;

c. meningkatkan  pemberdayaan konsumen dalam  memilih,
menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung
unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses
untuk mendapatkan informasi;

e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan
bertanggung jawab dalam berusaha;

f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang, menjamin
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan,
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak konsumen adalah:

1.
2.

~No ok w

Konsumen berhak atas produk yang aman.
Konsumen berhak atas segala informasi yang relevan terhadap produk
yang dipakainya.

. Konsumen memiliki hak untuk berbicara dan didengar

. Konsumen berhak memilih produk yang akan dibeli.

. Konsumen berhak mendapatkan edukasi tentang pembelian mereka.
. Konsumen berhak untuk mendapatkan pelayanan yang baik1

. Hak untuk mendapatkan ganti rugi

Kewajiban konsumen adalah:

a.

membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian
atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan
keselamatan;

beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau
jasa;

membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen
secara patut.



Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha adalah:

a.

hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan
mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang
diperdagangkan;

hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang
beritikad tidak baik;

hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian
hukum sengketa konsumen;

hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa
kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan / atau jasa yang
diperdagangkan;

hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya

Kewajiban pelaku usaha adalah:

a.
b.

beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan
jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan pcnggunaan,
perbaikan dan pemeliharaan;

memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta
tidak diskriminatif;

menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau
diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau
jasa yang berlaku;

memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau
mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau
garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian
akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa
yang diperdagangkan;

memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang
dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan
perjanjian.

PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA



Pelaku usaha dilarang menawarkan jasa yang tidak memenuhi atau
tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dan Kketentuan peraturan
perundang-undangan, tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan
keterangan, iklan atau promosi atas penawaran jasa tersebut. Tidak
membuat perjanjian atas pengikatan jasa tersebut dalam bahasa Indonesia
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (pasal 8).

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu
barang dan atau jasa secara tidak benar, dan atau seolah-olah secara
langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan atau jasa lain (pasal
9).

Pasal 10: Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang
ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan,
mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau
menyesatkan mengenai: Harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa.

Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan
suatu barang dan atau jasa dengan cara menjanjikan pemberian hadiah
berupa barang dan atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak
memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya
(pasal 13).

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan
untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah melalui cara undian,
dilarang untuk:

a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang dijanjikan;
b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa;

c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan;

d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang dijanjikan.
(pasal 14)

KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU

Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-
syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara
sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau
perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Misalnya:
Kwitansi/ faktur pembelian barang yang menyatakan: Barang yang sudah
dibeli tidak dapat ditukar atau dikembalikan.

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan
untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula
baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila:



(a) Menyatakan tunduk-nya konsumen kepada peraturan yang berupa
aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau peng-ubahan lanjutan yang
dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan
jasa yang dibelinya.

(b) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau
bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang
pengungkapannya sulit dimengerti.

(c) Setiap klausula yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen
atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 dan 2 dinyatakan batal demi hukum.

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pasal 19

Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang
dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian
uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara
nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari
setelah tanggal transaksi.

Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak
menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan
pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku
apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut
merupakan kesalahan konsumen



Paket 11
HUKUM PASAR MODAL

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini didesain untuk mengantarkan mahasiswa
memahami tentang hukum pasar modal. Perkuliahan akan dibawa pada
bagaimana mengetahui dan memahami komponen hukum pasar modal
sebagai suatu kajian yang menunjukkan bagian-bagian dari hukum pasar
modal. Paket ini merupakan paket lanjutan yang menjadi pengantar untuk
masuk pada materi berikutnya.

Secara detail, paket ini akan mengkaji secara khusus beberapa hal
dalam memahami hukum pasar modal, yaitu tentang landasan hukumnya,
serta beberapa hal yang terkait dengan masalah pasar modal yang
menghubungkan dengan mata kuliah hukum ekonomi. Berdasarkan materi
yang tersaji tersebut, mahasiswa diharapkan mampu memahami masalah
pokok (dasar) dari hukum pasar modal. Sebelum perkuliahan dilakukan,
dosen akan mengantarkan perkuliahan di paket ini dengan materi tentang
perkembangan hukum pasar modal.

Selanjutnya, dosen akan meminta mahasiswa untuk mengatur menjadi
3 deret berbentuk U. Masing-masing mahasiswa diberi selembar kertas
untuk menulis sebuah pertanyaan. Setelah selesai, maka kertas itu ditukar
dnegan temannya di sisi Kiri dan kanan. Selanjutnya, proses diskusi
dilakukan dengan cara memberikan waktu pada mahasiswa lain untuk
merespon dan menjawab pertanyaan yang disampaikan tersebut.

Demikian seterusnya, hingga waktu yang ditentukan berakhir. Di akhir
sesi diskusi, dosen akan melakukan klarifikasi dan membuat benang merah
agar tujuan paket ini tercapai. Penguasaan dasar-dasar dalam Paket 11 ini
diharapkan menjadi modal mahasiswa untuk mempelajari paket
selanjutnya, terutama materi-materi lanjutan yang termasuk dalam hukum
pasar modal.



Penyiapan media pembelajaran dalam proses perkuliahan ini menjadi
sesuatu yang sangat penting untuk efektifitas seluruh proses yang
berlangsung. Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa
kertas ukuran 10x10 cm, LCD dan Laptop sebagai media pembelajaran
utama. Selain itu, perkuliahan ini juga membutuhkan spidol, papan tulis
sebagai alat yang menunjang efektifitas proses perkuliahan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan
Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti materi hukum pasar modal, mahasiswa
diharapkan mampu memahami aturan perundang-undangan dari hukum
pasar modal serta menganalisa tentang kasus pasar modal.

Indikator
Di akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat:
¢ Mampu menyebutkan aturan perundang-undangan dari hukum pasar
modal.

e Mampu menjelaskan isi (content) dari Undang-Undang pasar modal.

¢ Mampu menganalisis masalah-masalah yang terjadi di pasar modal.
Waktu
2 x 45 menit

Materi Pokok

1. Pengertian hukum pasar modal.
2. Undang-Undang tentang pasar modal.
3. Materi-materi pokok dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (10 menit)



1.

Mengatur kelas dengan tempat duduk/kursi perkuliahan menjadi 3
deret berbentuk huruf U.

Penjelasan tujuan perkuliahan materi paket hukum pasar modal dan
kompetensi yang ingin dicapai setelah proses kegiatan
pembelajaran.

Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mereview
bagaimana Proses perkuliahan untuk mengukur seberapa besar
mahasiswa mampu menyerap materi yang diberikan.

Kegiatan Inti (90 menit)

1.

Mahasiswa diberikan sepotong kertas yang akan digunakan untuk
menuliskan masing-masing 1 pertanyaan terkait materi yang sudah
dibaca sebelumnya.

Pertanyaan-pertanyaan yang ditulis oleh mahasiswa ditukar dengan
pertanyaan mahasiswa di deret kanan kirinya.

Masing-masing mahasiswa yang telah mendapatkan pertanyaan
dari temannya, kemudian mencermati pertanyaan dan berusaha
menemukan jawaban dengan metode srnow ball.

Karena keterbatasan waktu, maka tidak semua pertanyaan yang
ada dibacakan dan didiskusikan tetapi ditunjuk secara acak. Hal ini
dilakukan seterusnya sampai mencukupi waktu yang telah
ditentukan.

Memberikan penjelasan tentang hal-hal yang tidak tercover dengan
metode dynamic lecturer.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1.
2.
3.

1.
2.

Membuat benang merah materi perkuliahan
Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa
Memberikan Motivasi

Kegiatan Tindak Lanjutan (10 menit)

Memberi tugas article review
Memberikan Aand out materi selanjutnya, yaitu tentang GATT-WTO.



Lembar Kegiatan

Menyediakan dan membagikan kertas kosong ukuran 10x10 cm. Kertas
tersebut diberikan kepada masing-masing mahasiswa secara bergantian
yang akan mereka gunakan untuk mengisi tabel tentang hukum pasar
modal. Masing-masing mahasiswa menuliskan 1 temuannya.

Tujuan

Mahasiswa mampu memahami hukum pasar modal di Indonesia. Sehingga
mahasiswa diharapkan paham dengan materi yang diberikan serta memiliki
tanggung jawab untuk menganalisa masalah-masalah pokok terkait dengan
hukum pasar modal.

Bahan dan Alat
Hard copy paket materi/softfile materi, kertas A4, dan spidol
Langkah Kegiatan

1. Masing-masing mahasiswa diberi sepotong kertas yang akan
digunakan untuk menuliskan masing-masing 1 hal yang berkaitan
dengan hukum pasar modal yang sudah kaji sebelumnya.

2. Temuan tentang hukum pasar modal yang telah ditulis oleh
mahasiswa, ditukar dengan temuan mahasiswa lainnya yang berada
disamping kanan Kirinya.

3. Masing-masing mahasiswa yang telah menukarkan kertas berisi
temuan, akan mencermati temuan hasil persilangan dan berusaha

mengkritisi daftar temuan dalam tabel.

Uraian materi



HUKUM PASAR MODAL

Pengertian Pasar Modal

Pasar modal pada hakekatnya adalah pasar yang tidak berbeda jauh
dengan pasar tradisional yang selama ini kita kenal, dimana ada pedagang,
pembeli dan juga tawar menawar harga. Pasar modal dapat juga diartikan
sebagai sebuah wahana yang mempertemukan pihak yang membutuhkan
dana dengan pihak yang menyediakan dana sesuai dengan aturan yang
ditetapkan oleh lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar
modal mempunyai posisi yang strategis dalam pembangunan ekonomi
nasional. Pertumbuhan suatu pasar modal sangat tergantung dari Kinerja
perusahaan efek.

Untuk mengkoordinasikan modal, dukungan teknis, dan sumber daya
manusia dalam pengembangan Pasar Modal diperlukan suatu
kepemimpinan yang efektif. Perusahaan-perusahaan harus menjalin kerja
sama yang erat untuk menciptakan pasar yang mampu menyediakan
berbagai jenis produk dan alternatif investasi bagi masyarakat. Di pasar
modal terdapat berbagai macam informasi, seperti laporan keuangan,
kebijakan manajemen, rumor di pasar modal, prospektus, saran dari broker,
dan informasi lainnya.

Pengertian pasar modal menurut Undang-Undang Pasar Modal no. 8
tahun 1995: “Pasar Modal yaitu sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan
dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang
berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang
berkaitan dengan efek.” Pasar Modal adalah tempat transaksi jual beli
instrument kredit jangka panjang. Menurut UU No. 8 Tahun 1995 tentang
pasar modal, yang dimaksud pasar modal adalah suatu pasar yang
mempunyai kegiatan melakukan penawaran umum dan perdagangan efek
yang melibatkan perusahaan publik serta lembaga yang berkaitan dengan
efek.

PERKEMBANGAN PASAR MODAL DI INDONESIA

Dalam sejarah Pasar Modal Indonesia, kegiatan jual beli saham dan
obligasi dimulai pada abad ke-19. Menurut buku Effectengids yang
dikeluarkan oleh Verreninging voor den Effectenhandel pada tahun 1939,
jual beli efek telah berlangsung sejak 1880. Pada tanggal Desember 1912,
Amserdamse Effectenbeurs mendirikan cabang bursa efek di Batavia. Di
tingkat Asia, bursa Batavia tersebut merupakan yang tertua keempat
setelah Bombay, Hongkong, dan Tokyo. Aktivitas yang sekarang



diidentikkan sebagai aktivitas pasar midal sudah sejak tahun 1912 di
Jakarta. Aktivitas ini pada waktu itu dilakukan oleh orang-orang Belanda
di Batavia yang dikenal sebagai Jakarta saat ini. Sekitar awal abad ke-19
pemerintah kolonial Belanda mulai membangun perkebunan secara besar-
besaran di Indonesia. Sebagai salah satu sumber dana adalah dari para
penabung yang telah dikerahkan sebaik-baiknya. Para penabung tersebut
terdiri dari orang-orang Belanda dan Eropa lainnya yang penghasilannya
sangat jauh lebih tinggi dari penghasilan penduduk pribumi. Atas dasar
itulah maka pemerintahan kolonial waktu itu mendirikan pasar midal.

Setelah mengadakan persiapan akhirnya berdiri secara resmi pasar
midal di Indonesia yang terletak di Batavia (Jakarta) pada tanggal 14
Desember 1912 dan bernama Verreninging voor den Effectenhandel (bursa
efek) dan langsung memulai perdagangan. Efek yang dperdagangkan pada
saat itu adalah saham dan obligasi perusahaan milik perusahaan Belanda
serta obligasi pemerintah Hindia Belada. Bursa Batabia dihentikan pada
perang dunia yang pertama dan dibuka kembali pada tahun 1925 dan
menambah jangkauan aktivitasnya dengan membuka bursa paralel di
Surabaya dan Semarang. Aktivitas ini terhenti pada perang dunia kedua.

Setahun setelah pemerintah Belanda mengakui kedaulatan RI,
tepatnya pada tahun 1950, obligasi Republik Indonesia dikeluarkan oleh
pemerintah. Peristiwa ini menandai mulai aktifnya kembali Pasar Modal
Indonesia. Didahului dengan diterbitkannya Undang-undang Darurat No.
13 tanggal 1 September 1951, yang kelak ditetapkan senagai Undang-
undang No. 15 tahun 1952, setelah terhenti 12 tahun. Adapun
penyelenggarannya diserahkan kepada Perserikatan Perdagangan Uang dan
Efek-efek (PPUE) yang terdiri dari 3 bangk negara dan beberapa makelar
efek lainnya dengan Bank Indonesia sebagai penasihat. Aktivitas ini
semakin meningkat sejak Bank Industri Negara mengeluarkan pinjaman
obligasi berturut-turut pada tahun 1954, 1955, dan 1956. Para pembeli
obligasi banyak warga negara Belanda, baik perorangan maupun badan
hukum. Semua anggota diperbolehkan melakukan transaksi abitrase dengan
luar negeri terutama dengan Amsterdam.

Menjelang akhir era 50-an, terlihat kelesuan dan kemunduran
perdagangan di bursa. Hal ini diakibatkan politik konfrontasi yang
dilancarkan pemerintah RI terhadap Belanda sehingga mengganggu
hubungan ekonomi kedua negara dan mengakibatkan banyak warga begara
Belanda meninggalkan Indonesia. Perkembangan tersebyut makin parah
sejalan dengan memburuknya hubungan Republik Indonesia denan Belanda
mengenai sengketa Irian Jaya dan memuncaknya aksi pengambil-alihan
semua perusahaan Belanda di Indonesia, sesuai dengan Undang-undang
Nasionalisasi No. 86 Tahun 1958. Kemudian disusul dengan instruksi dari



Badan Nasonialisasi Perusahaan Belanda (BANAS) pada tahun 1960, yaitu
larangan Bursa Efek Indonesia untuk memperdagangkan semua efek dari
perusahaan Belanda yangberoperasi di Indonesia, termasuk semua efek
yang bernominasi mata uang Belanda, makin memperparah perdagangan
efek di Indonesia.

Pada tahun 1977, bursa saham kembali dibuka dan ditangani oleh
Badan Pelaksana Pasar Modal (Bapepam), institusi baru di bawah
Departemen Keuangan. Unuk merangsang perusahan melakukan emisi,
pemerintah memberikan keringanan atas pajak persetoan sebesar 10%-20%
selama 5 tahun sejak perusahaan yang bersangkutan go public. Selain itu,
untuk investor WNI yang membeli saham melalui pasar midal tidak
dikenakan pajar pendapatan atas capital gain, pajak atas bunga, dividen,
royalti, dan pajak kekayaan atas nilai saham/bukti penyertaan modal.

Pada tahun 1988, pemerintah melakuka deregulasi di sektor
keuangan dan perbankan termasuk pasar midal. Deregulasi yang
memengaruhi perkembangan pasar midal antara lain Pakto 27 tahun 1988
dan Pakses 20 tahun 1988. Sebelum itu telah dikeluarkan Paker 24
Desember 1987 yang berkaitan dengan usaha pengembangan pasar modal
meliputi pokok-pokok:

a. Kemudahan syarat go public antar lain laba tidak harus mencapai 10%.

b. Diperkenalkan Bursa Paralel.

c. Penghapusan pungutan seperti fee pendaftaran dan pencatatan di bursa
yang sebelumya dipungut oleh Bapepam.

d. Investor asing boleh membeli saham di perusahaan yang go public.

e. Saham boleeh dierbitkan atas unjuk.

f. Batas fluktuasi harga saham di bursa efek sebesar 4% dari kurs sebelum
ditiadakan.

g. Proses emisi sudah diselesaikan Bapepem dalam waktu selambat-
lambatnya 30 hari sejak dilengkapinya persyaratan.

Pada tanggal 13 Juli 1992, bursa saham diwastanisasi menjadi PT
Bursa Efek Jakarta. Swastanisasi bursa saham menjadi PT BEJ ini
mengakibatkan beralihnya fungsi Bapepam menjadi Badan Pengawas Pasar
Modal.

PELAKU PASAR MODAL

Banyak lembaga yang kegiatannya berhubungan dengan pasar Modal.
Tanpa adanya lembaga-lembaga tersebut, mkaka pasar modal tidak dapat
berkembang dan sebaliknya tanpa pasar modal berbagai lembaga tidak akan
dapat tumbuh dengan baik. Para pelaku tersebut yaitu



1. Badan yang bertugas mengawasi pasar modal
Fungsi utama BAPEPAM adalah melakukan pe ngawasan dan
pembinaan atas pasar modal di Indonesia. Pada dasarnya BAPEPAM
mempunyaio wewenang untuk menginterpretasikan hukum dan
perundang-undangan mengenai berbagai hal dalam wilayah
yuridiksinya, dan untuk membuat peraturan — peraturan dan
keputusan-keputusan independen untuk pelaksanaannya. Wewenagnya
terdiri dari mengeluarkan izin usaha berbagai pelaku pasar modal dan
wewenang memeriksadan menyidik semua pihak. BAPEPAM bertugas
untuk memastikan pemberian informasi yang memadai kepada
investor sehingga tercipta transparansi atau keterbukaan di pasar
modal. Informasi yang memadai sangat penting bagi investor sebagai
landasan untuk mengadakan analisis dalam mengambil keputusan
investasi.

2. Pihak-pihak yang secara langsung terlibat dengan perdagangan efek
seperti Emiten, investor, badan pengelola bursa, dan perantara atau
pedagfang efek.

a) Emiten adalah perusahaan yang memperoleh dana melalui pasar
modal dengan menjual sekuritas atau efek kepada masyarakat luas.
Perusahaan memperolen dana untuk berbagai tujuan seperti
mendanai perlluasan usaha, memperbaiki struktur modal atau mem
bayar hutang.

b) Investor memainkan peran sentral di pasar modal. Merekalah yang
memasok dana ke pasar modal sehingga kemajuan suatu pasar
modal sangat tergantung pada peran yang dipakai investor. Investor
terdiri atas investor lembaga (dana pension, asuransi, reksa dana
dll) dan investor individu atau perorangan .

c) Penjamin emisi (underwriter), Perusahaan yang akan melakukan
penawaran public memerlukan jasa underwriter, mulai dari
persiapannya, penentuan harga penawaran hingga pemasarannya.
Dalam persiapan penawaran publik underwriter dapat memberikan
nasehat mengenai jenis efek yang sebaiknya ditawarkan, waktu
yang tepat untuk melakukan penawaran, lokasi bursa dimana efek
akan diperdagangkan dll

d) Perantara perdagangan efek (pialang atau broker), pedagang efek
(dealer), dan perusahaan efek. Broker adalah pihak yang membeli
dan menjual efek di bursa atas permintaan investor. Broker tidak
menanggung risiko apapun dengan adanya perubahan harga efek.
Risiko dan hak atas efek seluruhnya ada pada pihak in vestor
sendiri. Dealer melakukan jual beli efek atas namanya sendiri.
Risiko perubahan harga ditanggung oleh dealer. Sedangkan



perusahaan efek adalah perusahaan yang aktivitasnya mencakup
p;enjaminan emisi, perantara efek, pedagang efek, dan pengelola
dana investasi dipasar modal. Perusahaan yang memiliki izin
sebagai perantara dan pedagang efek tidak tidak dapat melakukan
kegiatan sebagai penjamin emisi efek.

e) Badan pengelola bursa. Badan inl bertangguna jawab menjalankan
dan mengoprasikan bursa. Dua badan pengelola bursa yang ada di
Indonesia yaitu BEJ dan BES yang beroprasi sebagai lembaga yang
mengatur diri sendiri . Badan ini berperan sebagai fasilitator yang
menyediakan semua sarana perdagangan dan dalam menjalannkan
perannya kedua bursa tersebut mempunyai kewenangan yang besar.

3. Pendukung kepastian, kelan caran, dan ketertiban pasar modal seperti

custodian sentral efek Indonesia (KSEI) dan kliring penjaminan efrek
Indonesia (KPEI), penanggung dan wali amanat.

JENIS PRODUK PASAR MODAL
Jenis Produk Pasar Modal yaitu :

Saham: Surat bukti penyertaan modal pada perusahaan

Obligasi (Bonad). Surat bukti pengakuan utang dari perusahaan
penerbit obligasi

Waran: Surat hak membeli saham biasa pada pada waktu dan harga
yang sudah ditentukan

Right Issue: Hak emisi untuk menerbitkan saham pada penawaran
umum terbatas

Reksadana: Sarana investasi bagi investor yang mempunyai
kemampuan terbatas dari sisi dana dan waktu

MEKANISME PASAR MODAL DI INDONESIA

a) Proses Perdagangan Saham

Pada dasarnya,kegiatan perdagangan efek tidak berbeda dengan
kegiatan pasar pada umumnya yang melibatkan pembeli dan
penjual.Jika seseorang ingin membeli atau menjual efek,orang
tersebut tidak dapat langsung membeli atau menjual efek di lantai
bursa,melainkan harus melalui anggota bursa,yang kemudian akan
bertindak sebagai pembeli dan penjual.

Di perusahaan pialang tersebut,calon investor akan diminta untuk
membuka 2 macam rekening.Rekening yang satu diperuntukkan
bagi efek yang dimiliki (yang dijual atau dijual) oleh calon investor
tersebut.sedangkan yang lainnya untuk penyimpanan uang yang



b)

dapat dipakai membeli ataupun menerima uang hasil dari penjualan
efek.

Pembentukan Harga Saham

Ditentukan oleh kekuatan pasar yangberarti harga saham
tergantung dari kekuatan permintaan dan penawaran dari
pembentukan harga efek yang terjadi di pasar di bagi dalam pasar
reguler dan pasar negosiasi.pembentukan harga di pasar reguler
dengan tawar menawar berdasarkan kekuatan pasar.sedangkan
harga efek di pasar negosiasi di lakukan dengan cara negosiasi
antara penjual dan pembeli

Bursa menentukan apabila teransaksi di laukan hari ini maka
penyerahan saham dan pembayaran harus di selesaikan melalui
lembaga kliring dan penjaminan, pada hari ke lima setelah terjadi
transaksi.

PERAN PASAR MODAL
Dalam perekonomian suatu Negara, peran pasar modal sangat penting yaitu

Menyediakan semua sarana perdagangan efek/fasilitator

Membuat peraturan yang berkaitan dengan kegiatan bursa
Mengupayakan liquiditas instrumen

Mencegah praktek-praktek yang dilarang di bursa yang akan

merugikan pihak lain
e Menyebarluaskan informasi bursa
e Menciptakan instrumen dan jasa baru

Keuntungan Risiko dan Manfaat Pasar Modal

e Keuntungan dari Pasar Modal

Menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang untuk dunia usaha,
Sarana untuk mengalokasikan sumber dana secara optimal bagi investor,
dan Memungkinkan adanya upaya diversifikasi.

e keuntungan, manfaat Pasar Modal adalah :

Manfaat bagi Investor : Memperoleh deviden bagi pemegang
saham, memperoleh capital gain jika ada kenaikan harga saham,
memperoleh bunga bagi pemegang obligasi, mempunyai hak suara
dalam RUPS, dan dapat dengan mudah mengganti instrumen
investasi

Manfaat bagi Emiten : Mendapatkan dana yang lebih besar,
perusahaan dapat lebih fleksibel dalam mengolah dana,
memperkecil ketergantungan terhadap bank, besar kecilnya



deviden tergantung besar kecilnya keuntungan, dan tidak ada
kewajiban yang terikat sebagai jaminan

- Manfaat bagi Pemerintah : membantu pemerintah dalam
mendorong perkembangan pembangunan, membantu pemerintah
dalam mendorong kegiatan investasi, membantu pemerintah dalam
menciptakan kesempatan kerja

Risiko dari Pasar Modal

¢ Risiko daya beli

Daya beli berkaitan dengan kemungkinan terjadinya inflasi yang
menyebabkan nilai riil pendapatan akan lebih kecil.

¢ Risiko bisnis

Menurunnya kemampuan perusahaan memperoleh laba, menyebabkan
menurunnya kemampuan emiten membayar bunga atau deviden.

e Risiko tingkat bunga

Tingkat bunga yang naik, biasanya akan menyebabkan nilai saham
cenderung turun

¢ Risiko likuiditas

Kemampuan surat berharga untuk dapat segera diperjualbelikan

Kelemahan Pasar Modal

Selain kerugian, Pasar Modal juga memiliki kelemahan antara lain :
Mekanisme pasar modal yang cukup rumit menyulitkan pihak-pihak
tertentu yang akan terlibat di dalamnya, saham pasar modal bersifat
spekulatif sehingga dapat merugikan pihak tertentu. Jika kurs tidak stabil,
maka harga saham ikut terpengaruh.



Paket 12
GATT-WTO

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini didesain untuk mengantarkan mahasiswa
memahami tentang GATT-WTO. Perkuliahan akan dibawa pada
bagaimana mengetahui dan memahami komponen GATT-WTO sebagai
suatu kajian yang menunjukkan bagian-bagian dari hukum ekonomi. Paket
ini merupakan paket lanjutan yang menjadi pengantar untuk masuk pada
materi berikutnya.

Secara detail, paket ini akan mengkaji secara khusus beberapa hal
dalam memahami GATT-WTO, vyaitu tentang sejarah lahirnya, serta
beberapa hal yang terkait dengan masalah GATT-WTO yang
menghubungkan dengan mata kuliah hukum ekonomi. Berdasarkan materi
yang tersaji tersebut, mahasiswa diharapkan mampu memahami masalah
pokok (dasar) dari GATT-WTO. Sebelum perkuliahan dilakukan, dosen
akan mengantarkan perkuliahan di paket ini dengan materi tentang isu-isu
serta kebijakan mutakhir dari GATT-WTO.

Selanjutnya, dosen akan meminta mahasiswa untuk mengatur menjadi
3 deret berbentuk U. Masing-masing mahasiswa diberi selembar kertas
untuk menulis sebuah pertanyaan. Setelah selesai, maka kertas itu ditukar
dnegan temannya di sisi kiri dan kanan. Selanjutnya, proses diskusi
dilakukan dengan cara memberikan waktu pada mahasiswa lain untuk
merespon dan menjawab pertanyaan yang disampaikan tersebut.

Demikian seterusnya, hingga waktu yang ditentukan berakhir. Di akhir
sesi diskusi, dosen akan melakukan Klarifikasi dan membuat benang merah
agar tujuan paket ini tercapai. Penguasaan dasar-dasar dalam Paket 12 ini
diharapkan menjadi modal mahasiswa untuk mempelajari paket
selanjutnya, terutama materi-materi lanjutan yang termasuk dalam GATT-
WTO.

Penyiapan media pembelajaran dalam proses perkuliahan ini menjadi
sesuatu yang sangat penting untuk efektifitas seluruh proses yang



berlangsung. Perkuliahan ini memerlukan media pembelajaran berupa
kertas ukuran 10x10 cm, LCD dan Laptop sebagai media pembelajaran
utama. Selain itu, perkuliahan ini juga membutuhkan spidol, papan tulis
sebagai alat yang menunjang efektifitas proses perkuliahan.

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan
Kompetensi Dasar

Setelah mengikuti materi GATT-WTO, mahasiswa diharapkan
mampu memahami sejarah serta kebijakan-kebijakan dari GATT-WTO
serta menganalisa tentang kebijakan tersebut terkait dengan posisi
Indonesia.

Indikator
Di akhir perkuliahan, mahasiswa diharapkan dapat:

e Mampu memahami tentang sejarah lahirnya GATT-WTO.
o Mampu menjelaskan kesepakatan-kesepakatan dari GATT-WTO.
e Mampu menganalisis masalah-masalah yang terjadi terkait dengan
posisi Indonesia dimata dunia.
Waktu
2 X 45 menit
Materi Pokok

1. Pengertian GATT-WTO.
2. Sejarah lahirnya GATT-WTO.
3. Kesepakatan-kesepakatan dari GATT-WTO.

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (10 menit)



1.

Mengatur kelas dengan tempat duduk/kursi perkuliahan menjadi 3
deret berbentuk huruf U.

Penjelasan tujuan perkuliahan materi GATT-WTO dan kompetensi
yang ingin dicapai setelah proses kegiatan pembelajaran.

Memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mereview
bagaimana Proses perkuliahan untuk mengukur seberapa besar
mahasiswa mampu menyerap materi yang diberikan.

Kegiatan Inti (90 menit)

1.

Mahasiswa diberikan sepotong kertas yang akan digunakan untuk
menuliskan masing-masing 1 pertanyaan terkait materi yang sudah
dibaca sebelumnya.

Pertanyaan-pertanyaan yang ditulis oleh mahasiswa ditukar dengan
pertanyaan mahasiswa di deret kanan Kirinya.

Masing-masing mahasiswa yang telah mendapatkan pertanyaan
dari temannya, kemudian mencermati pertanyaan dan berusaha
menemukan jawaban dengan metode srnow ball.

Karena keterbatasan waktu, maka tidak semua pertanyaan yang
ada dibacakan dan didiskusikan tetapi ditunjuk secara acak. Hal ini
dilakukan seterusnya sampai mencukupi waktu yang telah
ditentukan.

Memberikan penjelasan tentang hal-hal yang tidak tercover dengan
metode dynamic lecturer.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1.
2.
3.

1.
2.

Membuat benang merah materi perkuliahan
Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa
Memberikan Motivasi

Kegiatan Tindak Lanjutan (10 menit)

Memberi tugas article review
Memberikan Aand out materi selanjutnya, yaitu tentang GATT-WTO.



Lembar Kegiatan

Menyediakan dan membagikan kertas kosong ukuran 10x10 cm. Kertas
tersebut diberikan kepada masing-masing mahasiswa secara bergantian
yang akan mereka gunakan untuk mengisi tabel tentang hukum pasar
modal. Masing-masing mahasiswa menuliskan 1 temuannya.

Tujuan

Mahasiswa mampu memahami GATT-WTO sebagai organisasi
perdagangan dunia. Sehingga mahasiswa diharapkan paham dengan materi
yang diberikan serta memiliki tanggung jawab untuk menganalisa masalah-
masalah pokok terkait dengan GATT-WTO.

Bahan dan Alat
Hard copy paket materi/softfile materi, kertas A4, dan spidol
Langkah Kegiatan

1. Masing-masing mahasiswa diberi sepotong kertas yang akan
digunakan untuk menuliskan masing-masing 1 hal yang berkaitan
dengan GATT-WTO yang sudah kaji sebelumnya.

2. Temuan tentang hukum pasar modal yang telah ditulis oleh
mahasiswa, ditukar dengan temuan mahasiswa lainnya yang berada
disamping kanan Kirinya.

3. Masing-masing mahasiswa yang telah menukarkan kertas berisi
temuan, akan mencermati temuan hasil persilangan dan berusaha

mengkritisi daftar temuan dalam tabel.

Uraian materi

A. GATT (General Agreement On Tariffs and Trade)



GATT(General Agreement On Tariffs and Trade) atau perjanjian
umum tentang tarif-tarif dan perdagangan didirikan pada tahun 1948 di
genewa, Swiss. Pada waktu didirikan, GATT beranggotakan 23 negara
tetapi pada saat sidang terakhir di marakesh pada 5 april 1994 jumlah
Negara penandatanganan sebanyak 115 negara. Kesepakatan dalam GATT
yang mulai 1 januari 1948 tertuang kedalam 3 prinsip yaitu :

Prinsip resiprositas, yaitu pemberlakuan yang diberikan suatu Negara
kepada Negara lain sebagai mitra dagangannya harus juga diberikan juga
oleh mitra dangang Negara tersebut.

1. Prinsip most favored nation, yaitu Negara anggota GATT tidak
boleh memberikan keistimewaan yang menguntungkan hanya pada
satu atau sekelompok kepada Negara tertentu.

2. Prinsip transparansi, Yaitu perlakuan dan kebijakan yangdilakukan
suatu Negara harus transparan agar diketahui oleh Negara lain.

Sesuai dengan perkembangannya masing-masing Negara anggota GATT
menghendaki adanya perdagangan bebas pada pertemuan di marakesh,
maroko 5 april 1994 GATT diubah menjadi World trade organization
(WTO) mulai tanggal 1 januari 1995.

Apakah GATT sama dengan WTO? Tentu tidak. WTO adalah GATT
ditambah dengan banyak kelebihan, GATT adalah :

1. GATT sebagai suatu persetujuan internasional, yaitu suatu
dokumen yang memuat ketentuan untuk mengatur perdagangan
internasional;

2. GATT sebagai suatu organisasi internasional yangdiciptakan lebih
lanjut untuk mendukung persetujuan tersebut. Teks persetujuan
GATT dapat disetarakan sebagai undang-undang, organisasi
GATT seperti parlemen dan pengadilan yang digabungkan kedalam
suatu lembaga.

GATT selalu berkaitan dengan perdagangan barang, dan masih
tetap berlaku. GATT telah di ubah dan dimasukan kedalam persetujuan
WTO yang baru. Walaupun GATT tidak ada lagi sebagai organisasi
internasional, persetujuan GATT tetap berlaku.

B. Keberadaan WTO

WTO merupakan badan internasional yang mempromosikan
liberalisasi perdagangan dan berkompeten untuk menghasilkan aturan
perdagangan antar Negara. Anggota WTO yang saat ini berjumlah 148
Negara dan diperkirakan akan terus meningkat menandakan bahwa peranan
badan dunia tersebut dalam perdagangan dunia semakin besar dan penting.
Di samping itu, sistem perdagangan multilateral tersebut juga memiliki
implikasi secara langsung terhadap kebijakan perdagangan Negara-negara



anggotanya, mengingat semakin tingginya interdepedensi dan integrasi
Negara-negaranya anggota kedalam ekonomi global.

Salah satu fungsi utama WTO vyaitu menjamin terlaksananya
kesepakatan multi;lateral yang merupakan dasar hukum untuk perdagangan
internasional yang telah dinegosiasikan dan disepakati oleh Negara-negara
anggotanya. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut para pelaku bisnis dan
unsur-unsur pemerintahan suatu Negara sebagai fasilitator dituntut untuk
memahami dan melaksanakan aturan main perdagangan internasional
tersebut secara konprehensif.

Perdagangan onternasional adalah salah satu instrument
penghubung lintas Negara utama dalam era globalisasi selain arus
keuangan internasional dan arus penanaman modal langsung. Globalisasi
dalam hal ini memperkuat hubungan selain berkait antar arus-arus tersebut.
Sebagai Negara anggota WTO, disadari maupun tanpa disadari, Indonesia
telah menjadi sebagian dari ekonomi global yang saling terkait dan
terintegrasi satu sama lain.

Keterkaitan antara tatanan atau sistem perdagangan internasional,
dalam hal ini kesepakatan WTO, dengan postur kebijakan perdagangan
suatu  Negara,menyiratkan sebagian semakin tingginya tingkat
interdepedensi yang terjadi. Dalam kaitan ini, Indonesia juga dituntut
menyelaraskan peraturan-peraturan pemerintah dibidang perdagangan baik
di pusat maupun dipemerintah sesuai dengan aturan-aturan WTO.

C. TUWUAN WTO

World Trade Organization (WTO) atau organisasi perdagangan
dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus
mengatur masalah perdagangan antar Negara. Sistem perdagangan
multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan yang berisi aturan-
aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang
telah ditandatangani oleh Negara-negara anggota.

Persetujuan tersebut merupakan perjanjian antar Negara anggota
yang mengikat pemerintah untuk mematuhinya dalam pelaksanaan
kebijakan perdagangan. Indonesia merupakan salah satu Negara pendiri
WTO dan telah meratifikasi persetujuan pembentukan WTO melalui
undang-undang No 7 tahun1994. WTO memiliki beberapa tujuan penting
dalam perdangan itnernasional :

1. Mendorong arus perdagangan antar Negara, dengan mengurangi
dan menghapus berbagai hambatan yang dapat menggangu
kelancaran arus perdagangan barang dan jasa;



2. Memfasilitasi perundingan dengan menyediakan forum negosiasi
yang lebih permanen. Hal ini mengingat perundingan di masa lalu,
proses sangat kompleks dan memakan waktu.

3. Adalah untuk menyelesaikan sengketa, mengingat hubungan
dagang sering menimbulkan konflik-konflik  kepentingan.
Meskipun sudah ada persetujuan dalam WTO yang sudah
disepakati oleh anggotanya, masih dimungkinkan terjadi perbedaan
interpretasi dan pelanggaran sehingga diperlukan prosedur legal
penyelesaian sengketa yang netral dan disepakati bersama.

Dengan adanya aturan-aturan WTO yang berlaku sama bagi semua
anggota individu, perusahaan atau pemerintah akan medapatkan kepastian
yang lebih besar mengenai kebijakan perdagangan suatu Negara.
Terikartnya suatu Negara dalam aturan-aturan WTO yang akan
memperkecil kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan secara
mendadak dalam kebijakan perdagangan suatu Negara.

Keberhasilan implementasi persetujuan-persetujuan dalam WTO
tergantung pada dukungan Negara anggota-anggotanya demikian pula
legitimasi WTO sebagai sebuah organisasi juga sangat tergantung pada
kemauan Negara-negara anggotanya untuk memematuhi persetujuan-
persetujuan yang telah mereka sepakati bersama.

Fungsi utama dari WTO adalah untuk memberikan kerangka
kelembagaan bagi hubungan antar Negara dalam implementasi perjanjian
dan berbagai instrument hukum termasuk yang terdapat dipersetujuan
WTO. Berdasarkan Pasal 3 persetujuan WTO ditegaskan lima fungsi WTO
yaitu:

1. Implementasi dari persetujuan WTO, Fungsi pertama adalah untuk
memfasiliasi impementasi, administrasi dan pelaksanaan dari
persetujuan WTO serta perjanjian-perjanjian multilateral dan
plurateral tambahannya.

2. Forum untuk perundingan perdagangan, fungsi kedua adalah untuk
memberikan suatu forum tetap guna melakukan perundingan di
antar anggota. Perundingan ini tidak saja menyangkut masalah atau
isi-isu yang telah tercakup dalam persetujuan WTO saja, Namun
juga berbagai masalah yang belum tercakup dalam persetujuan
WTO.

3. Penyelesaian sengketa, fungsi WTO sebagai administrasi sitem
penyelesaian sengketa WTO.

4. Mengawasi kebijakan perdagangan,fungsi keempat adalah sebagai
administrasi mekanisme tinjauan atas kebijakan perdagangan.

5. Kerjasama dengan organisasi lainnya adalah melakukan kerjasama
dengan organisasi-organisasi non pemerintah.



Pengaruh WTO dalam perdagangan internasional adalah
mendorong persaingan yang terbuka. WTO sering diartikan sebagai badan
perdagangan bebas.

Tantangan dan Jawaban yang didapat dan diberikan oleh Indonesia
dibidang teknologi terhadap Market Global

Di era globalisasi hal inilah yang sekarang banyak menyerang
Negara terutama negara-negara berkembang, yang salah satunya adalah
Indonesia. Dimana proses globalisasi ekonomi dunia adalah perubahan
perekonomian dunia yang bersifat mendasar atau struktural dan proses ini
akan berlangsung terus dengan laju yang akan semakin cepat mengikuti
perubahan teknologi yang juga akan semakin cepat dan peningkatan serta
perubahan pola kebutuhan masyarakat dunia. Perkembangan ini telah
meningkatkan kadar hubungan saling ketergantungan ekonomi dan juga
mempertajam persaingan antarnegara, tidak hanya dalam perdagangan
internasional tetapi juga dalam investasi, keuangan, dan produksi.
Globalisasi ekonomi ditandai dengan semakin menipisnya batas-batas
geografi dari kegiatan ekonomi atau pasar secara nasional atau regional,
tetapi semakin mengglobal menjadi “satu” proses yang melibatkan banyak
negara. Globalisasi ekonomi biasanya dikaitkan dengan proses
internasionalisasi produksi, perdagangan dan pasar uang. Globalisasi
ekonomi merupakan suatu proses yang berada diluar pengaruh atau
jangkauan kontrol pemerintah, karena proses tersebut terutama digerakkan
oleh kekuatan pasar global, bukan oleh kebijakan atau peraturan yang
dikeluarkan oleh sebuah pemerintah secara individu.

Dalam tingkat globalisasi yang optimal arus produk dan faktor-
faktor produksi (seperti tenaga kerja dan modal) lintas negara atau regional
akan selancar lintas kota di dalam suatu negara atau desa di dalam suatu
kecamatan. Pada tingkat ini, seorang pengusaha yang punya pabrik di
Surakarta atau Jawa Tengah setiap saat bisa memindahkan usahanya ke
Serawak atau Filipina tanpa halangan, baik dalam logistik maupun
birokrasi yang berkaitan dengan urusan administrasi seperti izin usaha dan
sebagainya.

Sekarang ini tidak relevan lagi dipertanyakan negara mana yang
menemukan atau membuat pertama kali suatu barang. Orang tidak tahu
lagi apakah lampu neon merek Philips berasal dari Belanda, yang orang
tahu hanyalah bahwa lampu itu dibuat oleh suatu perusahaan multinasional
yang namanya Philips, dan pembuatannya bukan di Belanda melainkan di
Tangerang. Banyak barang yang tidak lagi mencantumkan bendera dari
negara asal melainkan logo dari perusahaan yang membuatnya. Banyak
produk dari Disney bukan lagi dibuat di AS melainkan di Cina, dan dicap



made in China. Sekarang ini semakin banyak produk yang komponen-
komponennya di buat di lebih dari satu negara (seperti komputer, mobil,
pesawat terbang, dil.). Banyak perusahaan-perusahaan multinasional
mempunyai kantor pusat bukan di negara asal melainkan di pusat-pusat
keuangan di negara-negara lain seperti London dan New York, atau di
negara-negara tujuan pasar utamanya.

Semakin menipisnya batas-batas geografi dari kegiatan ekonomi
secara nasional maupun regional yang berbarengan dengan semakin
hilangnya kedaulatan suatu pemerintahan negara muncul disebabkan oleh
banyak hal, diantaranya adalah komunikasi dan transportasi yang semakin
canggih dan murah, lalu lintas devisa yang semakin bebas, ekonomi negara
yang semakin terbuka, penggunaan secara penuh keunggulan komparatif
dan keunggulan kompetitif tiap-tiap negara, metode produksi dan perakitan
dengan organisasi manajemen yang semakin efisien, dan semakin pesatnya
perkembangan perusahaan multinasional di hampir seantero dunia. Selain
itu, penyebab-penyebab lainnya adalah semakin banyaknya industri yang
bersifat footloose akibat kemajuan teknologi (yang mengurangi pemakaian
sumber daya alam), semakin tingginya pendapatan dunia rata-rata per
kapita, semakin majunya tingkat pendidikan masyarakat dunia, ilmu
pengetahuan dan teknologi di semua bidang, dan semakin banyaknya
jumlah penduduk dunia. Derajat globalisasi dari suatu negara di dalam
perekonomian dunia dapat dilihat dari dua indikator utama. Salah satunya,
rasio dari perdagangan internasional (ekspor dan impor) dari negara
tersebut sebagai suatu prosentase dari jumlah nilai atau volume
perdagangan dunia, atau besarnya nilai perdagangan luar negeri dari negara
itu sebagai suatu prosentase dari PDB. Untuk menunjang hal ini tentunya
memerlukan pengusahaan terhadap teknologi dimana teknologi sekarang
sangat berperan. Peran dari teknologi terhadap proses globalisasi juga
diakui oleh friedman, dia mengatakan “era globalisasi dibangun seputar
jatuhnya biaya telekomunikasi — berkat adanya mikrochip, satelit, serat
optik dan internet/Teknologi informasi yang baru ini mampu merajut dunia
bersama-sama bahkan menjadi lebih erat. Teknologi ini juga dapat
memungkinkan perusahaan untuk menempatkan lokasi bagian produksi di
negara yang berbeda, bagian riset dan pemasaran di negara yang berbeda,
tetapi dapat mengikat mereka bersama melalui komputer dan konferensi
jarak jauh seakan mereka berada di satu tempat. Demikian juga berkat
kombinasi antara komputer dan telekomunikasi yang murah, masyarakat
sekarang dapat menawarkan pelayanan perdagangan secara global - dari
konsultasi medis sampai penulisan data perangkat lunak ke proses data —
pelayanan yang sesungguhnya tidak pernah dapat diperdagangkan
sebelumnya. Dan mengapa tidak? Sambungan telepon untuk 3 menit



pertama (dalam dolar, thn 1986) antara New York dan London biayanya
adalah 300 dolar di tahun 1930. Sekarang hal itu hampir bebas biaya
melalui Internet. Friedman selanjutnya mengatakan bahwa globalisasi
memiliki  definisi teknologi sendiri: komputerisasi, miniaturisasi,
digitalisasi, komunikasi satelit, serat optik dan internet-nya.

Hal ini juga telah diprediksi olen Toffler dan Nasbitt dimana
mereka memiliki beberapa kesamaan dalam meramal dunia masa depan
khususnya dibidang perdagangan, diantaranya adalah bahwa kemajuan
teknologi dan ilmu pengetahuan merupakan motor penggerak utama proses
globalisasi ekonomi. Perubahan radikal pada teknologi juga telah
menciptakan perubahan pada politik, sosial dan budaya. Mereka juga
sependapat bahwa masyarakat dunia dewasa ini sedang memasuki era
masyarakat informasi yang beralih dari masyarakat industri. Artinya adalah
bahwa masyarakat tidak bisa lagi menutup diri dari luar karena teknologi
informasi mampu menembus batas-batas wilayah kekuatan negara.
Pengaruh radikal dari kemajuan teknologi terhadap kehidupan masyarakat
saat ini terutama sangat kentara sekali pada kegiatan bisnis sehari-hari atau
produk-produk yang dihasilkan. Kondisi inilah yang melanda Indonesia
dimana mencoba mempertahankan industri dengan ketidaksiapan dalam
penguasahaan dan memaksimalkan teknologi. Tantangan yang beratpun
muncul baik dalam sisi internal maupun eksternal dari Negara Indonesia,
tantangan itu antara lain :

1. Lemahnya sistem jaringan koleksi dan distribusi nasional yang
kurang mendukung peningkatan daya saing ekspor. Dewasa ini
jaringan koleksi dan distribusi barang dan jasa perdagangan
dalam negeri banyak mengalami hambatan karena belum
terintegrasinya sistem perdagangan di tiga tingkatan pasar
(pengumpul, eceran, dan grosir) serta maraknya berbagai
pungutan dan peraturan di tingkat daerah akibat
penyelenggaraan  otonomi. Masalah ini  menyebabkan
berkurangnya daya saing produk dalam negeri untuk
dimanfaatkan sebagai bahan antara (intermediate goods)
karena kalah bersaing dengan produk impor sejenis dan
berkurangnya daya saing produk yang langsung di ekspor.
Masalah ini juga menyebabkan berkurangnya atau bahkan
terbatasnya pilihan pemasaran para produsen ke dalam jaringan
pasar dalam negeri yang dampaknya lebih jauh adalah kelesuan
untuk peningkatan volume produksinya. Perbaikan dalam
sistem jaringan koleksi dan distribusi nasional, selain
bermanfaat untuk peningkatan daya saing produk ekspor, juga
akan meningkatkan ketahanan ekonomi karena mendorong



integrasi komponen-komponen produksi dalam negeri yang
terkait. Lebih jauh lagi, perbaikan sistem akan memiliki
kehandalan di dalam mendorong perwujudan stabilitas harga
serta bermanfaat untuk pengamatan dini (early warning
system), misalnya terhadap kemungkinan serbuan produk-
produk impor tertentu, gangguan terhadap pasokan dan
distribusi barang.

Meningkatnya nilai tukar riil efektif Rupiah. Nilai tukar rupiah
secara nominal memang mengalami depresiasi  bila
dibandingkan pada masa sebelum krisis (tahun 1997), namun
nilai tukar efektif riilnya mengalami penguatan sebesar 80
persen dibandingkan pada masa sebelum Kkrisis. Penguatan
tersebut terutama terjadi pada tahun 2002 dimana terjadi
penguatan sebesar 21 persen. Nilai tukar efektif riil dibentuk
oleh dua komponen yaitu nilai tukar nominal dan rasio harga
relatif antara harga domestik dengan harga di negara mitra
dagang. Meningkatnya nilai tukar efektif riil rupiah membuat
produk ekspor Indonesia menjadi lebih mahal (kurang
kompetitif) dibandingkan dengan produk yang sama dari
negara pesaing.

Penurunan Investasi. Faktor lain yang mempengaruhi
penurunan ekspor non migas adalah terjadinya penurunan
investasi pada masa sesudah krisis terutama sejak tahun 2000
baik dalam nilai maupun jumlah proyek. Daya saing dan iklim
investasi di Indonesia tidak pernah menduduki posisi yang baik
dalam peringkat dunia. Menurut laporan World Economic
Forum, daya saing Indonesia menduduki peringkat ke 60 dari
90 negara, jauh dibawah posisi Malaysia, Thailand, RRC,
namun masih diatas Philipina. Penurunan tersebut terutama
disebabkan oleh tidak stabilnya kondisi makro ekonomi,
ketidakpastian kebijakan, serta KKN. Kestabilan kondisi
makro ekonomi merupakan hal yang paling pokok dalam
meningkatkan investasi.

Keterbatasan dan menurunnya kualitas infrastruktur. Masalah
infrastruktur juga menjadi salah satu penyebab turunnya ekspor
Indonesia. Keterbatasan dan rendahnya kualitas infrastruktur
seperti jalan, pelabuhan laut, pelabuhan udara, listrik dan
telepon merupakan faktor utama penyebab tingginya biaya
ekspor. Rendahnya kualitas infrastruktur pelabuhan di
Indonesia mengakibatkan sebagian pengapalan kontainer dari
Indonesia dilakukan melalui Singapura dan Malaysia. Hal ini



disebabkan tingkat efisiensi pelabuhan di Indonesia relatif
rendah.

5. Belum memadainya perangkat hukum di sektor perdagangan.
Infrastruktur non fisik berupa perangkat hukum sektor
perdagangan belum sepenuhnya menunjang pengembangan
sektor perdagangan seperti belum diterbitkannya Undang-
Undang Perdagangan dan Undang-Undang Sistem Resi
Gudang, serta peraturan perundang-undangan lain di sektor
perdagangan, mengakibatkan masih terdapat tumpang
tindihnya peraturan antara pusat—daerah dan antar sektor.

6. Tingginya biaya ekonomi yang harus ditanggung oleh dunia
usaha secara langsung menurunkan daya saing produk ekspor.
Banyak faktor penyebab yang antara lain adalah : masih
maraknya korupsi dan penyalahgunaan wewenang; belum
terjaminnya keamanan berusaha; lemahnya penegakan hukum;
tumpang tindihnya antara peraturan pemerintah pusat dengan
pemerintah daerah. Hal lain yang mempengaruhi daya saing
adalah rendahnya efisiensi kepabeanan dan kepelabuhan.

Oleh karenanya, permasalahan yang mendasar tersebut di atas perlu
diatasi secara komprehensif dengan berbagai instansi terkait dan tentunya
pemakaian teknologi haruslah dioptimalkan. Untuk menjawab hal diatas
kebijakan pun dilakukan oleh pemerintah indonesia, dengan dua versi yaitu

a. Versi dalam negeri

1. Penyederhanaan prosedur, peningkatan pelayanan dan

pemberian fasilitas penanaman modal,

2. Pengendailan dan pelaksanaan penanaman modal
Pengendailan dan pelaksanaan penanaman modal,
Peningkatan promosi investasi di dalam negeri;
Peningkatan promosi investasi terintegrasi di luar negeri;
Pengembangan kawasan ekonomi khusus investasi (KEKI);
Penyelenggaraan dan pengembangan Indonesia Promotion
Office (IPO);

7. Pembangunan, pengadaan, peningkatan sarana dan
prasarana;

8. Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan-peraturan yang
terkait dengan pengembangan;

9. Penanaman Modal;

10. Penyusunan komoditi unggulan;

11. Perencanaan dan pengembangan penanaman modal;

12. Peningkatan kapasitas kelembagaan investasi;
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13. Pembangunan dan pengembangan sarana distribusi;

14. Pembinaan pasar dan distribusi;

15. Pengembangan System Resi Gudang (SRG);

16. Pengembangan pasar lelang daerah;

17. Pemberdayaan perlindungan konnsumen;

Hal diatas ditambah investasi disektor pendidikan, pemerintah

menyediakan komputer dimulai dari tingkat sekolah dasar

(SD), ditunjang dengan internetnya, untuk menghasilkan

Sumber Daya Manusia yang siap dari dini.

b). Versi luar Negeri

1. Penyelenggaraan dan pengembangan Indonesia Promotion
Office (IPO);

2. Pembentukan dan pengembangan National Single Window
(NSW) dan ASEAN Single Window (ASW);

3. Pemetaan dan analisis komoditas utama dan potensial;

4. Pengembangan ekspor daerah;

5. Pelaksanaan pengamatan pasar (Market Intelligence);

6. Pengembangan promosi dagang;

7. Penyelenggaraan Indonesia Trade Promotion Center
(ITPC);

8. Peningkatan kualitas dan desain produk ekspor dalam
rangka Indonesia Design Product (IDP);

9. Promosi produk ekspor Indonesia;

10. Pembinaan ekspor peningkatan daya saing, dan
pengendalian impor;

11. Peningkatan partisipasi aktif dalam perundingan diberbagai
for a internasional;

12. Penyelenggaraan Tim Nasional perundingan Perdagangan
Internasional;

13. Peningkatan koordinasi penanganan isu —isu perdagangan
internasional.

Dapat kita bayangkan kedepan penggunaan teknologi betapa besar
perannya dalam perdagangan dan peningkatan ekonomi pada umumnya,
dan dengan sistem antisipasi yang ideal diatas kiranya bangsa Indonesia
harusnya mampu menjawab tantangan global markets.



Sistem Penilaian

SISTEM PENILAIAN

A. Proses Penilaian Perkuliahan

Pengambilan nilai dalam mata kuliah Hukum Ekonomi ini

menggunakan Sistem Evaluasi Penilaian sebagaimana dalam Buku

Panduan Penyelenggaraan Pendidikan UIN Sunan Ampel Tahun

2014 yang terdiri atas 4 macam penilaian:

1.

Ujian Tengah Semester (UTS)

UTS dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menguasai minimal
6 paket I bahan perkuliahan (paket 1-6) . Materi UTS diambil
dari pencapaian indikator pada tiap-tiap paket. Bentuk soal
dapat berupa pilihan ganda, essay, atau perpaduan antara
keduanya. Waktu wujian 1 jam perkuliahan (100 menit).
Komponen dan jumlah soal diserahkan kepada Dosen
pengampu matakuliah dengan skor maksimal 100.

Tugas

Tugas merupakan produk (hasil kreatifitas) mahasiswa dari
keunggulan potensi utama yang ada dalam dirinya. Hasil
kreatifitas dapat disusun secara individual atau kelompok yang
bersifat futuristik dan memberi manfaat bagi orang lain (bangsa
dan negara). Petunjuk cara mengerjakan tugas secara lebih rinci
diserahkan kepada Dosen pengampu. Skor tugas mahasiswa
maksimal 100.

Ujian Akhir Semester (UAS)

UAS dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menguasai minimal
6 paket II bahan perkuliahan (paket 7-12). Materi UAS diambil
dari pencapaian indikator pada tiap-tiap paket. Bentuk soal
dapat berupa pilihan ganda, essay, atau perpaduan antara

keduanya. Waktu wujian 1 jam perkuliahan (100 menit).
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Komponen dan jumlah soal diserahkan kepada Dosen
pengampu matakuliah dengan skor maksimal 100.

Performance

Performance, merupakan catatan-catatan keaktifan mahasiswa
dalam mengikuti perkuliahan mulai pertemuan pertama hingga
pertemuan terakhir antara 14-16 pertemuan. Dosen dapat
memberi catatan pada setiap proses perkuliahan kepada masing-
masing mahasiswa dengan mengamati: (1) ketepatan waktu
kehadiran dalam perkuliahan, (2) penguasaan materi (3) kualitas
ide/respon terhadap materi yang dikaji, dan lain-lain (Dosen
dapat menambah hal-hal lain yang perlu diamati).

Dosen merekap seluruh catatan selama perkuliahan, dan
memberi penilaian performance pada masing-masing mahasiswa
dengan skor maksimal 100.

Dosen dapat mengcopy absen perkuliahan, untuk memberi
catatan-catatan penilaian performance atau membuat format
sendiri. Catatan penilaian performance tidak diperkenankan

langsung di dalam absen perkuliahan mahasiswa.

Nilai Matakuliah Akhir Semester

Nilai matakuliah akhir semester adalah perpaduan antara
Ujian Tengah Semester (UTS) 20%, Tugas 30 %, Ujian Akhir
Semester (UAS) 40 %, dan Performance 10 %.

Nilai matakuliah akhir semester dinyatakan dengan angka
yang mempunyai status tertentu, sebagaimana dalam tabel
berikut:
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Angka Interval | Skor (skala 4) Huruf Keterangan
Skor (skala 100)
91 -100 4,00 A+ Lulus
86 -90 3,75 A Lulus
81 -85 3,50 A- Lulus
76 — 80 3,25 B+ Lulus
71-75 3,00 B Lulus
66 - 70 2,75 B- Lulus
61 - 65 2,50 C+ Lulus
56 - 60 2,25 C Lulus
51-55 2,00 C- Tidak Lulus
40 -50 1,75 D Tidak Lulus
<39 0 E Tidak Lulus
Keterangan:
a. Nilai huruf C- dan D pada matakuliah akhir semester harus

diulang dengan memprogram kembali pada semester
berikutnya
Nilai huruf C dan C+ boleh diperbaiki dengan ketentuan
harus memprogram ulang dan nilai huruf semula dinyatakan
hangus/gugur
Rumus menghitung nilai matakuliah (NMK) akhir semester:
NMK = (NUTSx20)+HINTx30)+(NUASx40)+(NPx10)

100

NMK = Nilai Matakuliah

NUTS = Nilai Ujian Tengah Semester
NT  =Nilai Tugas

NUAS = Nilai Ujian Akhir Semester

NP = Nilai Performance
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d. NMK bisa dihitung apabila terdiri dari empat komponen SKS,
yaitu: UTS, Tugas, UAS, dan performance. Apabila salah satu
kosong (tidak diikuti oleh mahasiswa), maka nilai akhir tidak
bisa diperoleh, kecuali salah satunya mendapat nol
(mahasiswa mengikuti proses penilaian akan tetapi nilainya
nol), maka nilai akhir bisa diperoleh.

e. Nilai akhir matakuliah, ditulis nilai bulat ditambah 2 angka di
belakang koma. Contoh: 3,21. 2,80, dst.
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